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Satuan Tugas Keadilan
Satuan Tugas Keadilan merupakan inisiatif the Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies - 
kemitraan multi-pemangku kepentingan yang menyatukan negara-negara anggota PBB, organisasi 
internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mempercepat pencapaian target-target Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk perdamaian, keadilan dan inklusi.

Ketua Bersama

Germán Carlos Garavano, 
Menteri Kehakiman 
dan Hak Asasi Manusia, 
Argentina

Sigrid Kaag, Menteri 
Perdagangan Luar 
Negeri dan Kerjasama 
Pembangunan, Belanda

Priscilla Schwartz, Jaksa 
Agung dan Menteri 
Kehakiman, Sierra Leone  

Hina Jilani, seorang Elder.

Anggota

Alejandro Alvarez, Direktur, 
Rule of Law Unit, Kantor 
Eksekutif Sekretaris 
Jenderal, PBB 

Donny Ardyanto, Penasihat 
Program Pemberdayaan 
Hukum dan Akses terhadap 
Keadilan, Yayasan TIFA, 
Indonesia

James Goldston, Direktur 
Eksekutif, Open Society 
Justice Initiative 

Pablo de Greiff, Senior Fellow 
dan Adjunct Professor of Law, 
NYU, dan mantan Pelapor 
Khusus tentang promosi 
kebenaran, keadilan, reparasi, 
dan jaminan tidak terulang, 
OHCHR

Sara Hossain, Pengacara, 
Mahkamah Agung 
Bangladesh

Kalthoum Kennou, Hakim 
di Pengadilan Kasasi Tunisia

Vivek Maru, Chief Executive 
Officer, Namati

Allyson Maynard-Gibson 
QC, Pengacara, mantan 
Jaksa Agung dan Menteri 
Urusan Hukum Bahama

Athaliah Molokomme, Duta 
Besar dan Perwakilan Tetap 
Botswana untuk Kantor PBB 
di Jenewa, mantan Jaksa 
Agung, Botswana

Owen Pell, Mitra,  
White & Case LLP

Marta Santos Pais, Mantan 
Perwakilan Khusus 
Sekretaris Jenderal untuk 
Kekerasan terhadap Anak

Sherpa untuk Ketua Bersama

María Fernanda Rodríguez, 
Wakil Menteri Kehakiman, 
Kementerian Kehakiman 
dan Hak Asasi Manusia, 
Argentina

Jelte van Wieren, Direktur 
Departemen Stabilisasi dan 
Bantuan Kemanusiaan, 
Belanda

Shahid Korjie, Acting 
Penjabat Koordinator 
Sektor Kehakiman, 
Kementerian Kehakiman, 
Sierra Leone
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Sekretariat Satuan Tugas Keadilan
Center on International Cooperation (CIC) Universitas New York berfungsi 
sebagai sekretariat Satuan Tugas Keadilan. CIC turut mendirikan dan 
menjadi tuan rumah the Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive 
Societies.

David Steven, Senior Fellow dan Associate Director; Maaike de Langen, 
Kepala Riset untuk Satuan Tugas Keadilan; Karina Gerlach, Penasihat 
Program Senior; Alisa Jimenez, Asisten Program.

Mark Weston, penulis dan konsultan; Jane Frewer, editorial dan 
manajemen program; and Lewis Broadway, desain.

Penasihat Senior untuk Satuan Tugas
Sam Muller, CChief Executive Officer, Hague Institute for Innovation of Law 
(HiiL); Anthony Triolo, Pejabat Senior Hubungan Eksternal, University of 
South Carolina Rule of Law Collaborative.

Alur Kerja Satuan Tugas
Kelompok Kerja Kesenjangan Keadilan dipimpin oleh World Justice Project, 
bersama dengan Hague Institute for Innovation of Law ( (HiiL), Kementerian 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Argentina, Center on International 
Cooperation (CIC) Universitas New York, the Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD), Open Society Justice Initiative 
(OSJI), United Nations Development Programme (UNDP), University College 
London, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), UNODC-INEGI 
Center of Excellence, White & Case LLP, dan Bank Dunia.

Bukti dan Argumen untuk Investasi menyertakan hasil penelitian dari 
Overseas Development Institute, Canadian Forum on Civil Justice, the 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan 
Bank Dunia.

Kelompok Tingkat Tinggi tentang Keadilan untuk Perempuan yang 
diselenggarakan oleh UN Women, International Development Law 
Organization (IDLO), dan the World Bank Group, bersama Abubacarr Marie 
Tambedou, Menteri Kehakiman Gambia; Catherine Harrington, Manajer 
Kampanye, Global Campaign for Equal Nationality Rights; Dubravka 
Simonovic, Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan; 
Frida Angelica Gomez Perez, Director-General, Noticias Tiemposmodernos, 
and National Councilor for the Evaluation and Monitoring of Public 
Policies on Youth, Mexican Youth Institute; Hilary Gbedemah, Ketua, 
The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination 
Against Women (CEDAW) Committee; María Fernanda Rodríguez, 
Wakli Menteri Kehakiman, Argentina; Nana Darkoa Sekyiamah, Direktur 
Informasi, Komunikasi dan Media, The Association for Women’s Rights in 
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Development (AWID); Nathalie G. Drouin, Wakil Menteri Kehakiman dan 
Wakil Jaksa Agung, Kanada; Nursyahbani Katjasungkana Ketua, Asosiasi 
Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Indonesia; Patricia Scotland, 
Sekretaris Jenderal Persemakmuran; dan Rangita de Silva de Alwis, Wakil 
Dekan, Universitas Pennsylvania.

Kelompok Kerja Inovasi dipimpin oleh Sam Muller, Chief Executive Officer, 
HiiL, dengan Abdulla Al-Majid, Inovasi Pengadilan, Kepala Pejabat Inovasi, 
Kementerian Kehakiman, UEA; Allyson Maynard-Gibson QC, Pengacara 
dan mantan Jaksa Agung dan Menteri Urusan Hukum, Bahama; Eddie 
Hartman, salah satu pendiri, LegalZoom; Gerald Abila, pendiri, Barefoot 
Law & mSME Garage; Gillian Hadfield, Universitas Toronto; Mark Beer OBE, 
Presiden, The International Association for Court Administration; Michelle 
Arevalo-Carpenter, salah seorang pendiri, IMPAQTO; Michiel Scheltema, 
Penasihat Khusus Keadilan untuk pemerintah, Belanda; Luis Franceschi, 
Dekan, Sekolah Hukum Strathmore; Robert Kraybill, Managing Director, 
Impact Investment Exchange; Sandra Elena, Kepala, Program Keadilan 
Terbuka, Kementerian Kehakiman, Argentina; Janet McIntyre, Wakil Direktur 
Jenderal, Divisi Antar Pemerintah dan Hubungan Eksternal, Kementerian 
Kehakiman, Kanada.

Kelompok Kerja Transisi Keadilan dipimpin oleh the International Center 
for Transitional Justice (ICTJ), Bersama dengan Kementerian Kehakiman, 
Argentina; Asia Justice and Rights (AJAR); Dejusticia; Kementerian 
Kehakiman, Gambia; Kantor Luar Negeri Federal, Jerman; Impunity 
Watch; International Bar Association; Institute for Integrated Transitions; 
Kementerian Luar Negeri, Belanda; Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk 
Hak Asasi Manusia; Kantor Pelapor Khusus PBB untuk mempromosikan 
kebenaran, keadilan, reparasi, dan jaminan ketidakberulangan; Open 
Society Justice Initiative (OSJI); Redress; Badan Kerjasama Pembangunan 
Internasional, Swedia; Departemen Luar Negeri Federal, Swiss; Swisspeace; 
Pengadilan Kasasi, Tunisia; Program Pembangunan PBB (UNDP); Kantor 
Dukungan Perdamaian PBB; dan UN Women.

Kelompok Kerja Teknis Keadilan untuk Anak dipimpin oleh CELCIS-
Inspiring Children’s Futures di Universitas Strathclyde, Bersama dengan 
Kantor Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal tentang Kekerasan terhadap 
Anak-anak, dan the Child Justice Advocacy Group, dikoordinasikan oleh 
Terre des hommes dan Defence for Children International.

Acara Konsultasi
16+ Showcase, Freetown, 7-10 Oktober 2018

The Big Think on Justice, Den Haag, 15 November 2018

Innovating Justice Forum, Den Haag, 5-6 Februari 2019

Justice Partners Forum,  Den Haag, 7 Februari 2019

Think Justice, konsultasi daring, September-Desember 2018
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Laporan Hasil Penugasan
World Justice Project, “Mengukur Kesenjangan Keadilan: Penilaian yang Berpusat pada Rakyat tentang 
Kebutuhan Keadilan yang Belum Terpenuhi di Seluruh Dunia” (Satuan Tugas Keadilan, makalah latar 
belakang, April 2019)

Marcus Manuel, Clare Manuel dan Harsh Desai, Akses universal ke keadilan dasar: perhitungan biaya 
TPB 16.3 Kertas Kerja ODI 554. (London: Overseas Development Institute, 2019). Makalah disiapkan untuk 
Satuan Tugas Keadilan

Trevor Farrow dan Lisa Moore, “Perhitungan Biaya Kesenjangan Keadilan, Hasil Investasi untuk Layanan 
Keadilan yang Disediakan oleh Organisasi Masyarakat Sipil,” (Satuan Tugas Keadilan, makalah latar 
belakang, 2019)

Kelompok Tingkat Tinggi tentang Keadilan untuk Perempuan, Keadilan untuk Perempuan - Laporan 
Kelompok Tingkat Tinggi. (New York: UN Women, IDLO, Bank Dunia dan Satuan Tugas Keadilan, 2019)

Kelompok Kerja Inovasi, “Inovasi keadilan: dibutuhkan dan mungkin,” (Satuan Tugas Keadilan, makalah 
latar belakang, Januari 2019)

Kelompok Kerja Transisi Keadilan, “Laporan Transisi Keadilan dan SDG16+,” (Satuan Tugas Keadilan, 
makalah latar belakang, Maret 2019)

Stephen Golub, “Kontribusi Masyarakat Sipil terhadap Keadilan: Vital, Efektif, dan Bernilai Rendah, 
Benih Perubahan: Aksi Lokal Berkontribusi pada Reformasi Hukum dan Kebijakan,” dan “Keadilan Akar 
Rumput: Peran dan Dampak Paralegal,” (Satuan Tugas Keadilan, kertas kerja, 2019)

Center on International Cooperation, Makalah tantangan: Keadilan sebagai Pencegahan. (Satuan Tugas 
Keadilan, makalah latar belakang, Desember 2018)

Kelompok Kerja Teknis Keadilan untuk Anak, “Makalah Tantangan Keadilan untuk Anak,” (Satuan Tugas 
Keadilan, makalah latar belakang, yang akan datang)

White & Case LLP, “Tata Kelola NSO untuk Data Keadilan yang Lebih Baik,” (memo disiapkan untuk Satuan Tugas 
Keadilan, bersama dengan serangkaian masukan dan memo penelitian terpisah)

Masukan Penting Lainnya
The Elders, Akses terhadap Keadilan - Makalah Posisi. (London: The Elders Foundation, 2019)

HiiL, Memahami Kebutuhan Keadilan - Gajah di Ruang Sidang. (Den Haag: HiiL, 2018)

Vivek Maru dan Varun Gauri (eds), Paralegal Komunitas dan Upaya Mencari Keadilan. (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2018)

OECD, Menempatkan rakyat sebagai pusat: Akses layanan keadilan yang setara untuk kesejahteraan 
ekonomi dan sosial. (Paris: OECD, 2019)

OECD dan Open Society Justice Initiative, Survei Kebutuhan Hukum, dan Akses Keadilan - peluncuran 
salinannya. (Paris dan New York: OECD/OSF, 2019)

OECD dan World Justice Project, “Membangun Bukti dan Argumen Bisnis untuk Akses Keadilan - Buku 
Putih OECD bekerja sama dengan World Justice Project: Draft awal,” 2019

Satuan Tugas Keadilan menerima bantuan dukungan keuangan dari Kementerian Luar Negeri 
Belanda dan Yayasan Charles Stewart Mott; dan dukungan dalam bentuk barang dari Kementerian 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Argentina, pemerintah Sierra Leone, pemerintah Kanada, White 
& Case LLP, Kota Den Haag, dan Komisi Tinggi Inggris di Sierra Leone. Pendanaan untuk Pathfinders 
for Peaceful, Just and Inclusive Societies juga disediakan oleh Badan Pembangunan dan Kerjasama 
Swiss dan Kementerian Luar Negeri Swedia. Semua mitra keadilan yang tercantum di halaman 7 juga 
memberikan kontribusi dalam bentuk barang.
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Ucapan Terima Kasih

Dukungan dari Center on International Cooperation Universitas New York
Satuan Tugas Keadilan diawasi oleh Sarah Cliffe, Direktur, Center on International Cooperation NYU. Paige Arthur, 
Wakil Direktur, dan Hanny Megally, Senior Fellow, bergabung dengan tim peninjau internal. Masukan dan dukungan 
diberikan oleh para anggota tim Pathfinders lainnya: Harshani Dharmadasa, Rachel Locke, Soomin Lee, Paul von 
Chamier, Bojan Francuz, dan Justine Brouillaud; serta rekan-rekan CIC lainnya, Sarah Groves, Noah Gall, Jonathan 
Connors, Kayla Lewis-Hue, Said Sabir, Camilo Lopez Delgado, Céline Monnier, Leah Zamore, Shavon Bell, dan 
Nendirmwa Parradang.

Satuan Tugas Keadilan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 
mereka yang disebutkan di bawah ini atas kontribusi mereka terhadap kerja-kerja 
Satuan Tugas
Abdoulaye Mar Dieye, Abigail Moy, Adrian di Giovanni, Adriana De La Espriella (in memoria), Aidan Harris, Alan 
George, Alejandro Ponce, Alyson MacLean, Andrew Goudie, Anna Mutaveti, Annette Lyth, Aparna Basynat, Arthur van 
Buitenen, Åsa Wallton, Aurelie Roche-Mair, Bader Kaba, Beatrice Duncan, Ben Oppenheim, Benoit Van Keirsbilck, 
Betsy Andersen, Betsy Apple, Bonian Golmohammadi, Boroto Ntakobajira, Bridget Osho, Briony Jones, Caitlin Sislin, 
Carolina Moreno Diaz, Chantal Joubert, Chloe Lelievre, Christi Sletten, Christina Koulias, Chrysula Winegar, Clare 
Manuel, Clifford Msiska, Coco Lammers, Cornelius Williams, David Nussbaum, Debbie Wetzel, Dena Motevalian, 
Denise Torres, Diana Isabel Güiza Gómez, Elisabeth Baumgartner, Elizabeth Cousens, Ellen Swedenmark, Emily 
Kenney, Enrico Bisogno, Erin Kitchell, Erwin Tuijl, Evelien van Hoeve, Fabián Salvioli, Fahad Saher, Fernando Marani, 
Fernando Travesi, Francesca Daverio, Galuh Wandita, Gedeon Behiguim, Georgia Harley, Gustavo Maurino, Habib 
Nassar, Harsh Desai, Heather Grady, Hector Chayer, Hibak Muse, Ibrahima Koreissi, Ilaria Bottigliero, Isabel Durán, 
Jago Russell, Janet McIntyre, Jean-Jacques Hible, Jeni Klugman, Jennifer Davidson, Jennifer Tsai, Jenny Yates, Joe 
Foti, Joe Powell, Joel Samuels, Juan Carlos Botero, Judith van Niekerk, Julia Raue, Justin Haccius, Kady Sylla, Karen 
Fisher, Karen Wallace, Karina Carpintero, Kate Orlovsky, Katy Thompson, Kaysie Brown, Kelly Dale, Kirsten di Martino, 
Koen Davidse, Kristen Hope, Kristine Allen, Leoni Cuelenaere, Lex Gerts, Lisa Denney, Lisa Ott, Lorenzo Wakefield, Lotta 
Teale, Luisa Sanchez, Luke Upchurch, Marcel Ruiter, Marcel Stoessel, Marcia Mersky, Marcus Bonturi, Marcus Lenzen, 
Marcus Manuel, Margaret Williams, Mariana Otoya, Mariana Pena, Marianne Peters, Marieke Vreeken, Marieke Wierda, 
Marije van Kempen, Mark Freeman, Mark Madden, Marlies Stappers, Marlon Manuel, Martijn Quinn, Martin Boehmer, 
Martin Forst, Martin Gramatikov, Martyna Wanat, Mary Okumu, Mary Robinson, Mascha Matthews, Mat Tromme, 
Matthew Bannon, Matthew Burnett, Maurits Barendrecht, McKinley Charles, Megan Manion, Megan Price, Messina 
Manirakiza, Michael Warren, Michala Mackay, Minh-Thu Pham, Minke van der Sar, Mô Bleeker, Murray Hunt, Nancy 
Ward, Nicole Janisiewicz, Olivier Kambala wa Kambala, Pascoe Pleasance, Patricia van Nispen tot Sevenaer, Patrick 
Burgess, Paul Prettitore, Pema Doornenbal, Pete Chapman, Pilar Domingo, Rea Chiongson, Rebecca Kourlis, Rhodri 
Williams, Rob Schuurmans, Rodrigo Uprimny Yepes, Roger Duthie, Ross Maclaren, Rupert Skilbeck, Sabrina Büchler, 
Sabrina Mahtani, Salome Flores, Sander Werrie, Sandra Elena, Sandra Pellegrom, Sandra van der Pal, Santa Falasca, 
Sarah Long, Saskia Bruines, Sebastiaan Verelst, Serge Rumin, Sharon Johnson, Simon Moss, Stacey Cram, Stephen 
Zimmerman, Steven Lanting, Steven Malby, Sumaiya Islam, Susan McDonald, Sylvia Hazenbroek, Tatyana Teplova, 
Teresa Jennings, Teresa Mugadza, Tobijn de Grauw, Tom Gordon, Tonu Basu, Tony Reilly, Tymon Kiepe, Ulysses Smith, 
Vivek Trivedi, Wilma van Esch, Wim Jansen, Yorokamu Bamwine, Zaza Namoradze.

Satuan Tugas Keadilan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 
organisasi-organisasi sebagaimana disebutkan di bawah ini atas kontribusi mereka 
dalam kerja-kerja Satuan Tugas
Forum 16+, ABA Rule of Law Initiative, British Council, Commonwealth Secretariat, Department for International 
Development, European Commission’s Directorate-General for Justice and Consumers, Fair Trials International, 
Georgetown Institute for Women, Peace and Security, Global Alliance for Reporting Progress on Peaceful, Just and 
Inclusive Societies, Global Citizen, Impunity Watch, LexisNexis, Kementerian Kehakiman Kanada, Kementerian 
Kehakiman Belanda, National Alliance for the Development of Community Advice Offices, Paralegal Advisory 
Service Institute, Permanent Mission of Argentina to the United Nations, Permanent Mission of the Netherlands to 
the United Nations, Permanent Mission of Sierra Leone to the United Nations, Responsive Law, SDG Philanthropy 
Platform, The New Now, UN Foundation, UN Global Compact, UNHCR, UNICEF, United Nations Office of Rule of Law 
and Security Institutions.
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Singkatan 

CALDH Pusat Aksi Hukum Hak Asasi Manusia

CIC Pusat Kerjasama Internasional Universitas New York

CRVS Registrasi Sipil dan Statistik Vital

Wilayah ECA Wilayah Eropa dan Asia Tengah

PDB Produk Domestik Bruto

GLEN Jaringan Pemberdayaan Hukum Global

GPS Sistem Pemosisian Global

HiiL Institut Hague untuk Inovasi Hukum

HLPF Forum Politik Tingkat Tinggi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan 

ILO Organisasi Perburuhan Internasional

IMF Dana Moneter Internasional

JGWG Kelompok Kerja Kesenjangan Keadilan

LGBTI+ Orang-orang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/Transeksual dan Interseks

MDGs Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium

NSOs Kantor Statistik Nasional

NYU Universitas New York

OECD Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

ODI Lembaga Pengembangan Luar Negeri

OSF Yayasan Masyarakat Terbuka

OSJI Prakarsa Keadilan Masyarakat Terbuka

SDGs Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan

PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa

UNDP Program Pembangunan PBB

UNODC Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan

UNODC/INEGI Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan / Pusat Keunggulan dalam Informasi 
Statistik tentang Pemerintah, Kejahatan, Viktimisasi dan Keadilan

WHO Organisasi Kesehatan Dunia

WJP Proyek Keadilan Dunia



13

Definisi
2030 Agenda Agenda 2030 PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan, diluncurkan pada tahun 2015.

Deklarasi Alma-Ata Tonggak sejarah utama abad ke-20 di bidang kesehatan masyarakat, yang mengidentifikasi 
layanan kesehatan primer sebagai kunci pencapaian tujuan Kesehatan untuk Semua.

Arab Spring Serangkaian protes anti-pemerintah, pemberontakan, dan pemberontakan bersenjata yang 
menyebar di seluruh Timur Tengah pada akhir tahun 2010.

Layanan keadilan dasar  Layanan tingkat lokal yang memenuhi kebutuhan keadilan sehari-hari masyarakat, melalui 
mekanisme formal dan informal oleh berbagai pelaku.

Kelompok Tingkat 
Tinggi tentang Keadilan 
untuk Perempuan

Sebuah kelompok yang dibentuk sebagai bagian dari alur kerja Satuan Tugas Keadilan, untuk fokus 
pada kesenjangan keadilan bagi perempuan, bukti dan argumen untuk investasi, dan apa yang dapat 
berfungsi untuk meningkatkan keadilan bagi perempuan.

High-level Political 
Forum on Sustainable 
Development

Platform utama PBB tentang pembangunan berkelanjutan, yang memberikan kepemimpinan 
politik, pembinaan dan rekomendasi. Forum ini mengadakan pertemuan setiap tahun di New York 
di bawah naungan Dewan Ekonomi dan Sosial dan setiap empat tahun di bawah naungan Majelis 
Umum. Forum melakukan tinjauan atas implementasi Agenda 2030.

Kampanye Keadilan 
bagi Semua 

Kampanye global untuk memastikan akses yang sama untuk Keadilan tersedia bagi semua pada tahun 
2030 dengan mengadvokasi pendanaan dan perlindungan bagi para pembela keadilan akar rumput.

Kesenjangan keadilan Kesenjangan antara keadilan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh rakyat dengan keadilan yang 
mereka terima. Lihat bab 1.

Sistem keadilan Sistem perundangan, kelembagaan dan organisasi dan aktor-aktor yang ada di masyarakat yang 
menyelesaikan dan mencegah masalah keadilan masyarakat.

Gerakan #MeToo Sebuah gerakan menentang pelecehan seksual dan kekerasan seksual, dibentuk pada tahun 2017 
sebagai tagar di media sosial.

Paralegal Non-pengacara yang telah menerima pelatihan tentang aspek-aspek hukum dan yang membantu 
orang lain untuk dapat memanfaatkan hukum.

Pro bono Layanan gratis yang disediakan oleh para pengacara dan mahasiswa hukum bagi mereka yang 
tidak mampu membayar.

TPB16.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16.3: Mempromosikan aturan hukum di tingkat nasional dan 
internasional dan memastikan akses yang sama untuk Keadilan bagi semua.

SDG16+ SDG16 bersama dengan 36 target dari Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan lainnya, yang 
secara langsung mengukur aspek perdamaian, inklusi, atau akses keadilan.

TPB 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah cetak biru PBB untuk mencapai masa depan yang 
lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua. Tujuan-tujuan ini adalah sebagai jawaban terhadap 
tantangan global, termasuk yang terkait dengan kemiskinan, ketimpangan, iklim, degradasi 
lingkungan, kemakmuran, perdamaian, dan keadilan.

SDG Summit Pertemuan tingkat tinggi PBB pertama tentang SDG sejak ditetapkannya Agenda tahun 2030 
pada bulan September 2015. Para Presiden dan Perdana Menteri diminta untuk hadir untuk 
“memobilisasi tindakan-tindakan lebih lanjut untuk mempercepat implementasinya.” Acara ini 
akan diadakan pada bulan September 2019 sebagai Forum Politik Tingkat Tinggi yang diadakan di 
bawah Sidang Majelis Umum ke-74.

Kerjasama Selatan-
Selatan

Kerangka kerja yang luas untuk kolaborasi di antara negara-negara Selatan dalam bidang politik, 
ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan teknis. Melibatkan dua atau lebih negara-negara 
berkembang, dapat dilangsungkan atas dasar hubungan bilateral, regional, subregional atau 
antarregional.

Satuan Tugas Satuan Tugas Keadilan, suatu prakarsa the Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies.

Kecuali dinyatakan lain, semua nilai moneter dinyatakan dalam USD $
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Kata Pengantar

Agenda 2030 tentang Pembangunan Berkelanjutan didasarkan pada 
visi “dunia yang adil, merata, toleran, terbuka, dan inklusif secara sosial di 
mana kebutuhan-kebutuhan rakyat yang paling rentan dapat terpenuhi.” 
Melalui agenda tersebut, semua negara telah berkomitmen untuk 
membangun masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang memberikan 
akses yang sama untuk keadilan bagi semua dan didasarkan pada 
penghormatan terhadap hak asasi manusia yang fundamental.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Martin Luther King, “Ketidakadilan 
di suatu tempat adalah ancaman bagi keadilan di semua tempat .” Tanpa 
keadilan, kita tidak bisa memenuhi janji Agenda 2030 untuk memberantas 
kemiskinan dalam segala bentuknya, mengatasi ketidaksetaraan dan 
meningkatkan kesejahteraan bersama, dan melindungi planet ini dari 
degradasi. Keadilan menopang pemberdayaan gender dan membantu 
kita terlebih dahulu mencapai mereka yang berada terjauh di belakang.

Laporan ini adalah hasil dari upaya-upaya bersama yang dilakukan oleh 
para mitra keadilan dunia untuk memetakan jalur menuju akses yang 
sama untuk keadilan bagi semua. Melalui Satuan Tugas Keadilan, kita 
telah bekerja bersama untuk mengumpulkan data mengenai skala 
kesenjangan keadilan dan bukti yang diperlukan untuk mendukung 
implementasinya. Kami berkomitmen untuk mendukung percepatan 
tindakan di semua negara dan untuk menunjukkan kemajuan yang 
terukur karena, pada tahun 2020, kita memasuki dekade baru untuk 
pencapaian Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kami menyerukan ke semua negara dan para mitra dari semua sektor 
untuk bergabung dengan kita dalam memperjuangkan keadilan. Kita 
sekarang harus bekerja bersama untuk mencegah dan menyelesaikan 
masalah-masalah keadilan, dengan menggunakan sistem peradilan 
untuk membantu rakyat, komunitas, dan masyarakat untuk memenuhi 
potensi mereka. Mari kita bersatu untuk mewujudkan janji keadilan bagi 
semua menjadi kenyataan.



Germán Carlos Garavano Sigrid Kaag Priscilla Schwartz
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Ikhtisar
dari keadilan untuk 

segelintir orang menjadi 
keadilan bagi semua
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Keadilan bagi semua
Pada jantung Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan terletak 
visi “dunia yang adil, setara, toleran, terbuka dan inklusif secara sosial di 
mana kebutuhan-kebutuhan mereka yang paling rentan dapat terpenuhi.”

Keadilan adalah benar merah yang merajut seluruh 17 Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tanpa peningkatan keadilan, dunia 
tidak akan bisa mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, 
menjangkau terlebih dahulu yang terjauh tertinggal di belakang, 
menciptakan kondisi untuk kemakmuran bersama dan berkelanjutan, 
atau mempromosikan perdamaian dan inklusi.

TPB16.3 menetapkan janji untuk memastikan tersedianya akses yang sama 
terhadap keadilan bagi semua pada tahun 2030. Sasaran-sasaran lainnya 
mencakup identitas hukum, ketidakadilan seperti korupsi dan aliran 
keuangan gelap, dan promosi hak-hak dan kesetaraan gender.

Satuan Tugas Keadilan – sebuah prakarsa The Pathfinders for Peaceful, 
Just and Inclusive Societies– telah melakukan eksplorasi untuk dapat 
tercapainya sasaran-sasaran ini di dunia di mana miliaran orang belum 
dapat memperoleh keadilan.

Menyampaikan penelitian yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi dan 
para pakar keadilan terkemuka dunia, laporan ini memberikan prakiraan 
awal mengenai kesenjangan keadilan global. Ini akan menjadi bukti dan 
argumen untuk bergeser dari model yang memberikan keadilan hanya 
untuk segelintir orang, ke model yang memberikan perbaikan terukur atas 
keadilan bagi semua.

Di masa lalu, reformasi peradilan sering berfokus pada institusi-institusi, 
berjarak dengan masyarakat dan gagal memenuhi kebutuhan mereka. 
Satuan Tugas mengusulkan pendekatan yang berbeda, mendudukkan 
rakyat sebagai pusat sistem peradilan, dan menempatkan keadilan di 
jantung pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan keadilan yang berpusat pada rakyat dimulai dengan 
pemahaman akan kebutuhan keadilan masyarakat dan merancang solusi-
solusi untuk menanggapi kebutuhan tersebut. Pendekatan ini dilakukan 
dengan sistem peradilan yang terbuka dan inklusif, dan yang bekerja 
dalam kolaborasi dengan sektor-sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, 
perumahan, dan pekerjaan.

Untuk mengatasi kesenjangan keadilan dibutuhkan transformasi ambisi 
– sebuah upaya berkelanjutan untuk memberikan akses keadilan bagi 
miliaran orang lagi.

Untuk memberikan keadilan bagi semua, negara harus menyelesaikan 
masalah-masalah keadilan rakyat, mencegah terjadinya ketidakadilan baik 
besar maupun kecil, dan menciptakan peluang- peluang bagi rakyat untuk 
berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat dan perekonomian mereka.
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Kesenjangan keadilan global
Sampai saat ini, kurangnya data keadilan mengaburkan skala 
kegagalan untuk memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat, tetapi 
kini tersedia semakin banyak data yang lebih baik. Survei kebutuhan 
hukum, survei viktimisasi, dan survei spesialis kini mencakup semakin 
banyak negara.

Kesenjangan keadilan global memiliki tiga dimensi:

	� Setidaknya 253 juta orang hidup dalam kondisi ketidakadilan yang 
ekstrem 

Empat puluh juta orang hidup dalam perbudakan modern, 12 juta 
tidak memiliki kewarganegaraan, dan lebih dari 200 juta tinggal di 
negara atau masyarakat di mana tingkat ketidakamanan yang tinggi 
membuat mereka tidak mungkin mencari keadilan.

	� 1,5 miliar orang memiliki masalah keadilan yang tidak bisa mereka 
selesaikan

Orang-orang dalam kelompok ini adalah korban kekerasan atau 
kejahatan yang tidak dilaporkan. Atau mereka memiliki masalah 
keadilan perdata atau administrasi yang tidak dapat mereka 
selesaikan, seperti sengketa tanah atau penolakan layanan publik. 
Hampir 60 persen masalah keadilan saat ini tidak terselesaikan.

	� 4,5 miliar orang berada di luar peluang yang disediakan oleh 
undang-undang

Lebih dari 1 miliar orang tidak memiliki identitas hukum. Lebih dari 2 
miliar bekerja di sektor informal dan jumlah yang sama tidak memiliki 
bukti kepemilikan rumah atau tanah. Ini membuat mereka rentan 
terhadap pelecehan dan eksploitasi dan kurang mampu mengakses 
peluang ekonomi dan layanan publik.

Secara total, 5,1 miliar orang – yang berarti dua pertiga dari populasi 
dunia – tidak memiliki akses yang berarti terhadap keadilan. Saat 
rakyat di semua negara terpengaruh, beban ketidakadilan ini tidak 
didistribusikan secara acak di antara mereka.

Kesenjangan keadilan merupakan cerminan dari ketidaksetaraan 
struktural dan merupakan kontributor atas kondisi ketidaksetaraan ini.

Perempuan dan anak-anak paling kesulitan untuk mengakses 
keadilan. Satu miliar anak adalah korban kekerasan, misalnya. 
Setengah dari perempuan percaya bahwa tidak ada gunanya 
melaporkan kasus pelecehan seksual kepada polisi.

Orang miskin, penyandang cacat, dan orang-orang dari komunitas etnis 
minoritas ada di antara kelompok-kelompok rentan yang juga paling 
kesulitan untuk mengakses keadilan. Ketidakadilan yang mereka alami 
meningkatkan kemungkinan bahwa mereka akan terus tertinggal.
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Biaya ketidakadilan
Pada 2010, seorang penjual buah Tunisia berusia 26 tahun bernama 
Mohamed Bouazizi membakar dirinya di luar sebuah gedung 
pemerintah sebagai protes atas pelecehan oleh kepolisian yang 
terus menerus dia alami. Kematiannya memicu protes yang 
menyebar pertama kali melalui Tunisia dan kemudian di seluruh 
dunia Arab.

Kasus Bouazizi melibatkan masalah keadilan terkait dengan 
dokumentasi (dia tidak memiliki izin untuk kios buahnya, 
tetapi masih belum jelas apakah izin itu diperlukan atau 
tidak), penyalahgunaan wewenang oleh aktor keadilan, dan 
ketidakmampuan untuk menyampaikan keluhan. Bagi orang seperti 
Bouazizi, ketidakadilan menyebabkan hilangnya pendapatan dan 
tingkat stres yang tinggi. Orang dengan masalah keadilan rata-rata 
mengalami kehilangan senilai satu bulan upah. Banyak dari mereka 
yang kemudian menjadi pengangguran. Hal ini selanjutnya memiliki 
dampak kesehatan yang juga serius. Sekitar sepertiga orang dengan 
masalah keadilan cenderung mengalami masalah kesehatan fisik 
atau mental.

Bagi masyarakat, keadilan seringkali merupakan mata rantai yang 
hilang dalam strategi pembangunan nasional. Ekonomi dapat 
berkinerja kuat, serta kesehatan dan pendidikan mengalami 
peningkatan. Tetapi tanpa keadilan, rakyat akan gagal mencapai 
potensi penuh mereka dan pembangunan akan menjadi tidak 
menentu. Ketidakadilan mendorong pengucilan dan memicu 
tumbuhnya ketidakpuasan, sehingga ketidakadilan juga 
meningkatkan risiko ketidakstabilan politik dan – sebagaimana 
yang kita lihat pada periode sebelum peristiwa Arab Spring – 
terjadilah konflik kekerasan.

Kegagalan untuk memberikan keadilan sangat merugikan.

	� Pada tingkat global, konflik dunia menciptakan kehancuran 
dengan nilai sekitar $2.000 per orang setiap tahun, sementara 
negara mungkin kehilangan hingga seperlima dari PDB mereka 
ketika tingkat kekerasan non-konflik sangat tinggi.

	� Ada tiga jenis dampak yang timbul dari masalah-masalah 
keadilan – kehilangan pendapatan, rusaknya kesehatan, dan 
biaya mendapatkan ganti rugi – membawa kerugian pada 
negara-negara OECD antara 0,5 - 3 persen dari PDB tahunan 
mereka.

	� Masalah-masalah keadilan sehari-hari menelan biaya lebih dari 
2 persen dari PDB di sebagian besar negara berpenghasilan 
rendah.
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Manfaat investasi keadilan
Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa pengeluaran untuk 
keadilan yang berpusat pada rakyat dapat memberikan hasil investasi 
dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Meningkatnya keadilan 
mengurangi risiko konflik dan ketidakstabilan. Setiap dolar yang 
diinvestasikan untuk keadilan kemungkinan akan memberikan hasil 
dengan pengembalian setidaknya senilai $ 16 berupa manfaat-manfaat 
dari pengurangan risiko konflik. Di Guatemala, upaya membangun 
kembali sistem peradilan untuk memerangi kekebalan hukum dan 
mengatasi korupsi berdampak pada penurunan angka pembunuhan 
sebesar 5 persen.

Menangani masalah-masalah keadilan sehari-hari juga memberikan 
manfaat sebagai berikut:

	� Pengadilan khusus seperti pengadilan narkoba mengurangi 
pengulangan pelanggaran, membuat penghematan sistem 
peradilan pidana senilai ribuan dolar per kasus.

	� Pendekatan keadilan restoratif sangat hemat biaya dan 
menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi bagi para korban dan 
mengurangi pelanggaran. 

	� Di Inggris dan Wales, layanan Citizens Advice membantu lebih dari dua 
juta orang setiap tahun mengatasi masalah-masalah keadilan yang 
mereka hadapi. Untuk setiap dolar yang diinvestasikan, layanan ini 
menghasilkan $ 2,40 dalam bentuk penghematan untuk pemerintah 
dan $ 14,50 berupa manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Hukum dapat digunakan untuk membebaskan potensi ekonomi 
dan sosial masyarakat secara hemat biaya. Identitas hukum 
akan meningkatkan capaian kesehatan yang secara bersamaan 
memungkinkan pemerintah menyesuaikan bentuk layanan sesuai 
dengan mereka yang membutuhkannya, menyasar transfer tunai 
dan program perlindungan sosial lainnya secara lebih efektif, 
mengumpulkan pajak, membasmi korupsi sampai akarnya, dan 
mengevaluasi dampak-dampak kebijakan.

Program-program yang mengklarifikasi dan memperkuat hak atas 
tanah akan mencegah konflik dan meningkatkan kemampuan 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Kaum 
perempuan Tanzania melipatgandakan empat kali lipat penghasilan 
mereka ketika mereka tinggal dalam komunitas yang memungkinkan 
mereka memiliki hak atas tanah.

Pendanaan keadilan bagi semua
Berapa biaya untuk mengatasi masalah kesenjangan keadilan – untuk 
memenuhi kebutuhan keadilan sehari-hari masyarakat dengan cara 
yang mudah diakses dan terjangkau?
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Untuk menjawab pertanyaan ini, laporan ini menyajikan prakiraan awal 
biaya untuk menyediakan akses universal dalam mendapatkan keadilan 
dasar. Sektor kesehatan dan pendidikan telah lama memiliki tolok ukur 
investasi, dan metodologi yang digunakan mengacu pada pengalaman 
di sektor-sektor tersebut.

Prakiraan ini mencakup nasihat hukum, pemberdayaan hukum di 
komunitas, lembaga peradilan formal yang memainkan peran di garis 
depan dalam penyelesaian konflik dan perselisihan, dan mekanisme 
alternatif untuk menyelesaikan masalah-masalah keadilan. Mekanisme 
akuntabilitas juga disertakan di sini.

Di negara-negara berpenghasilan rendah, biayanya adalah sebesar $ 
20 untuk memberikan setiap orang akses untuk mendapatkan layanan 
keadilan dasar. Di negara-negara berpenghasilan menengah, biayanya 
adalah sebesar $ 64 per orang per tahun, dan di negara-negara 
berpenghasilan tinggi sebesar $ 190.

Untuk memasukkan angka-angka ini ke dalam konteksnya, biaya 
penyediaan pendidikan dasar dan menengah universal di negara-
negara berpenghasilan rendah adalah sebesar $ 41 per orang per tahun, 
sementara untuk memberikan perawatan kesehatan esensial universal 
setidaknya sebesar $ 76.

Negara-negara berpenghasilan tinggi dengan mudah mampu 
membayar pengeluaran ini, tetapi bagi negara-negara berpenghasilan 
menengah dan rendah akan lebih sulit. Secara keseluruhan, dua miliar 
orang tinggal di negara-negara yang bahkan tidak mampu membayar 
setengah dari biaya untuk menyediakan akses universal ke keadilan 
dasar tanpa mengganggu pengeluaran di sektor-sektor lainnya.

Untuk meningkatkan keterjangkauan, negara-negara membutuhkan 
ketersediaan data yang lebih baik tentang alokasi sumber daya 
yang ada saat ini untuk kemudian mengalihkan pengeluaran dari 
pendekatan-pendekatan yang tidak efektif agar digantikan pada 
kebutuhan-kebutuhan keadilan yang paling mendesak.

Sumber-sumber daya yang ada dapat diarahkan ke pendekatan-
pendekatan berbiaya rendah dengan potensi untuk mewujudkan 
keadilan secara besar-besaran, dengan pemberdayaan hukum dan 
pendekatan non-formal yang secara relatif terjangkau di semua negara.

Sumber-sumber pendanaan perlu didiversifikasi. Investasi donor di 
sektor keadilan mengalami penurunan sebesar 40 persen selama 
empat tahun terakhir. Di negara-negara yang rapuh dan terkena 
dampak konflik, hanya 1,5 persen dari bantuan pembangunan resmi 
yang dibelanjakan untuk keadilan. Para filantropis, investor dampak, 
dan perusahaan swasta, semuanya dapat memainkan peran dalam 
membuat keadilan bagi semua lebih terjangkau dengan meningkatkan 
investasi mereka pada pendekatan-pendekatan yang berpusat pada 
rakyat.
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Memecahkan masalah-masalah keadilan
Enam area utama di mana sebagian besar masalah keadilan 
terjadi: kekerasan dan kejahatan; perselisihan yang melibatkan 
tanah, perumahan atau tetangga; perselisihan keluarga yang tidak 
terselesaikan; masalah yang berkaitan dengan uang, utang atau 
masalah konsumen; masalah yang terkait dengan akses ke layanan 
publik; dan kebutuhan hukum yang terkait dengan pekerjaan atau 
bisnis.

Masing-masing masalah ini sama-sama bersifat struktural – misalnya, 
peristiwa tanah milik masyarakat yang disita tanpa kompensasi, 
undang-undang warisan yang lebih memberikan preferensi pada anak 
laki-laki daripada anak perempuan atau istri, atau kaum minoritas yang 
tidak diberi akses untuk mendapatkan layanan publik.

Para pencari keadilan mendapat manfaat dari pendekatan-pendekatan 
yang disesuaikan dengan masing-masing kategori masalah, tetapi 
tema-tema umum selalu muncul ketika mereka ditanya bagaimana 
mereka ingin masalah mereka diselesaikan. Para korban kekerasan 
dan rakyat yang terlibat dalam perselisihan hukum seringkali kurang 
tertarik pada putusan pengadilan dan hukuman, dibandingkan dengan 
didengarkan dan menemukan suatu penyelesaian atau pemulihan yang 
membuat mereka dapat melanjutkan kehidupannya.

Dengan menjadikan masalah-masalah keadilan sebagai titik awal, 
negara-negara dapat merancang rute perjalanan yang lebih baik dari 
masalah itu menuju suatu solusi. Yang penting adalah baik tujuannya 
(apakah rakyat memperoleh penyelesaian yang memuaskan?) maupun 
perjalanan itu sendiri (apakah rakyat diperlakukan dengan adil di 
sepanjang prosesnya?).

Perjalanan keadilan memiliki tiga tahap:

1.	 Memberdayakan rakyat dan masyarakat

Rakyat diberdayakan sehingga mereka dapat mengambil tindakan 
ketika muncul kebutuhan hukum. Mereka dibantu untuk memahami 
hukum dan mencari solusi, dengan menyediakan bantuan hukum 
bagi mereka yang paling rentan.

2.	 Akses ke layanan keadilan yang berpusat pada rakyat

Rakyat memiliki akses ke layanan keadilan yang responsif terhadap 
kebutuhan mereka dan menawarkan alternatif serta jalur yang lebih 
damai. Layanan satu atap yang menyediakan berbagai layanan di satu 
tempat, ditambah dengan layanan spesialis yang dapat membantu 
mengatasi masalah yang lebih kompleks.

3.	 Hasil-hasil yang adil

Rakyat memperoleh penyelesaian untuk masalah mereka secara 
adil dan memenuhi standar hak asasi manusia. Pemulihan 
yang diperoleh juga sesuai dan mendorong rekonsiliasi. Data 
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digunakan untuk menilai apakah rakyat menerima penyelesaian yang 
memuaskan. Mekanisme pengaduan tersedia untuk mendengarkan 
dan menanggapi mereka yang merasa diperlakukan dengan buruk.

Mencegah ketidakadilan
Sistem keadilan harus mencegah timbulnya masalah-masalah, serta 
bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah terjadi.

Pencegahan mengurangi kerugian yang diderita rakyat dengan berfokus 
pada akar penyebab ketidakadilan. Ketika ada lebih sedikit perselisihan, 
tingkat kekerasan yang lebih rendah, dan rakyat memiliki perlindungan 
hukum yang tepat, maka masyarakat akan lebih cenderung menjadi 
damai dan makmur.

Pencegahan menjadi masuk akal karena empat alasan. Pertama, 
kesenjangan keadilan terlalu luas untuk dijembatani dengan pendekatan-
pendekatan dan alat-alat tradisional. Kedua, keadilan diperlukan untuk 
komunitas dan masyarakat, bukan hanya untuk individu. Ketiga, sistem 
keadilan dapat meningkatkan ketahanan, dengan membantu rakyat 
melindungi hak-hak mereka atau dengan menyediakan ruang untuk 
kontestasi damai. Akhirnya, pencegahan menjadi efektif secara biaya, baik 
untuk rakyat, untuk masyarakat, dan untuk sistem keadilan itu sendiri.

Pencegahan membutuhkan aktor keadilan untuk beralih dari hanya 
mempertimbangkan masalah keadilan individu untuk mempengaruhi 
bagaimana suatu populasi mengalami ketidakadilan dan keadilan.

Karena berwawasan ke depan, pencegahan memerlukan transformasi 
dalam sistem keadilan, di mana sistem keadilan harus bekerja sama 
dengan sektor-sektor lainnya untuk mengatasi akar penyebab perselisihan 
dan mencegah kekerasan, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Strategi-strategi pencegahan yang efektif:

	� Memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan

Strategi ini berupa memberi rakyat harapan yang proporsional bahwa 
hak-hak mereka dilindungi, perselisihan mereka dikelola secara damai, 
dan bahwa mereka terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan.

	� Mengatasi akar penyebab ketidakadilan

Strategi ini berupa pemberian identitas hukum dan dokumentasi 
hukum lainnya, serta memberdayakan masyarakat dan kelompok-
kelompok yang terpinggirkan untuk mewujudkan hak-hak mereka dan 
mengatasi ketidakadilan.

	� Menggunakan hukum untuk mengurangi risiko

Strategi ini berupa penguatan kerangka kerja legislatif untuk 
pencegahan kekerasan dan menerapkan undang-undang dan 
peraturan yang memperkecil kemungkinan timbul atau meningkatnya 
perselisihan.
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Jalan menuju Keadilan bagi Semua
Tidak ada resep tunggal untuk mencapai terwujudnya keadilan bagi 
semua. Semua negara harus meningkatkan akses keadilan berdasarkan 
konteks dan prioritas mereka sendiri, sejalan dengan standar hak asasi 
manusia dan komitmen mereka untuk mencapai Agenda 2030.

Namun rakyat di seluruh dunia memiliki banyak aspirasi yang sama saat 
mencari keadilan. Negara-negara bergulat dengan tantangan yang sama 
ketika mereka bekerja untuk memenuhi aspirasi ini.

Reformasi keadilan dapat sangat menantang. Para elit selama ini 
menikmati manfaat dari status quo dan para profesional keadilan 
mungkin merasa terancam jika sistem menjadi terbuka untuk ide-
ide baru, pendekatan-pendekatan baru, dan penyedia baru. Menteri 
Kehakiman sering harus berjuang untuk bersaing memperebutkan 
sumber daya dengan sektor-sektor lain yang lebih kuat.

Untuk mengatasi kesenjangan keadilan dibutuhkan transformasi ambisi 
– upaya-upaya berkelanjutan untuk menyediakan keadilan bagi miliaran 
orang lagi. Upaya-upaya ini akan menghadapi hambatan politik untuk 
mengubah dan membangun kepercayaan di antara para pemimpin di 
sektor keadilan sehingga dengan kebijakan dan investasi yang tepat, 
mereka dapat mencapai peningkatan secara substansial di bidang 
keadilan.

Namun saat ini ada momentum yang tumbuh yang membantu para 
pemimpin dalam membangun dukungan untuk perubahan. Sistem 
keadilan dari seluruh dunia sedang mengeksplorasi cara-cara baru untuk 
mengutamakan rakyat dan kebutuhan mereka. Kesadaran tumbuh dari 
manfaat-manfaat yang didapatkan dari investasi keadilan, sementara itu 
muncul gerakan-gerakan di tingkat lokal dan global mengkampanyekan 
keadilan bagi semua. Para pengacara, hakim, dan aktivis yang terlibat 
sering kali adalah para advokat yang memiliki kemauan kuat untuk 
melakukan reformasi, sementara dari sektor swasta menyediakan insentif 
untuk mobilisasi perbaikan di lingkungan hukum.

Empat pengungkit yang dapat membantu para reformis nasional saat 
mereka bekerja mencapai keadilan bagi semua.

	� Data dan bukti menciptakan kesadaran tentang skala permasalahan, 
yang sekaligus menunjukkan bagaimana solusi-solusi dapat menjadi 
efektif secara biaya.

	� Inovasi membawa para pemain baru ke sektor keadilan dan dapat 
mengembangkan pendekatan-pendekatan yang bisa menciptakan 
keadilan pada skala besar.

	� Strategi pembiayaan yang lebih cerdas akan mengalihkan sumber-
sumber daya dari pendekatan-pendekatan yang tidak efektif ke 
pendekatan-pendekatan yang sukses mencapai hasil. Strategi itu juga 
dapat menarik bagi adanya pembiayaan dari sektor-sektor lain dan dari 
para investor non-tradisional.



25

	� Model-model tata kelola baru dan standar-standar bersama 
meningkatkan koherensi dalam sistem keadilan, memungkinkan 
keragaman mitra yang lebih besar untuk bekerjasama mencapai hasil 
yang diharapkan bersama.

Agenda aksi
Di tingkat nasional, Satuan Tugas Keadilan membuat tiga kumpulan 
rekomendasi:

	� Menyelesaikan masalah-masalah keadilan yang paling berarti bagi rakyat

memahami masalah-masalah keadilan melalui survei secara teratur • 
mengakui, mendukung pembiayaan, dan melindungi para pembela 
keadilan • menyediakan akses layanan keadilan yang berpusat pada 
rakyat • menggunakan alternatif-alternatif biaya yang efektif untuk 
dapat membantu rakyat menyelesaikan perselisihan dan mendapatkan 
ganti rugi.

	� Mencegah masalah-masalah keadilan dan menciptakan peluang 
bagi rakyat untuk dapat berpartisipasi sepenuhnya di masyarakat dan 
perekonomian mereka 

menerapkan strategi-strategi pencegahan multi-sektoral • 
meningkatkan kemandirian, memerangi korupsi, dan memastikan 
pengawasan independen • mengatasi ketidakadilan struktural, 
menyediakan akses universal untuk dapat memperoleh dokumen-
dokumen hukum, dan membantu rakyat agar mampu membuat 
perjanjian/kontrak yang lebih baik • memperkuat undang-undang dan 
peraturan yang mengurangi risiko kekerasan dan jumlah perselisihan.

	� Melakukan investasi sistem dan institusi peradilan yang bekerja untuk 
rakyat, dan yang diperlengkapi sedemikian rupa sehingga memiliki 
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka akan 
keadilan

menyediakan akses data keadilan yang terbuka • menciptakan lingkungan 
peraturan yang mendukung inovasi • mengembangkan peta jalan nasional 
untuk pembiayaan keadilan bagi semua • meningkatkan keterwakilan 
dalam sistem keadilan dan menerapkan model tata kelola baru.

Komitmen Agenda 2030 terhadap keadilan bagi semua membutuhkan 
kerja sama internasional yang intensif dan kemitraan yang direvitalisasi 
untuk keadilan. Rekomendasi untuk aksi internasional meliputi:

	� Mendukung implementasi nasional

Membentuk negara-negara pemandu, mendaftarkan komitmen-
komitmen sukarela untuk mengimplementasikan TPB16.3, dan 
membantu pemerintah dalam mengembangkan strategi yang 
kredibel, realistis, dan didanai untuk mengimplementasikan komitmen-
komitmen ini.
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	� Meningkatkan kepemimpinan keadilan

Mengadakan pertemuan dua tahunan para Menteri Kehakiman, 
Jaksa Agung, dan para pemimpin keadilan lainnya sebagai 
platform bagi negara-negara untuk berbagi pengalaman, 
mengeksplorasi rekomendasi-rekomendasi, dan memperkuat 
kerja sama untuk keadilan.

	� Mengukur proses kemajuan

Mencapai kesepakatan mengenai indikator baru TPB16.3 
untuk mengukur kemajuan di bidang peradilan perdata 
guna melengkapi indikator-indikator peradilan pidana yang 
ada, dengan uji coba skala nasional secara sukarela sebelum 
diintegrasikan ke dalam kerangka indikator global.

	� Mengintensifkan kerja sama

Membentuk aliansi mitra keadilan internasional dan regional 
untuk memberikan dukungan yang lebih koheren untuk 
mencapai keadilan bagi semua, dan para pemberi dana 
yang kolaboratif untuk meningkatkan proporsi keuangan 
internasional yang mengalir ke sektor peradilan.

	� Membangun gerakan

Memperkuat tuntutan untuk perubahan melalui gerakan-
gerakan di tingkat global, nasional, dan lokal yang 
mengkampanyekan keadilan bagi semua.

Seruan untuk bertindak
Untuk percepatan kemajuan, Satuan Tugas menyerukan kepada 
semua mitra untuk bersatu dalam upaya global dan berkelanjutan 
untuk mencapai terwujudnya keadilan bagi semua pada tahun 
2030.

	� Pemerintah harus mengembangkan strategi-strategi, 
mengalokasikan sumber-sumber daya, dan kemitraan-
kemitraan yang dibutuhkan untuk mencapai terwujudnya 
keadilan bagi semua.

	� Para profesional keadilan harus bekerja sama dengan 
pemerintah dalam mengarahkan perubahan menuju keadilan 
yang berpusat pada rakyat.

	� Sektor-sektor lain harus berperan lebih aktif dalam penyediaan 
keadilan.

	� Masyarakat sipil dapat berbuat lebih banyak untuk 
memberdayakan para pencari keadilan dan membantu 
mencapai yang jauh di belakang terlebih dahulu, jika diberi 
ruang untuk melakukannya.
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	� Sektor swasta dapat membantu mengembangkan cara-cara 
baru untuk memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat dengan 
biaya rendah.

	� Organisasi-organisasi internasional dan regional harus 
memberikan dukungan yang lebih koheren dan meningkatkan 
pembiayaan untuk implementasi target-target TPB untuk 
keadilan. 

	� Yayasan-yayasan dan filantropis  harus mendukung 
pendekatan-pendekatan dan prioritas-prioritas yang berpusat 
pada rakyat, seperti halnya peran keadilan dalam upaya 
pencegahan.

Akhirnya, seruan untuk bertindak dari Satuan Tugas ditujukan 
kepada rakyat itu sendiri, sebagai pencari keadilan, sukarelawan, 
dan pendukung sistem keadilan. Mereka harus diberdayakan 
untuk memainkan peran sentral dalam penciptaan dunia yang 
lebih adil.
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Mengapa Kita 
Membutuhkan 
Keadilan bagi 

Semual 
Put people at the center 
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Untuk mencapai target-target TPB yang menjanjikan 
keadilan bagi semua, kita harus memahami ukuran 
kesenjangan keadilan dan mengumpulkan bukti 
dan argumentasi mengenai perlunya investasi untuk 
mengatasinya.
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Bab 1 

Kesenjangan 
Keadilan
Untuk mencapai terwujudnya keadilan bagi semua, kita 
harus memahami realitas keadilan dalam kehidupan 
masyarakat.

Berapa banyak orang yang dihadapkan pada masalah-
masalah keadilan? Apa yang mereka butuhkan dan 
inginkan ketika mereka mencari keadilan? Dan keadilan 
macam apa yang mereka terima?

Kami memperkirakan bahwa ada seperempat miliar 
orang yang hidup dalam kondisi ketidakadilan yang 
ekstrem, dan tidak memiliki perlindungan hukum yang 
berarti.

Saat ini, ada 1,5 miliar orang yang memiliki masalah 
keadilan yang tidak dapat mereka selesaikan.

4,5 miliar orang terpinggirkan dari peluang-peluang 
sosial, ekonomi, dan politik yang disediakan oleh hukum.

Banyak orang menderita karena masalah-masalah 
keadilan yang tumpang tindih. Secara total, ada lebih 
dari 5 miliar orang yang tidak mendapatkan keadilan. 
Kami menyebutnya sebagai kesenjangan keadilan global.
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Pada jantung Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan 
terletak visi “dunia yang adil, setara, toleran, terbuka dan inklusif 
secara sosial di mana kebutuhan-kebutuhan mereka yang paling 
rentan dapat terpenuhi.”1

Keadilan adalah benang merah yang merajut 17 Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tanpa peningkatan keadilan, 
para pemimpin dunia tidak akan mampu mengakhiri kemiskinan, 
mengurangi ketimpangan. Dan mereka juga tidak akan mampu 
menjangkau yang terjauh tertinggal di belakang, menciptakan 
kondisi-kondisi untuk kemakmuran bersama dan berkelanjutan, 
atau memajukan perdamaian dan inklusi.

TPB16.3 bertujuan untuk memastikan tersedianya akses yang 
sama untuk mendapatkan keadilan bagi semua pada tahun 2030. 
Target-target SDG lainnya mengatasi pengabaian identitas hukum, 
bentuk-bentuk utama ketidakadilan seperti korupsi dan aliran 
keuangan gelap, dan memajukan hak-hak asasi manusia serta 
pemberdayaan gender.

Target-target ini memberikan peluang unik untuk mempercepat 
kemajuan menuju terwujudnya keadilan bagi semua.

Namun untuk mencapai kemajuan tersebut, pertama-tama kita 
perlu memahami skala tugas ke depan.

Keadilan  
bagi Semua?
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Mengumpulkan Data Keadilan yang 
Berpusat pada Rakyat
Sampai saat ini, tidak tersedianya data yang cukup telah 
mengaburkan ukuran kegagalan dunia dalam mencapai 
terwujudnya keadilan bagi semua.  

Banyak negara telah mengumpulkan informasi tentang kinerja 
lembaga-lembaga peradilan mereka, termasuk jumlah kejahatan 
yang dilaporkan kepada polisi, jumlah kasus di pengadilan, atau 
berapa lama waktu yang diperlukan sampai didapatkannya 
keputusan. Tetapi statistik ini tidak banyak memberi tahu kita 
tentang pengalaman keadilan rakyat. Sebagian besar korban 
kekerasan dan kejahatan tidak melaporkannya ke pihak berwenang. 
Hanya sedikit perselisihan hukum yang dibawa ke pengadilan. 
Banyak orang menghadapi hambatan yang menakutkan untuk 
mendapatkan keadilan sehingga masalah-masalah tersebut 
tidak terlihat oleh lembaga peradilan formal mana pun. Bahkan 
lebih jauh lagi, sekalipun mereka secara aktif mencari bantuan, 
bisa jadi sejumlah besar orang menemukan bahwa kebutuhan 
hukum mereka tetap tidak terpenuhi karena buruknya kualitas 
layanan peradilan atau karena hambatan struktural dan kegagalan 
kelembagaan, yang membuat mustahil bagi mereka untuk dapat 
melindungi hak-haknya.

Data keadilan yang berpusat pada rakyat bukanlah hal baru. Pada 
tahun 1933, Association of American Law Schools memutuskan 
untuk meninjau keadaan keadilan di negara ini. Mereka tertarik pada 

Kelompok Kerja Kesenjangan 
Keadilan

Analisis dilakukan oleh World 
Justice Project, bekerja sama 
dengan:

	� Hague Institute for 
Innovation of Law (HiiL)

	� Kementerian Kehakiman 
dan Hak Asasi Manusia 
Argentina

	� Center on International 
Cooperation – Universitas 
New York

	� Organisation for Economic 
Co-operation and 
Development (OECD)

	� Open Society Justice 
Initiative (OSJI)

	� United Nations 
Development Programme

	� University College London

	� United Nations Office on 
Drugs and Crime

	� UNODC-INEGI Center of 
Excellence

	� White & Case LLP

	� Bank Dunia

“Kami mendambakan dunia yang menghormati hak asasi manusia dan martabat manusia secara universal, supremasi 
hukum, keadilan, kesetaraan dan non diskriminasi; penghormatan terhadap ras, etnis dan keragaman budaya ... Dunia yang 
adil, setara, toleran, terbuka dan inklusif secara sosial di mana kebutuhan mereka yang paling rentan terpenuhi.“

Mentransformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan

Supremasi hukum dan akses 
terhadap keadilan  (16.3)

Akses yang sama terhadap 
pendidikan  (4.5)

Pendidikan tentang hak asasi 
manusia dan kesetaraan gender  (4.7)

Undang-undang, kebijakan, dan 
praktik kesetaraan kesempatan  (10.3)

Gaji yang sama untuk pekerjaan 
dengan nilai yang setara  (8.5)

Kebijakan untuk kesetaraan 
yang lebih besar  (10.4)

Hukum dan kebijakan yang 
non-diskriminatif  (16.b)

Korupsi dan penyuapan  (16.5)

Diskriminasi terhadap perempuan 
dan anak perempuan  (5.1)

Arus keuangan ilegal, aset curian, 
kejahatan terorganisir  (16.4)

Kebijakan dan perundang-undangan 
untuk kesetaraan gender  (5.c)

Identitas hukum (16.9)

Hak-hak buruh  (8.8) 

Masyarakat 
yang adil
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“kesejahteraan pengacara,” tetapi mereka juga ingin tahu apakah 
rakyat menerima “layanan hukum yang memadai dan kompeten 
yang relevan dengan masyarakat modern.”2 Mereka merancang 
survei yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anggota 
masyarakat golongan rendah dan menengah serta pemilik usaha 
kecil, apakah mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah 
keadilan yang mereka hadapi.  

Setelah memeriksa hasil-hasilnya, Asosiasi tersebut menyimpulkan 
bahwa sistem telah gagal. Kebanyakan rakyat yang memiliki masalah 
tidak mencari nasihat hukum, sementara para pengacara yang 
melayani orang-orang biasa tersebut perlu berjuang untuk mencari 
nafkah. “Publik telah melepaskan diri dari urusan hukum,” demikian 
kesimpulan laporan tersebut. “Para pengacara memiliki waktu luang.”

Butuh bertahun-tahun untuk membangun wawasan yang inovatif 
ini, karena negara-negara masih terus mengandalkan data tentang 
sistem dan institusi, bukan tentang manusia. Hanya setelah empat 
decade, data mulai fokus untuk lebih konsisten pada kebutuhan 
rakyat akan keadilan:

	� Pada 1970-an, survei viktimisasi mulai mengajukan pertanyaan 
kepada orang-orang tentang pengalaman kejahatan yang mereka 
alami, tentang seberapa aman perasaan mereka di tengah 
komunitas mereka, dan tentang pengalaman mereka dengan 
polisi dan lembaga peradilan pidana lainnya.3

	� Sejak 1990-an dan seterusnya, survei-survei kebutuhan hukum 
mengeksplorasi berbagai masalah peradilan yang lebih luas, 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang tentang 
tindakan yang mereka ambil untuk menyelesaikan masalah-
masalah ini, dan apakah mereka puas dengan cara mereka 
diperlakukan dan hasil-hasil yang mereka dapatkan.4

	� Juga ada semakin banyak survei yang dilakukan oleh para 
spesialis yang memberikan wawasan tentang kebutuhan keadilan 
yang dihadapi oleh kaum perempuan, anak-anak, dan kelompok 
rentan lainnya.

Survei/Data Negara

Kebutuhan 
hukum nasional 

30

Kekerasan terhadap 
perempuan 

80

Kebutuhan hukum 
WJP dan HiiL 

100

Viktimisasi 63

Kekerasan 
terhadap anak 

96

Survei kebutuhan hukum, 
viktimisasi, dan survei spesialis telah 

jauh lebih banyak tersedia dan 
sekarang mencakup banyak negara.5

Data keadilan yang berpusat pada rakyat sekarang tersedia di 
semakin banyak negara. Satuan Tugas Keadilan telah bekerja dengan 
organisasi-organisasi data keadilan yang terkemuka di dunia untuk 
mengkompilasi semua survei yang tersedia dan mengintegrasikannya 
dengan jenis-jenis data lainnya yang membantu kita memahami 
bagaimana beban ketidakadilan ditanggung oleh berbagai 
kelompok dalam masyarakat. Untuk beberapa negara, kita memiliki 
data dari kantor-kantor statistik nasional (lihat kotak di akhir bab) 
dan sumber-sumber resmi lainnya. Untuk yang lainnya, kami telah 
mengambil informasi dari survei-survei lintas negara maupun 
independen. Tetapi dalam semua hal, data tersebut mencerminkan 
sampel representatif dari orang-orang yang menceritakan 
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pengalaman mereka, bukan mengenai pendapat para ahli atau 
laporan dari lembaga-lembaga peradilan.

Sebagian besar dari data ini masih baru, dan belum pernah diambil 
sebelumnya. Terima kasih sebesar-besarnya atas upaya-upaya yang 
telah dilakukan oleh Kelompok Kerja Kesenjangan, sehingga kami 
untuk pertama kalinya dapat menyajikan sintesis mengenai skala 
dan sifat kesenjangan keadilan secara global (lihat lampiran 1).

Kesejangan Keadilan dalam Tiga 
Dimensi
“Let there be justice for all. Let there be peace for all. Let there be 
work, bread, water and salt for all.”6 Ini adalah kata-kata Nelson 
Mandela ketika dia dilantik sebagai Presiden Afrika Selatan yang 
terpilih secara demokratis.  

Bagi Mandela, keadilan bagi masyarakat sama mendasarnya dengan 
kedamaian atau kebutuhan ekonomi untuk hidup. Dia dipenjara 
selama 27 tahun oleh sistem hukum yang tidak hanya gagal 
memberikan kesamaan di muka hukum, tetapi yang juga dia kecam 
karena membiarkan “orang yang tidak adil untuk mengadili dan 
menuntut pembalasan terhadap yang adil.”7

Sebelum dia dipenjara, perjuangan Mandela melawan apartheid 
dibentuk oleh pengalamannya sebagai pengacara. Setelah 
mengetahui bahwa orang kulit hitam Afrika Selatan pada umumnya 
ditagih bayaran lebih tinggi untuk mendapatkan nasihat hukum 
daripada elit kulit putih, ia membentuk sebuah perusahaan hukum 
bersama Oliver Tambo. Mandela dan Tambo kewalahan menerima 
klien yang tidak punya tempat lain untuk meminta bantuan. 
“Bagi rakyat Afrika, kami adalah firma hukum pilihan pertama dan 
pilihan terakhir,” kenangnya. “Setiap hari kami mendengar dan 
melihat ribuan penghinaan yang dihadapi rakyat Afrika biasa dalam 
kehidupan sehari-hari mereka.”8

Ketika akhirnya dibebaskan dari penjara, Mandela mencalonkan 
diri dalam pemilihan dan memiliki platform yang melihat bahwa 
reformasi sistem keadilan adalah dasar untuk mewujudkan Afrika 
Selatan yang demokratis.9 Lembaga peradilan yang mudah diakses, 
terjangkau, dan memiliki legitimasi diperlukan untuk mencegah 
kekerasan dan ketidakamanan, memberdayakan rakyat sebagai 
warga negara, dan menciptakan kondisi untuk mampu mengatasi 
kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Keadilan juga akan 
memainkan peran dalam transisi negara, membantu Afrika Selatan 
“menangani penyalahgunaan dan kerusakan yang melanda sebagian 
besar komunitas kita.”10

Lebih dari lima miliar 
orang mengalami 

setidaknya satu 
bentuk ketidakadilan 

(dan banyak 
yang mengalami 

ketidakadilan dalam 
berbagai bentuk). 

Mayoritas signifikan 
populasi dunia 

ditolak aksesnya 
untuk mendapatkan 

keadilan.



35

Dalam penilaian kami tentang skala kesenjangan keadilan global, 
Satuan Tugas telah menyoroti tiga dimensi yang selaras dengan 
pengalaman Mandela.

Pertama, kami telah membuat prakiraan jumlah orang yang 
hidup dalam kondisi ketidakadilan yang paling ekstrem. Mereka 
tinggal di negara-negara di mana sistem keadilan tidak mampu 
melindungi hak-hak dasar dan kebebasan atau, seperti tahun-
tahun masa apartheid di Afrika Selatan, negara di mana keadilan 
secara aktif diabaikan.

Kedua, kami telah memeriksa data yang menunjukkan berapa 
banyak orang yang mencoba dan gagal menyelesaikan masalah-
masalah yang memiliki dimensi hukum. Sebagaimana disadari 
oleh Mandela, kita hanya bisa memperkuat sistem keadilan jika 
kita mulai dari pemahaman tentang bagaimana rakyat mengalami 
ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Ketiga, kami telah membuat prakiraan jumlah orang yang tidak 
memiliki perlindungan hukum yang memungkinkan mereka 
untuk mengklaim hak mereka, memenuhi potensi mereka, dan 
berpartisipasi dalam membentuk masa depan negara mereka. Ini 
menyoroti pentingnya keadilan sebagai landasan bagi masyarakat 
yang damai dan inklusif, dan sebagai pendukung pembangunan 
berkelanjutan.

Angka-angka yang kami sajikan sengaja konservatif, namun 
gambaran keseluruhannya cukup mengkhawatirkan. Secara total, 
5,1 miliar orang masuk dalam setidaknya satu dari tiga kelompok ini. 
Banyak yang mengalami berbagai bentuk ketidakadilan. Dengan 
kata lain, mayoritas yang signifikan dari 7,7 miliar orang di dunia 
ditolak aksesnya untuk mendapatkan keadilan secara berarti.
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4,5 miliar
dikecualikan dari peluang sosial, 
ekonomi, dan politik yang disediakan 
undang-undang

253 juta 
hidup dalam kondisi ketidakadilan 
yang ekstrim, tanpa perlindungan 
hukum yang berarti

Tinggal di negara tanpa aturan hukum

Hidup dalam perbudakan modern

Tidak memiliki kewarganegaraan

Kesenjangan 
Keadilan  
Global
5,1 miliar terampas keadilannya

Tidak memiliki identitas hukum

Tidak ada bukti kepemilikan rumah atau lahan

Bekerja di sektor ekonomi informal

Keadilan terlalu lambat, 
mahal, atau tidak adil

Tidak tahu di mana 
mencari keadilan atau 

tidak menerima bantuan

Masalah keadilan tidak 
terselesaikan

1,5 miliar 
memiliki masalah pidana, 
perdata atau administrasi yang 
tidak dapat mereka selesaikan
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Orang yang hidup dalam kondisi ketidakadilan yang 
ekstrem
Setidaknya 253 juta orang hidup dalam kondisi ketidakadilan yang 
ekstrem.  

Kami membandingkan konsep ini dengan kemiskinan ekstrem 
atau absolut, yang diberikan definisinya pada KTT Dunia 1995 
untuk Pembangunan Sosial sebagai “suatu kondisi yang ditandai 
dengan perampasan yang parah atas kebutuhan dasar manusia.”11 
Dengan cara yang sama, mereka yang mengalami ketidakadilan 
yang ekstrem ditolak hak-hak asasi manusia mereka yang sifatnya 
paling dasar dan tidak memiliki peluang berarti untuk dapat 
memenuhi potensi mereka.

Agenda 2030 mengidentifikasi penghapusan kemiskinan dalam 
segala bentuk dan dimensi sebagai “tantangan global terbesar”, 
dan berjanji untuk “memberantas kemiskinan ekstrem bagi 
semua orang di mana pun” pada tahun 2030.12 Perampasan 
keadilan yang parah adalah suatu dimensi kemiskinan ekstrem. 
Menyediakan bagi semua orang setidaknya tingkat keamanan dan 
keadilan minimum, harus menjadi prioritas untuk setiap strategi 
pemberantasan kemiskinan.

Setidaknya 203 juta orang tinggal di negara-negara di mana tidak 
ada aturan hukum dan di mana tingkat ketidakamanan sangat 
tinggi. Mereka memiliki risiko tertinggi mengalami kekerasan 
dan perampasan hak mereka lainnya, tetapi tidak memiliki akses 
yang memadai ke lembaga-lembaga peradilan yang benar-
benar berfungsi. Alih-alih menerima perlindungan, mereka 
sering menjadi sasaran kekerasan di tangan para aktor negara. 
Pemerintah mereka memiliki kontrol terbatas atas wilayah mereka 
dan tidak dapat (atau tidak mau) memenuhi tugas mendasar 
mereka untuk memelihara supremasi hukum.13 

Di banyak negara seperti itu, para aktor non-negara – ekstremis 
brutal, geng atau kelompok bersenjata lainnya – masuk ke dalam 
kekosongan tersebut dan membentuk “pemerintahan bayangan.”14 
Di beberapa negara, pemerintah – yang juga merupakan pihak-
pihak yang terlibat konflik – menetapkan sistem-sistem pengadilan 
alternatif yang beroperasi tanpa pengawasan atau akuntabilitas, 
dan bertindak melanggar hukum internasional.15

Orang-orang tanpa kewarganegaraan, yang ditolak perlindungannya 
berdasarkan hukum yang disediakan berdasarkan kewarganegaraan, 
juga termasuk dalam kategori ini.16 Sekitar 12 juta orang di seluruh 
dunia tidak memiliki kewarganegaraan, meskipun sebagian besar 
darinya tidak dapat dimasukkan dalam statistik resmi karena 
kegagalan pemerintah untuk mengakui keberadaan mereka.17
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Open Society Justice Initiative telah mendokumentasikan “krisis 
kewarganegaraan kontemporer” yang memiliki tiga dimensi: 
“penolakan akses untuk mendapatkan kewarganegaraan, 
perampasan kewarganegaraan secara sewenang-wenang... dan 
situasi-situasi suksesi negara yang secara efektif mengecualikan 
kelompok-kelompok etnis, menjadikan mereka tidak memiliki 
kewarganegaraan.”18 Dengan tidak memiliki status formal, orang-
orang yang tidak memiliki kewarganegaraan sangat rentan 
terhadap pelanggaran hak asasi, seringkali oleh otoritas di negara 
tempat mereka tinggal, sementara kemampuan mereka untuk 
mencari perlindungan hukum sangat dibatasi. Orang-orang yang 
tidak memiliki kewarganegaraan seringkali mengalami kesulitan 
untuk dapat bekerja secara legal, memiliki properti, menikah, 
mendapatkan pendidikan, atau mendaftarkan kelahiran anak-
anak mereka. 

Perbudakan adalah suatu bentuk perampasan lainnya yang 
membuat orang tidak bisa mengakses keadilan. Di seluruh dunia, 
terdapat lebih dari 40 juta orang yang hidup dalam perbudakan 
modern.19 Dari jumlah ini, 25 juta terlibat dalam kerja paksa dan 
15 juta dipaksa menikah bukan atas keinginan mereka. Banyak 
yang diperbudak selama beberapa dekade, hak-hak dasar mereka 
dilanggar setiap hari. Lebih dari dua dari setiap tiga budak modern 
adalah perempuan, dan dua dari lima adalah anak-anak. Beberapa 
dari mereka yang ada dalam perbudakan mengalami eksploitasi 
seksual secara paksa, dan beberapa di antaranya menjalani kerja 
paksa oleh otoritas negara. Sementara yang lainnya berada dalam 
kondisi rentan karena lemahnya sistem keadilan yang semestinya 
melindungi mereka.20 Sementara itu, penelitian terbaru telah 
mengungkapkan tingkat perbudakan modern yang lebih tinggi 
di negara-negara maju daripada yang diperkirakan sebelumnya, 
ini menunjukkan bahwa kantong-kantong ketidakadilan ekstrem 
tetap masih ada di semua bagian dunia.21

Dalam prakiraan awal mengenai rakyat yang hidup dalam kondisi 
ketidakadilan yang ekstrem ini, kami hanya memasukkan rakyat 
dari negara-negara di mana sistem keadilan benar-benar hancur 
atau yang menjadi bagian dari kelompok yang mengalami 
perampasan absolut atas hak-hak mereka atas kebebasan dan 
kesetaraan di hadapan hukum. 

Penelitian di masa depan mungkin akan menjaring cakupan lebih 
luas untuk melihat, misalnya, di negara-negara di mana sistem 
keadilan hampir tidak berfungsi atau di mana aturan hukum tidak 
hadir di sebagian besar wilayah tersebut. Kelompok-kelompok 
lain dapat dimasukkan seperti mereka yang tidak memiliki 
kewarganegaraan atau mereka yang hidup dalam perbudakan, 
seperti para pengungsi dan orang-orang tanpa kewarganegaraan 

di negara-negara 
yang tidak 
memiliki aturan 
hukum

203 
juta

dalam perbudakan
40 
juta

tidak memiliki 
kewarganegaraan

12 juta

Setidaknya 253 juta orang hidup dalam 
kondisi ketidakadilan yang ekstrem. 
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yang berada di lokasi-lokasi yang tidak aman, kaum perempuan 
yang menghadapi bentuk-bentuk diskriminasi hukum paling 
parah, mereka yang hidup di bawah sistem yang mirip dengan 
apartheid, atau mereka yang dirampas kebebasannya yang 
bertentangan dengan standar hak asasi manusia. Dengan cara 
ini, kita dapat terus fokus pada mereka yang berada terjauh di 
belakang – mereka yang mengalami situasi di mana keadilan 
sepenuhnya berada di luar jangkauan. 

Orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah-
masalah keadilan mereka
Setiap saat ada 1,5 miliar orang yang tidak bisa menyelesaikan 
masalah-masalah keadilan yang mereka hadapi.

Mereka mungkin adalah para korban kekerasan atau kejahatan 
yang tidak melapor. Mereka mungkin memiliki masalah peradilan 
perdata atau administrasi yang tidak dapat mereka selesaikan. 
Mereka mungkin terlibat dalam perselisihan hukum – atas tanah, 
misalnya, atau dengan majikan atau pemilik tanah – yang tidak 
dapat mereka bawa ke forum penyelesaian yang memuaskan. Atau 
mereka mungkin tidak dapat memperoleh akses yang memuaskan 
ke layanan publik yang seharusnya disediakan untuk mereka.

Orang-orang dalam kelompok ini tidak selalu menyadari bahwa 
mereka memiliki masalah keadilan.22 Oleh karena itu analisis 
kita bergantung pada bukti yang dikumpulkan dalam survei 
yang menggunakan bahasa sehari-hari untuk membantu orang 
mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang memiliki aspek atau 
dimensi hukum.23 Survei ini hanya mencakup masalah-masalah 
keadilan yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan 
masyarakat. Masalah-masalah sepele atau kecil telah disaring. 

Survei-survei yang kami periksa mengajukan pertanyaan kepada 
orang-orang tentang berbagai cara yang telah mereka tempuh 
untuk menyelesaikan masalah-masalah keadilan; ini tidak 
mengasumsikan bahwa tersedianya layanan hukum yang lebih 
besar adalah jawaban satu-satunya - atau yang terbaik.24 Masalah-
masalah yang belum terselesaikan termasuk masalah di mana 
tidak ada solusi yang tersedia, dan masalah di mana para pencari 
keadilan mendapati bahwa proses yang harus dilalui sangat 
panjang, mahal, atau tidak adil.25 

Satuan Tugas memperkirakan bahwa, rata-rata, hampir 60 persen 
orang tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah keadilan 
mereka.

Banyak orang enggan mengambil tindakan untuk menyelesaikan 
masalah-masalah mereka. Sebagian besar kejahatan, misalnya, 
tidak dilaporkan:

Rakyat yang memiliki 
masalah keadilan yang 

belum terselesaikan 
adalah para korban 

kekerasan atau 
kejahatan yang tidak 
lapor, atau mereka 
yang terlibat dalam 
perselisihan perdata 

atau administratif 
namun tidak dapat 
membawanya ke 

forum penyelesaian 
yang memuaskan.
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	� Di 30 negara, rata-rata tingkat pelaporan untuk lima kejahatan 
properti tanpa kekerasan berada di bawah 50 persen. Di tujuh kota 
di negara-negara berkembang, angkanya di bawah 20 persen.26 

	� Kejahatan dengan kekerasan bahkan lebih tidak terlihat oleh 
sistem peradilan pidana. Dalam kelompok negara yang sama, 
hanya sekitar sepertiga dari penyerangan dan satu dari sepuluh 
pelecehan seksual yang dilaporkan.

	� Kelompok-kelompok rentan memiliki perlindungan paling 
rendah terhadap kekerasan. Sebuah penelitian di sembilan 
negara pasca konflik menemukan bahwa hanya 10 persen anak 
perempuan dan 5 persen anak laki-laki yang mencari layanan 
setelah menjadi korban kekerasan seksual.27 

Ada banyak alasan bagi korban untuk tidak melaporkan kejahatan. 
Korban mungkin tidak tahu bahwa perilaku tersebut melanggar 
hukum atau merasa telah cukup menderita. Tekanan atau stigma 
sosial mencegah banyak orang mencari keadilan.

Tetapi survei-survei juga menunjukkan bahwa ada banyak korban 
yang tidak berdaya karena kurangnya kepercayaan mereka 
terhadap sistem peradilan pidana. Di Inggris, setengah dari rakyat 
tidak melaporkan kejahatan karena mereka yakin polisi tidak 
akan tertarik, tidak akan dapat membantu mereka, atau karena 
mereka memiliki pengalaman buruk dengan polisi di masa lalu.28 
Ketika kaum perempuan ditanya dalam sebuah internasional 
survei mengapa mereka tidak melaporkan pengalaman mereka 
mendapatkan pelecehan seksual, setengah dari mereka 
mengatakan tidak ada gunanya membuat laporan kepada polisi, 
dan seperempatnya mengatakan mereka tidak berpikir bahwa 
sistem hukum akan cukup memahami.29 

Ketika insiden ketidakadilan dilaporkan, responsnya seringkali 
tidak memadai. Sejumlah data menunjukkan adanya tingkat 
impunitas yang tinggi untuk masalah kekerasan dan kejahatan. 
Di AS, misalnya, hampir 40 persen kasus pembunuhan gagal 
menangkap atau mengidentifikasi tersangka.30 Di Meksiko, hanya 
5 persen dari kasus pembunuhan dapat diselesaikan.31 Untuk 
beberapa kejahatan angka penuntutan hanya sedikit di atas nol.

korban kekerasan 
dan kejahatan 
yang tidak 
melaporkan 
viktimisasi mereka

orang dengan 
kebutuhan 
peradilan sipil dan 
administrasi yang 
belum terpenuhi

korban kekerasan 
yang mematikan560,000 

1,4 
miliar 

1,2 
miliar 

1,5 miliar orang memiliki masalah keadilan 
yang tidak bisa mereka selesaikan.32

Kami memperkirakan bahwa di seluruh dunia, kurang dari 1 persen 
kaum perempuan yang mengalami perkosaan mendapatkan 
keadilan.33

Gambaran serupa muncul ketika kita melihat kebutuhan-
kebutuhan peradilan perdata dan administrasi. Perselisihan antar 
orang, antara orang dengan pemerintah, dan antara orang dengan 
bisnis adalah hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Sementara 
prevalensi kekerasan mungkin terlihat kecil dalam hasil-hasil 
survei, orang memiliki kemungkinan mengalami masalah 
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peradilan perdata atau administrasi sembilan kali lipat lebih besar 
daripada masalah peradilan pidana.34

Banyak masalah yang dihadapi orang dalam kehidupan mereka 
memiliki dimensi hukum. Masalah-masalah itu juga saling 
berhubungan. Perceraian dapat memicu perselisihan tentang tanah 
dan properti. Masalah peradilan perdata dan administrasi yang tidak 
terpecahkan dapat menyebabkan timbulnya kekerasan. Batas-batas 
antara berbagai bentuk ketidakadilan ini sering tidak berarti banyak 
dalam kehidupan sehari-hari.

Masalah-masalah keadilan sehari-hari semacam itu memiliki 
beberapa ciri umum:

	� Banyak orang tidak mengambil tindakan ketika mereka memiliki 
masalah peradilan perdata atau administrasi.35 Mereka juga tidak 
menyadari bahwa hukum seharusnya dapat membantu mereka, 
tidak tahu ke mana harus mencari bantuan, atau mereka tidak 
memiliki keyakinan akan mendapatkan penyelesaian yang adil. 
Biaya adalah masalah, tetapi hambatan-hambatan lain tampak 
besar sebelum orang memutuskan apakah mereka mampu 
mencari keadilan.

	� Perselisihan sebagian besar diselesaikan di luar sistem peradilan 
formal. Di sebagian besar negara, “perespons pertama” bukanlah 
pengacara dan pengadilan.36 IOrang-orang lebih memilih datang 
ke orang yang mereka percaya dalam keluarga dan komunitas 
mereka. Atau mereka datang ke berbagai organisasi dan sumber 
informasi – negara dan non-negara, formal dan informal, baik 
yang memang khusus untuk isu keadilan atau dari sektor lainnya – 
untuk mendapatkan saran dan bantuan.37

	� Rakyat yang paling membutuhkan keadilan adalah mereka yang 
paling kecil kemungkinannya untuk mendapatkannya. Masalah-
masalah mereka lebih kompleks dan saling berhubungan. Di 
Australia, misalnya, 9 persen rakyat mengalami lebih dari 60 
persen dari semua masalah keadilan.38 Mereka kemungkinan 
besar akan memperoleh diskriminasi aktif dari sistem peradilan. 
Dan mereka sering dihadapkan dengan kekuasaan yang tidak 
seimbang dan tak dapat diatasi, karena mereka menghadapi 
orang lain yang memiliki sumber daya untuk menggunakan 
hukum demi keuntungan mereka.

Rakyat yang terpinggirkan dari peluang yang 
disediakan oleh hukum 
Mewujudkan keadilan bukan hanya tentang menanggapi masalah 
dan perselisihan. Mewujudkan keadilan juga mencakup memberikan 
kontribusi positif untuk pembangunan berkelanjutan dan bertindak 
sebagai portal untuk hak-hak lainnya.
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Oleh karena itu kami menghitung jumlah orang yang tidak memiliki 
akses ke “infrastruktur hukum”, sebuah dasar yang mendukung 
pertumbuhan inklusif, pengurangan kemiskinan, dan inklusi 
sosial.39 Analisis Satuan Tugas dibangun di atas hasil kerja terobosan 
Commission on Legal Empowerment of the Poor, yang pada 2008 
menemukan bahwa empat miliar orang “tidak mampu memperbaiki 
kehidupan mereka dan tidak dapat keluar dari kemiskinan” karena 
mereka tidak memiliki akses untuk dapat memperoleh dokumentasi 
dasar dan perlindungan hukum lainnya.40 

Kami memperkirakan bahwa saat ini setidaknya ada 4,5 miliar 
orang yang terpinggirkan dari peluang yang disediakan oleh hukum 
dan peraturan perundang-undangan. Perkiraan ini memiliki tiga 
komponen: 

	� Orang-orang yang tidak memiliki identitas hukum yang 
memadai.

	� Orang-orang yang tidak memiliki cukup bukti kepemilikan 
rumah atau tanah.

	� Orang-orang yang bekerja di sektor ekonomi informal.

Di seluruh dunia, 1,1 miliar orang tidak memiliki identitas hukum 
yang memadai. Satu dari tiga anak di bawah usia lima tahun, 
tidak memiliki identitas hukum karena kelahiran mereka tidak 
didaftarkan.41 Banyak dari mereka yang tidak pernah berhasil 
memperbaikinya, bahkan ketika mereka mencapai usai dewasa.42 
Tidak dimilikinya identitas hukum yang mencukupi membuat 
mereka kesulitan untuk mengakses hak-hak seperti perawatan 
kesehatan dan pendidikan yang tersedia bagi publik, untuk 
menikah, atau untuk membeli properti, untuk mendapatkan 
pekerjaan atau mendirikan usaha. Masalah ini juga menghambat 
akses ke lembaga-lembaga yang dimaksudkan untuk melindungi 
dan menegakkan hak-hak, seperti pengadilan dan polisi. 
Masyarakat dan negara-negara termiskin adalah yang paling tidak 
mendapatkan manfaat dari pencatatan kelahiran. Sementara 
kaum perempuan lebih kecil kemungkinannya untuk didaftarkan 
daripada laki-laki, di mana di negara-negara berpenghasilan 
rendah, 45 persen dari kuintil termiskin tidak memiliki identitas 
hukum yang mencukupi, demikian juga 45 persen perempuan dari 
semua kelompok pendapatan.43 

Ada beberapa kemajuan dalam bidang ini dalam beberapa 
tahun terakhir. Jumlah orang yang tidak terdaftar telah menurun 
seperempat sejak tahun 2016. Sebagian dari selisih jumlah 
ini mungkin karena data yang lebih baik, di mana hal ini juga 
mencerminkan telah dijalankannya program identitas hukum 
secara cepat di negara-negara seperti India.44

Diperkirakan 2,3 miliar orang tidak memiliki bukti kepemilikan 
rumah atau tanah yang mencukupi. Tidak adanya dokumen yang 
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berkaitan dengan properti atau tanah meningkatkan rasa tidak 
aman masyarakat, dan mempersulit mereka untuk mengakses 
pinjaman, atau untuk merealisasikan nilai penuh penjualan harta 
mereka.45 Masyarakat juga membutuhkan pengakuan atas hak-hak 
tanah mereka, untuk mencegah perampasan tanah, melindungi 
mata pencaharian mereka, dan memerangi degradasi lingkungan. 
Kaum perempuan pada khususnya berisiko memiliki hak 
kepemilikan yang tidak aman, seperti halnya masyarakat adat, dan 
komunitas yang kurang beruntung lainnya.46

Pertumbuhan populasi, perubahan demografis, dan pertumbuhan 
ekonomi akan terus meningkatkan tekanan di negara-negara dan 
masyarakat yang memiliki hak tanah dan properti yang lemah. 
Dengan tambahan 1,1 miliar orang yang diperkirakan akan tinggal 
di kota-kota besar dan kecil pada tahun 2030, urbanisasi dapat 
menyebabkan peningkatan perselisihan karena orang-orang 
memperebutkan tanah dan lahan yang langka.47

Juga ada kesenjangan keadilan yang nyata di tempat kerja. Di 
seluruh dunia, 2,1 miliar orang bekerja di sektor informal. Sebagian 
besar dari para pekerja ini tidak memiliki kontrak formal dan 
oleh karenanya beroperasi di luar payung undang-undang 
ketenagakerjaan.48 Kondisi ini membatasi kemampuan mereka 
untuk melawan eksploitasi dan pelecehan. Banyak dari mereka 
yang bekerja di sektor informal bekerja dengan jam kerja terlalu 
lama dan dengan upah rendah, serta dalam kondisi yang tidak 
aman atau tidak nyaman. Sementara itu, pekerja sektor wiraswasta 
informal juga menghadapi kesulitan mengakses keuangan dan 
menegakkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak, dan 
mereka mungkin juga menghadapi ancaman keamanan fisik, 
termasuk dari pihak berwenang. Di negara-negara berkembang, 
kaum perempuan lebih cenderung dipekerjakan secara informal 
daripada laki-laki. Hanya 5 persen kaum perempuan di Asia Selatan 
bekerja di sektor formal, dan di Sub-Sahara Afrika hanya 11 persen.49

Hambatan Mewujudkan Keadilan 
bagi Semua
Analisis kami di Satuan Tugas memberikan gambaran wajah 
kesenjangan keadilan manusia. Kami menyoroti rakyat yang 
terpinggirkan dari akses mendapatkan keadilan. Kami menyoroti 
kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh rakyat yang tidak dapat 
menyelesaikan perselisihan atau mendapatkan keadilan ketika 
mereka menjadi korban kekerasan dan kejahatan. Dan kami 
telah menunjukkan betapa banyak orang yang ditolak dan tidak 
mendapatkan peluang yang disediakan oleh hukum. 
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Tetapi walaupun penting untuk memulai dengan rakyat dan 
pengalaman mereka, jelas bahwa banyak masalah keadilan yang 
telah kita diskusikan bersifat kolektif maupun individual.50Jika 
sejumlah besar perempuan dan anak-anak menjadi korban 
kekerasan, ini mencerminkan kegagalan yang lebih luas dalam 
upaya pembelaan atas hak-hak mereka. Jika suatu komunitas 
tidak dapat melindungi tanahnya atau jika anggota masyarakat 
termiskin dapat diusir dari rumah mereka tanpa bantuan hukum, 
hal itu mencerminkan kegagalan yang lebih luas dari sistem 
peradilan untuk merespon ketimpangan kekuasaan.

Ketidakadilan dan ketimpangan berjalan seiring. Anggota 
masyarakat yang paling rentan kemungkinan besar akan 
mengalami ketidakadilan, dan mereka akan menerima dampak 
terbesar jika terjadi (lihat spotlight 1). Namun, mereka juga adalah 
pihak yang paling kecil memiliki akses ke sistem peradilan yang 
memenuhi kebutuhan mereka. Komunitas termiskin juga paling 
mungkin untuk mengalami ketidakadilan struktural seperti 
perampasan tanah, perusakan lingkungan, atau pelanggaran hak 
oleh lembaga negara atau oleh perusahaan. Komunitas-komunitas 
ini juga seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan ganti 
rugi melalui sistem peradilan.  

Sementara beberapa kelompok menderita karena perlakuan 
tidak proporsional dari ketidakadilan struktural, yang lainnya 
diuntungkan. Para elit sering dapat menggunakan sistem 
peradilan untuk melindungi kepentingan mereka dan 
mempertahankan hak istimewa mereka. Praktik impunitas telah 
memungkinkan banyak pelaku ketidakadilan dapat meloloskan 
diri dari tanggung jawab atas kejahatan mereka. Perlakuan yang 
tidak adil semacam itu merusak sistem peradilan, yang mengarah 
pada kekerasan, korupsi, dan ketidakamanan lebih lanjut.51

Rakyat yang mencari penyelesaian atas masalah-masalah keadilan 
mereka dihadapkan pada banyak hambatan. Ada ketidakcocokan 
antara apa yang dibutuhkan rakyat dan apa yang disediakan oleh 
sistem peradilan.

	� Keadilan seringkali terlalu lambat dan memakan waktu, terlalu 
mahal, dan banyak menimbulkan tekanan yang tidak perlu 
bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Bagi banyak orang, 
lembaga-lembaga peradilan secara fisik pun bahkan tidak 
dapat diakses, atau dianggap tidak dapat dijangkau, atau 
tidak efisien karena adanya hambatan-hambatan linguistik 
atau budaya. Keterlambatan ini menyebabkan masalah-
masalah keadilan menjadi lebih serius, membebankan biaya 
dan tekanan yang lebih besar pada para pengguna dan pada 
lembaga-lembaga peradilan itu sendiri.
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	� Sistem peradilan dapat membuat perselisihan malah makin 
meningkat atau menambah trauma pada korban melalui 
sifat permusuhannya (adversarial). Prosedur tidak dirancang 
untuk mengurangi konflik atau mendorong orang untuk 
menyelesaikan masalah secara konstruktif. Dalam kebanyakan 
kasus, sektor peradilan tidak dibentuk untuk belajar dari kasus-
kasus individual, dan tidak menggunakan bukti ini untuk 
mencegah masalah keadilan untuk terjadi ataupun untuk 
membatasi tingkat keparahan dan dampaknya.

	� Korupsi di dalam sistem peradilan dan kurangnya independensi 
para aktor peradilan merupakan hambatan lebih lanjut. Di 
banyak negara, polisi dan peradilan termasuk di antara lembaga 
yang paling tidak dipercaya. Banyak orang awam yang berpikir 
bahwa mereka harus membayar suap ketika mereka mencari 
keadilan. Bahkan lebih banyak diketahui bahwa mereka tidak 
akan bermain di medan permainan yang sama dan setara 
ketika menghadapi lawan yang memiliki lebih banyak sumber 
daya dan koneksi yang lebih baik. 

Hambatan-hambatan ini mencerminkan kurangnya kerja sama 
antar lembaga peradilan. Kesenjangan keadilan tidak dapat 
dijembatani hanya oleh satu organisasi atau kementerian. Sistem-
sistem peradilan harus berpusat pada rakyat dan kebutuhan 
mereka, yang memungkinkan lembaga-lembaga untuk bekerja 
sama untuk menanggapi “kelaparan” masyarakat akan keadilan. 
Hal ini merupakan dasar analisis dan rekomendasi yang disajikan 
dalam laporan kami.

Agenda 2030 menjanjikan akses yang sama untuk mendapatkan 
keadilan bagi semua pada tahun 2030, namun kita hidup di dunia 
di mana sistem-sistem peradilan hanya memberikan keadilan bagi 
segelintir orang. Untuk mampu mengatasi kesenjangan keadilan 
ini dibutuhkan visi baru, transformasi ambisi, dan strategi-strategi 
yang menganggap serius besaran masalah yang ada.

Sektor-sektor lain – sebagian terinspirasi oleh Millennium 
Development Goals – telah mulai melakukan perubahan ini. 
Pendidikan dulunya hanya terbatas pada minoritas yang memiliki 
hak istimewa, tetapi semua negara sekarang berkomitmen untuk 
menyediakan pendidikan bagi setiap anak hingga setidaknya 
tingkat menengah, dan negara-negara diwajibkan untuk membuat 
pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua.52 Setengah dari 
populasi dunia masih kekurangan akses untuk dapat memperoleh 
perawatan kesehatan yang layak, tetapi pada tahun-tahun terakhir 
telah terlihat gerak pertumbuhan cakupan layanan kesehatan 
universal di semua negara, baik negara kaya maupun miskin.53 
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Menuju data keadilan yang lebih baik: peran Kantor Statistik Nasional

Gambaran yang kita miliki tentang kesenjangan keadilan masih bersifat sebagian, tetapi 
memberikan titik awal untuk membangun pendekatan yang lebih strategis untuk mencapai 
target-target TPB untuk keadilan bagi semua dan untuk membangun sistem peradilan yang 
menempatkan rakyat sebagai pusat.

Upaya-upaya melakukan pengukuran dan melaporkan kemajuan mengenai indikator-indikator 
yang ada pada saat ini untuk TPB16.3 menciptakan tantangan yang signifikan bagi negara-negara 
dan Kantor Statistik Nasional mereka. Tuntutan untuk tersedianya data keadilan yang lebih baik 
kemungkinan akan meningkat lebih lanjut jika indikator global untuk mengukur akses ke peradilan 
perdata dan administrasi telah disepakati.

Kantor Statistik Nasional (KSN) akan perlu sistem yang lebih mandiri dan transparan jika ingin dapat 
mengumpulkan data yang berpusat pada rakyat secara kuat dan komprehensif, yang dapat digunakan 
untuk menilai kemajuan nasional menuju TPB16.3. Penguatan standar tata kelola akan membantu 
memastikan bahwa data terkait keadilan dapat dikumpulkan tanpa ada pengaruh pemerintah dan 
pengaruh dari luar, yang akan mengurangi potensi bias, meningkatkan kredibilitas data, dan berbagi 
data tersebut secara lebih luas dengan para mitra pemerintah dan non-pemerintah.

Eurostat Code of Practice memberikan kerangka kerja bagi setiap Kantor Statistik Nasional di Eropa 
untuk mengembangkan pendekatannya sendiri untuk menjamin independensi, akuntabilitas, 
dan transparansi. Di masa depan, standar regional atau global baru tentang tata kelola Kantor 
Statistik Nasional dapat memperkuat kapasitas nasional dalam pengumpulan data peradilan yang 
independen. Ini akan bermanfaat bukan hanya untuk keperluan penyediaan data dan pelaporan 
keadilan, tetapi juga untuk pelaporan mengenai semua bagian dari Agenda 2030.

Kotak ini diambil dari NSO Governance for Better Justice Data, sebuah memo  
yang disiapkan untuk Satuan Tugas Keadilan oleh White & Case LLP.

Kita sekarang harus memiliki bukti dan argumentasi yang sama 
kuatnya di sektor keadilan. Upaya menyediakan akses untuk 
mendapatkan keadilan bagi miliaran orang lagi ini bukan hanya 
merupakan suatu hal yang benar untuk dilakukan; ini juga 
akan memberikan manfaat besar bagi rakyat, komunitas, dan 
masyarakat. Dengan menempatkan rakyat di pusat sistem-sistem 
peradilan, kita dapat membantu membuka penghalang jalan 
menuju pola pembangunan yang lebih berkelanjutan. 
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Bab 2 

Bukti dan Argumentasi  
untuk Aksi
Biaya yang muncul karena kurang tersedianya akses 
keadilan adalah tinggi.

Bagi individu-individu, ketidakadilan menyebabkan 
hilangnya pendapatan dan masalah kesehatan mental dan 
fisik.

Bagi masyarakat, ketidakadilan akan berujung pada 
kemiskinan, kerusakan ekonomi, dan meningkatkan risiko 
ketidakstabilan, kekerasan, dan konflik.

Investasi keadilan akan menuai hasil yang besar. Ini 
akan mengubah kehidupan, memperkuat masyarakat, 
dan meningkatkan ekonomi, memberikan tingkat 
pengembalian investasi secara substansial.

Di negara-negara termiskin, ini akan menelan biaya sebesar 
$ 20 per orang per tahun untuk menyediakan akses tingkat 
dasar untuk mendapatkan keadilan. Di negara-negara 
berpenghasilan menengah akan menelan biaya sebesar 
$ 64, dan di negara-negara berpenghasilan tinggi akan 
menelan biaya sebesar $ 190.

Layanan keadilan dasar akan terjangkau dengan 
pembiayaan yang lebih cerdas, kenaikan bantuan 
internasional untuk negara-negara miskin, dan 
penggunaan yang lebih luas atas solusi-solusi yang berbiaya 
rendah namun bernilai uang tinggi.
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Akses untuk mendapatkan keadilan adalah hak asasi manusia 
yang sifatnya mendasar.54 Ha katas keadilan juga membantu rakyat 
untuk merealisasikan hak-hak lainnya dan untuk mendapatkan 
penggantian ketika hak-hak tersebut dilanggar. Melalui Agenda 
2030, para pemimpin dunia mengakui keterkaitan ini. Sebagai 
bagian dari visi mereka tentang dunia di mana terdapat 
penghormatan universal terhadap hak asasi manusia dan martabat 
manusia, mereka berjanji untuk membangun masyarakat yang 
menyediakan keadilan bagi semua.

Namun di samping dasar argumentasi moral ini, ada alasan-
alasan pragmatis untuk melakukan investasi keadilan bagi semua. 
Ketidakadilan adalah mahal. Rakyat, komunitas, dan masyarakat 
menderita kerugian yang signifikan ketika sistem peradilan gagal 
melindungi mereka dari kekerasan, atau membantu mereka 
menyelesaikan perselisihan, atau memenuhi potensi ekonomi mereka.

Manfaat investasi dalam keadilan sangat jelas. Dibutuhkan 
peningkatan pendanaan peradilan secara substansial. Sumber-
sumber daya yang ada juga harus dialihkan dari pendekatan-
pendekatan yang tidak efektif menuju strategi-strategi, kebijakan-
kebijakan, dan program-program yang terbukti berhasil. Biaya untuk 
mencapai terwujudnya keadilan bisa terjangkau, tetapi tetap akan 
membutuhkan mekanisme pembiayaan yang inovatif dan perluasan 
jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembiayaan 
sektor ini.

Investasi Keadilan 
bagi Semua
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Biaya Ketidakadilan
Pada 17 Desember 2010, seorang penjual buah Tunisia berusia 
26 tahun bernama Mohamed Bouazizi membakar dirinya di luar 
sebuah gedung pemerintah di kota asalnya, Sidi Bouzid.

Bouazizi berpenghasilan kurang dari $ 10 sehari dari menjual buah 
dengan gerobaknya. Dia adalah pencari nafkah utama keluarganya. 
Pagi itu, polisi kota menyita alat timbangannya karena dia tidak 
memiliki izin untuk melakukan pekerjaannya. Ini adalah insiden  
terbaru dari serangkaian insiden yang telah dilakukan oleh para 
pihak berwenang, mulai dari membalikkan gerobaknya, menyita 
barang-barang dagangannya, atau meminta suap sebagai imbalan 
untuk membiarkannya tetap berdagang. Ketika seorang polisi 
perempuan menampar wajahnya, dia merasa tidak tahan lagi.

Mohamed Bouazizi pergi ke kantor gubernur provinsi untuk 
mengeluh tentang bagaimana dia diperlakukan. Ketika gubernur 
melarang dia memasuki gedung, ia membeli sekaleng bensin dari 
pompa bensin terdekat dan membakar dirinya sendiri di jalan. Dia 
meninggal karena lukanya dua minggu kemudian.

Kematian Bouazizi memicu protes yang pada awalnya menyebar 
di seluruh Tunisia – mengakibatkan jatuhnya diktator lama negara 
itu, Zine el Abedine Ben Ali – dan kemudian menyebar di seluruh 
dunia Arab. Sementara Tunisia menjalani transisi yang sebagian 
besar damai, kekerasan yang timbul dalam peristiwa Arab Spring 
menjadi salah satu pendorong utama meningkatnya konflik yang 
mematikan di seluruh dunia pada tahun-tahun berikutnya.55 

Bouazizi berjuang untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. 
Namun, bukan kemiskinan yang membuatnya putus asa, tetapi 
ketidakadilan.

Dari sudut pandang ekonomi, Tunisia tergolong sukses. 
Penghasilan per kapita di Tunisia meningkat hampir dua kali lipat 
sepanjang dekade sebelum 2010. Tingkat kemiskinan telah turun 
seperlima.56 Negara ini juga lebih responsive terhadap aspirasi-
aspirasi rakyatnya . Laporan Pembangunan Manusia pada tahun 
itu, yang diterbitkan hanya sebulan sebelum Bouazizi meninggal, 
memberikan pujian pada Tunisia sebagai “kisah sukses” atas 
kemajuannya yang luar biasa dalam Indeks Pembangunan 
Manusia.57 Tetapi laporan ini juga memperingatkan masalah defisit 
demokrasi, kebebasan politik makin mundur, dan kegagalan 
untuk melindungi demokrasi dan supremasi hukum.

Bouazizi tinggal di sebuah negara dengan sistem peradilan yang 
secara luas dianggap korup dan tidak adil, memihak orang kaya 
dan membiarkan pelecehan terhadap orang miskin. Bahkan 
hari ini, sebagian besar masalah keadilan tidak terselesaikan dan 

Bukan kemiskinan 
yang mendorong 

Mohamed Bouazizi 
putus asa, tetapi 

ketidakadilan.
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hanya sedikit rakyat Tunisia yang puas dengan kinerja lembaga 
peradilan.58 Kasus Bouazizi melibatkan masalah dokumentasi 
yang tidak jelas (masih diperdebatkan apakah ia memerlukan izin 
atau tidak), para aktor keadilan yang kejam, dan ketidakmampuan 
untuk mengutarakan keluhan, apalagi untuk melakukan 
penyelidikan atau tindak lanjut atas keluhan itu. Seperti yang 
dikatakan ibu Bouazizi beberapa minggu kemudian: “Kami adalah 
rakyat miskin di Sidi Bouzid. Kami tidak punya uang, tetapi kami 
memiliki martabat, dan martabatnya telah direnggut dengan 
tamparan itu.”59

Kasus ini menunjukkan secara nyata tentang bagaimana 
ketidakadilan dapat menjadi mata rantai yang hilang dalam strategi 
pembangunan nasional. Ekonomi dapat berkinerja baik, dan 
kesehatan serta pendidikan dapat meningkat. Tetapi tanpa keadilan, 
pembangunan akan berada dalam situasi genting, dan dampak 
sosial, ekonomi, dan politik dari ketidakadilan akan mengganggu 
kemajuan yang telah dicapai di bidang-bidang lainnya.

Ketidakadilan mahal bagi rakyat dan masyarakat
Biaya ketidakadilan akan ditanggung pertama-tama oleh individu-
individu dan komunitas mereka. Kita baru mulai mengukur 
besarannya, tetapi dari bukti-bukti yang terkumpul didapatkan 
bahwa biayanya akan jauh lebih besar daripada yang diperkirakan 
sebelumnya. Banyak bukti-bukti ini diperoleh dari negara-negara 
kaya – tetapi karena masalah-masalah keadilan situasinya lebih 
serius di negara-negara dengan penduduk miskin, biaya yang 
dikeluarkan hampir bisa dipastikan lebih tinggi.60

Biaya langsung ketidakadilan akan ditanggung oleh orang-orang 
yang terlibat.61 Orang mungkin menderita kerugian langsung 
sebagai akibat dari properti yang rusak atau dicuri (atau disita), 
dari biaya harus membayar pengacara atau biaya pengadilan, 
bepergian jauh ke pengadilan, atau kehilangan pekerjaan karena 
harus menghadiri sidang pengadilan. OECD memperkirakan 
bahwa orang-orang dengan masalah hukum rata-rata kehilangan 
upah satu bulan.62 Untuk keperluan penyelesaian masalah hukum, 
rumah tangga di Kanada menghabiskan biaya hampir sebanyak 
pengeluaran tahunan mereka untuk makanan.63

Biaya masalah 
hukum

OECD secara konservatif memperkirakan 
bahwa masalah hukum membebani 

negara-negara anggotanya dari 0,5 
persen hingga 3 persen dari PDB.64

Biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh individu-individu 
bersifat kurang langsung. Masalah-masalah keadilan yang 
melibatkan kekerasan dan konflik memiliki dampak seumur 
hidup yang melampaui kematian dan cedera.65 Para korban 
kekerasan memiliki risiko lebih besar dengan masalah kesehatan 
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mental, bunuh diri, dan penyalahgunaan obat, dan menjadi lebih 
berpeluang untuk menderita penyakit kronis seperti kanker dan 
penyakit jantung. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan 
mengalami “kerusakan menetap pada tingkat dasar sistem saraf, 
endokrin, dan kekebalan tubuh,”66 dan akan memiliki kemungkinan 
lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaan ketika mereka dewasa 
dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lain.67 Kaum 
perempuan yang menjadi korban kekerasan oleh pasangan dekat 
mereka memiliki risiko dua kali lipat daripada perempuan lainnya 
untuk mengalami masalah depresi.68 Mereka juga menghadapi 
dampak negatif secara ekonomi. Perempuan Tanzania yang 
menjadi korban pelecehan parah di tangan pasangan intim mereka, 
mengalami penurunan penghasilan sebesar 60 persen.69  

Masalah-masalah peradilan perdata dan administrasi juga 
menyebabkan kerusakan berlanjut. Perselisihan properti dan tanah 
mengurangi pendapatan rumah tangga, dengan dampak yang 
tidak proporsional pada perempuan dan rakyat miskin.70 Prosedur 
atau persyaratan birokrasi yang kompleks membuat rakyat gagal 
membangun wirausaha mereka. Perselisihan ketenagakerjaan 
mengurangi pendapatan pekerja, sementara kehilangan atau 
penolakan layanan publik berdampak negatif pada kesejahteraan. 
Tiga belas persen warga Kenya yang menghadapi masalah 
keadilan dalam empat tahun sebelumnya melaporkan bahwa 
mereka kehilangan pekerjaan.71  

Dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan bisa 
serius dan berkelanjutan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan 
hutang telah terbukti memperburuk penyakit mental.72 Konflik 
dalam keluarga dapat menyebabkan kerusakan seumur hidup pada 
kesejahteraan fisik dan mental orang dewasa dan anak-anak.73 Dua 
dari lima warga Kanada membutuhkan konsultasi dengan penyedia 
layanan kesehatan karena stres atau gangguan emosional yang 
disebabkan oleh masalah hukum.74 Hampir satu dari tiga orang 
Nigeria menderita penyakit yang berkaitan dengan stres sebagai 
akibat dari perjuangan mereka menghadapi masalah hukum.75

Ketidakadilan juga merusak dan mengisolasi masyarakat. Dalam 
hal ini mengurangi kepercayaan warga negara, merusak ekonomi 
lokal, dan mengikis ketahanan. Kerusakan akan lebih memburuk 
ketika orang tidak dapat meminta bantuan dari lembaga-lembaga 
peradilan. Ketika sistem peradilan gagal atau ada penyalahgunaan 
wewenang, hal itu akan memperbesar persepsi ketidakadilan 
yang muncul dari sebab-sebab lainnya. Hal ini dapat mengubah 
persepsi masyarakat untuk saling melawan satu sama lain atau 
melawan otoritas.76 
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Di negara-negara di 
mana kaum perempuan 
menghadapi masalah 
eksklusi, rasa tidak aman dan 
ketidakadilan yang tinggi, 
pembangunan manusia akan 
terhambat, pendapatan per 
kapita lebih rendah, dan daya 
saing nasional lebih lemah.80

Biaya keadilan membebani masyarakat dan ekonomi 
Mengingat besarnya kesenjangan keadilan, tidak mengejutkan jika 
dampaknya di tingkat lokal dapat menjalar dan merugikan seluruh 
masyarakat.

Dengan mendorong pengecualian dan memicu tumbuhnya 
keluhan-keluhan yang semakin membesar, ketidakadilan 
meningkatkan risiko ketidakstabilan politik dan, seperti dalam 
peristiwa Arab Spring, menimbulkan konflik kekerasan.77 
Krisis-krisis semacam ini memiliki dampak dramatis pada 
prospek-prospek jangka panjang suatu negara, memutar balik 
pembangunan sosial dan ekonomi dan meningkatkan risiko 
ketidakstabilan lebih lanjut. Negara-negara yang memiliki sejarah 
pelanggaran hak asasi manusia jauh lebih mungkin mengalami 
konflik kekerasan.78 Those that have one civil war are more likely to 
experience a second.79

Kekerasan menghalangi investasi dan pertumbuhan.81 Setelah 
menikmati masa pertumbuhan yang baik setiap tahun selama 
lima tahun sebelumnya, ekonomi Tunisia mengalami penyusutan 
dalam dua tahun setelah kematian Mohamed Bouazizi.82 Meksiko 
kehilangan seperlima dari PDB karena kekerasan, dengan nilai 
kerugian yang mungkin sebanding di negara-negara lain dengan 
tingkat kekerasan yang serupa.83 Pada tingkat global, Institute for 
Economics & Peace memperkirakan bahwa konflik-konflik telah 
merugikan dunia sebesar 12,4 persen dari PDB tahunannya, atau $ 
1.988 per orang per tahun.84 

Berkembangnya ketidakadilan terhadap perempuan dan anak-anak 
memiliki dampak yang lebih luas. Di negara-negara di mana kaum 
perempuan menghadapi eksklusi, rasa tidak aman dan ketidakadilan 
yang tinggi, pembangunan manusia akan terhambat, pendapatan 
per kapita lebih rendah, dan daya saing nasional lebih lemah.85 

Bilamana hak perempuan atas tanah tidak dilindungi, mata 
pencaharian mereka dan keluarganya akan rusak.86 Perkawinan 
anak merugikan ekonomi global hingga miliaran dolar per 
tahun melalui dampaknya pada pertumbuhan penduduk saja.87 
Ketidakadilan yang dihadapi oleh kaum perempuan dan anak-anak 
juga menyebabkan hasil-hasil yang lebih buruk dari pendidikan 
dan investasi publik lainnya dalam hal modal manusia.88 
Pelanggaran hak-hak lainnya juga mahal harganya. Perbudakan 
modern – yang disebut sebagai dimensi ketidakadilan yang 
ekstrem pada Bab 1 – sangat merugikan perekonomian global 
sebesar $ 4,4-5,7 miliar per tahun.89
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Kami memiliki beberapa bukti untuk menghitung agregat biaya 
dari masalah keadilan sehari-hari. Di Kanada, masalah-masalah 
perdata dan administrasi membuat negara harus mengeluarkan 
tambahan biaya sebesar $ 74 juta untuk pengeluaran perawatan 
kesehatan, $ 248 juta untuk penyediaan bantuan sosial, dan $ 450 
juta untuk bantuan pekerjaan tambahan.90 

Di lima dari tujuh negara berpenghasilan rendah yang disurvei 
oleh World Justice Project, total biaya masalah keadilan mencapai 
sedikitnya 2 persen dari PDB, di mana kehilangan pekerjaan dan 
penghasilan sebagai penyebab utamanya. OECD, berdasarkan 
data dari survei kebutuhan hukum dan berfokus pada mereka 
yang melapor, menemukan bahwa mereka telah menghabiskan 
banyak uang untuk menyelesaikan masalah keadilan, dan mereka 
juga mengalami gangguan kesehatan, atau harus meninggalkan 
atau kehilangan pekerjaan.91 Perhitungan ini mendapati bahwa 
biaya rata-rata untuk ketiga kategori dampak ini melebihi 1 persen 
dari PDB di 17 negara OECD yang diteliti.92

Ketidakadilan lainnya juga berdampak negatif pada potensi 
suatu negara. Ketika rakyat miskin tidak memiliki akses untuk 
mendapatkan properti, hak atas pekerjaan atau usaha, maka 
tidak mungkin bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan.93 Ketika 
mereka harus mengeluarkan biaya tinggi atau menyuap pejabat 
untuk mendapatkan identitas dan dokumen-dokumen lainnya, 
maka kemiskinan akan semakin dalam.94 Tingkat kemiskinan 
di antara mereka yang bekerja di sektor informal lebih tinggi 
daripada di antara mereka yang bekerja di sektor formal.95 
Negara-negara yang situasinya lebih sulit dalam membuat dan 
menegakkan perjanjian/kontrak memiliki kondisi perekonomian 
yang lebih lemah, pasar kredit yang kurang berkembang, dan lebih 
jarang ada perusahaan kecil.96 

Manfaat Investasi Keadilan
Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa pengeluaran untuk 
keadilan yang berpusat pada rakyat dapat memberikan tingkat 
pengembalian investasi yang tinggi.

Investasi keadilan memberikan sejumlah manfaat, termasuk 
pengurangan risiko konflik dan ketidakstabilan, peningkatan 
kapasitas untuk mencegah dan memecahkan masalah keadilan 
sehari-hari, dan peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan dan 
kesejahteraan.

Dividen lebih lanjut dapat diperoleh dari pengalihan pengeluaran 
keadilan yang tidak efektif ke intervensi-intervensi yang benar-
benar terbukti telah berhasil.

Ketika rakyat miskin 
tidak memiliki akses 
untuk mendapatkan 

properti, hak 
atas pekerjaan 

atau usaha, tidak 
mungkin bagi 

mereka untuk keluar 
dari kemiskinan.
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Tidaklah mungkin untuk mengukur secara terpisah dampak 
keadilan terhadap berkurangnya risiko konflik (dan mengingat 
perlunya strategi-strategi pencegahan konflik terpadu, disagregasi 
semacam itu tidak akan berguna). Tetapi kita berharap bahwa 
dengan peningkatan kapasitas suatu negara untuk menjalankan 
fungsi-fungsi keadilan inti dan menyediakan akses yang terus 
ditingkatkan untuk mendapatkan keadilan, maka akan menuai 
hasil yang serupa dengan yang dilakukan untuk pencegahan 
secara keseluruhan. Di bawah skenario konservatif laporan 
Pathways to Peace, nilai pengembaliannya adalah sebesar $ 16 
untuk setiap dolar yang diinvestasikan.99

Kami juga dapat mengukur dampak-dampaknya dalam hal 
penyelamatan jiwa. International Commission against Impunity 
di Guatemala dibentuk untuk memerangi impunitas pasukan 
keamanan ilegal dan organisasi-organisasi keamanan bawah 
tanah. Hal ini juga membantu mengatasi masalah korupsi dan 
membangun kembali kapasitas sistem peradilan. International 
Crisis Group memperkirakan bahwa hasil kerja Komisi Internasional 
tersebut telah membawa penurunan insiden pembunuhan 
sebesar 5 persen, dibandingkan dengan negara-negara tetangga 
(sebagai kelompok kontrol), dan menyelamatkan hampir 5.000 
jiwa dalam sepuluh tahun.100 Reformasi kelembagaan, peningkatan 
teknik investigasi, kemitraan yang lebih kuat di antara para aktor 
keamanan dan keadilan, dan meningkatnya kepercayaan terhadap 
sistem yang melibatkan semua unsur, telah berkontribusi pada 
peningkatan keselamatan ini.

Bukan hanya pemerintah yang akan mendapat manfaat dari 
investasi di sistem peradilan. Mengingat sifat rantai pasokan 
modern yang terhubung secara global, terdapat bukti dan argumen 
bagi pentingnya investasi sektor swasta, terutama ketika mereka 
berisiko menjadi pihak dalam pelanggaran hak asasi manusia. 
Banyak perusahaan multinasional yang rusak parah reputasinya 
ketika, misalnya, diketahui bahwa di dalam rantai pasokan mereka 
melibatkan perbudakan modern.101 Ada pula yang kehilangan 
pelanggan dan harga sahamnya jatuh setelah terungkapnya 
kegagalan mereka melindungi para pekerja, atau terlibat dalam 
eksploitasi sumber daya alam di negara-negara yang memiliki 
aturan hukum yang lemah.102 

Sistem yang efektif untuk 
mencegah konflik kekerasan 
akan menyelamatkan 
ekonomi global sebanyak $ 70 
miliar per tahun.98

Mengurangi risiko konflik dan ketidakstabilan 
Sistem peradilan yang adil dan efektif memainkan peran penting 
dalam mengurangi risiko konflik kekerasan.

Laporan utama PBB dan Bank Dunia Pathways for Peace 
menekankan pentingnya upaya-upaya mencegah konflik sebagai 
“strategi rasional dan berbiaya efektif untuk negara-negara yang 
berisiko kekerasan, dan untuk masyarakat internasional.”97
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Ada manfaat yang lebih luas di samping risiko-risiko yang harus 
dihindari di atas. Menurut sebuah kajian baru-baru ini, bisnis-bisnis 
yang mencakup investasi dalam bidang hak-hak sosial dan tenaga 
kerja “cenderung lebih sukses dan memiliki tingkat produktivitas dan 
inovasi yang lebih besar, pasokan barang dan jasa yang lebih dapat 
diprediksi, retensi dan motivasi yang lebih baik, dan memiliki uji 
kelayakan dan sistem pemantauan yang lebih sehat.”103

Peningkatan kapasitas untuk mencegah dan 
menyelesaikan masalah keadilan sehari-hari
Menangani masalah keadilan sehari-hari juga memberikan manfaat.

Langkah pertama adalah mengalihkan investasi-investasi dari kebijakan-
kebijakan yang tidak efektif atau kontraproduktif. Banyak pendekatan 
populer yang dimaksudkan untuk “tegas terhadap kejahatan” namun 
malah terbukti memicu peningkatan kejahatan. Program-program 
“Scared straight”, misalnya, yang ditujukan bagi anak-anak muda 
yang dianggap berisiko dengan membawa mereka mengunjungi 
penjara dengan maksud menakut-nakuti agar timbul efek jera, telah 
terbukti malah meningkatkan tingkat pelanggaran.104 Pendekatan 
yang kemudian menimbulkan ledakan jumlah pemenjaraan, juga 
terbukti malah lebih banyak merugikan daripada membawa kebaikan. 
Lebih dari sepuluh juta orang ditahan di penjara secara global, dengan 
hampir 30 persen di antaranya menunggu persidangan.105 Namun, 
hanya ada sedikit bukti bahwa hukuman penjara yang lama benar-
benar memiliki efek jera.106 Kebijakan-kebijakan semacam itu paling 
keras menghantam kaum muda. Menurut beberapa penelitian, lebih 
dari satu juta anak telah terampas kebebasan mereka.107 Dalam banyak 
hal, kebijakan ini menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki.108

Hal ini bukan berarti bahwa seluruh pengeluaran peradilan pidana 
“tradisional” tidak efektif. Sebuah analisis komparatif di 26 negara 
bagian Brasil menunjukkan bahwa peningkatan 1 persen dalam 
pengeluaran untuk polisi akan menghasilkan penurunan insiden 
pembunuhan sebesar 0,4 persen.109 Tetapi penelitian yang sama 
menunjukkan bahwa sumber daya tambahan kemungkinan besar 
akan meningkatkan keselamatan jika disertai dengan langkah-
langkah untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, dan 
jika diarahkan pada strategi-strategi pencegahan jelas targetnya 
“berdasarkan bukti-bukti dampaknya secara ilmiah – dengan 
preferensi pada perhitungan manfaat-biaya (cost-benefit) – bukan 
intuisi.”110 Di Amerika Serikat, ada lebih dari setengah juta orang di 
penjara yang dapat dibebaskan dengan risiko bahaya yang kecil 
terhadap keselamatan publik. Kebijakan ini dapat menghemat 
pengeluaran negara sebesar $ 20 miliar per tahun.111

Sementara itu, upaya-upaya pencegahan proaktif yang menargetkan 
“tempat, orang, dan perilaku berisiko tinggi” terbukti berhasil 

Dihukum

Menunggu 
Pengadilan

Populasi penghuni penjara secara global 
telah meningkat menjadi sepuluh juta – 
dan menyerap porsi anggaran keadilan 

secara terus meningkat.

3 
juta

7 
juta
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Dampak terbesar 
dari investasi 
keadilan yang 
berpusat pada 

rakyat dirasakan oleh 
anggota masyarakat 
yang paling miskin 

dan paling tidak 
beruntung.

mengurangi kejahatan.112 Pengadilan-pengadilan khusus, seperti 
pengadilan narkoba, mengurangi pengulangan pelanggaran 
dan menghemat biaya sistem peradilan pidana ribuan dolar per 
kasus.113 Pendekatan-pendekatan peradilan restoratif menghasilkan 
kepuasan yang lebih tinggi di antara para korban, mengurangi 
pelanggaran berulang, dan berbiaya efektif ketika berbagai manfaat 
yang diperoleh korban dan masyarakat diperhitungkan.114 Program-
program reinvestasi keadilan – di mana hasil penghematan dari 
pengurangan pengeluaran untuk biaya pemenjaraan digunakan 
dalam kegiatan kemitraan dengan komunitas-komunitas lokal – 
dapat membantu memulihkan kepercayaan di antara para aktor 
keadilan dan masyarakat, yang berdampak positif pada pencegahan 
kejahatan.115

Lebih banyak masalah perdata dan administrasi akan dapat 
diselesaikan jika sumber-sumber daya dialihkan dari prosedur-
prosedur yang bersifat permusuhan (adversarial) yang tidak perlu 
ke pendekatan-pendekatan yang memecahkan masalah dengan 
ukuran yang tepat dan proporsional. Model-model penyelesaian 
perselisihan alternatif, seperti mediasi, akan lebih cepat dan lebih 
berbiaya efektif daripada penyelesaian melalui litigasi. Biaya rata-rata 
per kasus yang berhasil diselesaikan pada program mediasi berbasis 
masyarakat di Nepal adalah sebesar 28 persen lebih rendah daripada 
kasus-kasus yang diselesaikan melalui sektor peradilan formal.116 Di 
Kanada dan AS, kasus-kasus perdata yang dimediasi membutuhkan 
waktu lima bulan lebih singkat untuk diselesaikan, dan biaya per 
kasusnya $ 16.000 lebih murah.117 

Membawa keadilan lebih dekat dengan masyarakat akan efektif 
secara biaya, memungkinkan dapat dilakukan intervensi dini, serta 
pencegahan atau pengurangan sengketa yang lebih efektif. Sebuah 
studi tentang program yang memperluas akses ke pengadilan 
desa di Bangladesh menemukan rasio manfaat-biaya antara 16:1 
dan 18:1, tergantung pada besarnya diskon yang diberikan.118 Pada 
tahun 2017, layanan Citizen Advice di Inggris dan Wales membantu 
lebih dari dua juta orang yang memiliki masalah keadilan, melalui 
tatap muka atau dukungan secara daring.119 Tujuh puluh persen dari 
para penggunanya berhasil memecahkan masalah mereka, dan 80 
persen dari mereka mengatakan bahwa saran-saran yang diberikan 
meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Untuk setiap dolar AS 
yang diinvestasikan, Citizen Advice menghasilkan $ 2,40 dalam 
bentuk tabungan untuk pemerintah, dan $ 14,50 berupa manfaat 
sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Dampak terbesar dari investasi keadilan yang berpusat pada rakyat 
dirasakan oleh anggota masyarakat yang paling miskin dan paling 
tidak beruntung. Para petugas penasihat komunitas yang bekerja 
di komunitas-komunitas yang terpinggirkan secara historis di Afrika 
Selatan memberikan keuntungan sebesar $ 6 untuk setiap dolar 
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yang diinvestasikan.120 Menyediakan penasihat hukum bagi rakyat 
dengan pendapatan rendah yang berisiko kehilangan tempat 
tinggal membuat kota New York berhemat $ 320 juta per tahun.121 Di 
Australia, pusat-pusat hukum komunitas yang menyediakan nasihat 
dan layanan hukum kepada kelompok-kelompok yang kurang 
beruntung, memberikan rasio manfaat-biaya 18:1.122 

Membebaskan potensi ekonomi masyarakat yang lebih 
adil
Analisis kami tentang kesenjangan keadilan menyoroti potensi 
manusia yang hilang akibat tidak punya identitas hukum yang 
mencukupi, dokumentasi yang tidak memadai, atau tidak adanya 
perlindungan hukum lainnya.

Sistem pencatatan sipil yang berfungsi dengan baik akan merekam 
data kelahiran, kematian, perkawinan, dan statistik vital lainnya.123 Akta 
lahir merupakan komponen dasar identitas hukum, tetapi identitas 
tetap dapat dibuat untuk orang dewasa yang kelahirannya tidak 
terdaftar.124 Kepemilikan dokumen identitas yang sah telah terbukti 
meningkatkan kesehatan rakyat.125 Hal ini juga memungkinkan 
pemerintah untuk menyesuaikan layanan kepada mereka 
yang membutuhkan, menargetkan transfer tunai dan program 
perlindungan sosial lainnya secara lebih efektif, memungut pajak, 
membasmi korupsi, dan mengevaluasi dampak kebijakan.126

$150-
$600

$5 Negara-negara berkembang

Negara-negara 
kaya

Biaya identitas hukum per orang.127

Memperkuat dan memperjelas hak atas tanah sangat penting 
untuk mencegah konflik, sekaligus juga membuka potensi ekonomi 
masyarakat. Sertifikasi tanah memberikan rasa aman kepada rakyat di 
rumah mereka atau di tempat kerja mereka, dan hal ini membantu 
mereka untuk bisa mendapatkan pinjaman dan membangun 
atau mengembangkan usaha. Sejumlah besar penelitian telah 
menunjukkan dampak positif dari penguatan hak properti 
pada pertumbuhan ekonomi.128 Metode-metode inovatif, seperti 
penggunaan teknologi seluler dan GPS untuk memetakan batas-
batas dan memberikan kesepakatan kepemilikan dengan masyarakat, 
dengan cepat mengurangi biaya pencatatan hak atas tanah.129

Sebuah kajian terhadap 13 proyek sertifikasi tanah di Eropa dan Asia 
Tengah yang didanai oleh Bank Dunia menemukan hasil tingkat 
pengembalian investasi sebesar 122 persen.130 Diperkirakan bahwa 
“manfaat jangka pendek dan jangka panjang terhadap ekonomi 
dari satu pencatatan tanah adalah sebesar US $ 16. Dengan kata 
lain, pendaftaran atas satu juta properti di sebuah wilayah akan 
membawa pada manfaat ekonomi yang diperkirakan sebesar lebih 
dari US $ 16 juta di negara tersebut. ”Sementara itu, di Tanzania, 
kaum perempuan memperoleh pendapatan lebih dari empat kali 
lipat jika mereka tinggal di daerah yang menyediakan mereka hak 
atas tanah.131
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Prakarsa-prakarsa untuk mendorong bisnis informal berkembang 
menjadi bisnis formal mendapatkan hasil yang beragam. Untuk 
perusahaan, perubahan menjadi bisnis formal akan memberikan 
manfaat berupa akses ke keuangan, formalisasi kontrak 
komersial, pembatasan kewajiban, peningkatan keamanan fisik, 
dan akses ke subsidi pemerintah dan program pelatihan. Bagi 
pemerintah, manfaatnya antara lain peningkatan pendapatan 
perpajakan, pengurangan biaya pemolisian, peningkatan 
informasi untuk kebijakan ekonomi, dan kemampuan untuk 
mengukur kinerja ekonomi secara lebih akurat. Sebuah studi 
di Vietnam menemukan bahwa perusahaan yang pindah ke 
sektor formal mengalami peningkatan laba yang signifikan.132 
Program pemerintah Brasil untuk mendorong formalisasi melalui 
pengurangan dan penyederhanaan pajak telah menambah 
jumlah perusahaan yang terdaftar, dan sangat meningkatkan laba 
perusahaan tersebut.133 

Namun di banyak negara upaya untuk menekan bisnis informal 
agar bersedia pindah ke jalur formal dilakukan dengan paksaan. 
Upaya-upaya ini seringkali berdampak buruk, terutama pada 
rakyat miskin. Pendekatan inkremental mungkin lebih efektif, di 
mana bisnis informal mengambil langkah-langkah kecil menuju 
formalisasi penuh melalui insentif yang diberikan di setiap tahap 
– misalnya, dimulai dengan memperoleh lisensi dan izin, dan 
bergerak seiring dengan pertumbuhan perusahaan menuju 
pembayaran pajak penjualan, pendaftaran perusahaan, dan 
akhirnya membayar pajak penghasilan.134 Pembuat kebijakan harus 
responsif terhadap konteks yang dihadapi, melacak apakah suatu 
pendekatan baru akan memberikan hasil berupa peningkatan 
peluang dan peningkatan keadilan.

Pembiayaan Keadilan bagi Semua
Dalam bab ini telah diuraikan dan ditunjukkan argumen yang 
kuat untuk investasi di sektor keadilan, berupa pengurangan 
biaya akibat ketidakadilan dan peningkatan keuntungan dari 
pencapaian keadilan bagi semua.

Tetapi berapa biaya untuk mengatasi kesenjangan keadilan di atas 
– untuk memenuhi kebutuhan keadilan sehari-hari rakyat dengan 
cara yang mudah diakses dan terjangkau?

Biaya keadilan bagi semua
Untuk menjawab pertanyaan ini, Satuan Tugas Keadilan 
menugaskan Overseas Development Institute (ODI) untuk 
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membuat prakiraan awal pembiayaan yang diperlukan untuk 
dapat menyediakan akses keadilan tingkat dasar.135  

Analisis ini didasarkan pada metodologi-metodologi yang 
digunakan ketika menghitung biaya penyediaan layanan dasar 
awal sektor kesehatan dan pendidikan selama era Tujuan 
Pembangunan Milenium (MDG). Seperti yang sampaikan ODI 
dalam laporan yang dipersiapkannya untuk Satuan Tugas, “Jika 
ingin mencapai TPB16.3, maka sektor keadilan sekarang perlu 
mengejar ketinggalannya dari sektor-sektor pemberian layanan 
lainnya dalam hal ambisi, skala, dan pendekatan.”136

Ini adalah perkiraan pertama mengenai biaya yang diperlukan untuk 
dapat mencapai TPB16.3. Perkiraan untuk kebutuhan pembiayaan 
pendidikan dan kesehatan telah diperkuat dari waktu ke waktu. 
Dengan cara yang sama, angka-angka awal untuk keadilan ini 
harus dibangun di atas hasil-hasil dari penelitian dan analisis lebih 
lanjut yang akan dilakukan. ODI mencakup komponen-komponen 
penyediaan keadilan garis depan dasar sebagai berikut:

	� Nasihat hukum, bantuan dan pemberdayaan, yang disediakan 
untuk masyarakat oleh paralegal, pengacara, pusat nasihat 
hukum, serikat pekerja atau kelompok-kelompok advokasi.

	� Lembaga-lembaga peradilan formal yang memainkan peran 
garis depan dalam menyelesaikan konflik, perselisihan dan 
keluhan, termasuk pengadilan tingkat bawah, polisi komunitas, 
dan rantai peradilan pidana.

	� Mekanisme-mekanisme alternatif untuk menyelesaikan 
masalah-masalah hukum, konflik, perselisihan dan keluhan, 
seperti mediasi masyarakat, pengadilan tradisional, dan 
ombudsman.

	� Mekanisme yang meningkatkan akuntabilitas sistem peradilan 
terhadap layanan yang mereka berikan kepada rakyat dan 
masyarakat, dan yang mampu mengatasi korupsi dan 
penyalahgunaan.

Kami memperkirakan bahwa di negara-negara berpenghasilan 
rendah, untuk dapat memberikan akses ke layanan keadilan dasar 
bagi setiap orang dibutuhkan biaya $ 20 per tahun. Di negara-
negara berpenghasilan menengah akan membutuhkan biaya $ 64 
dan di negara-negara berpenghasilan tinggi akan membutuhkan 
biaya $ 190.

Untuk memasukkan angka-angka ini ke dalam konteks, 
penyediaan pendidikan dasar dan menengah universal di negara-
negara berpenghasilan rendah membutuhkan biaya sebesar $ 41 
per orang per tahun, sementara untuk menyediakan perawatan 
kesehatan esensial universal setidaknya membutuhkan biaya $ 76 
per orang setiap tahunnya.137
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Lembaga-lembaga peradilan formal akan bertanggung jawab 
atas sebagian besar dari biaya ini. Ini menggarisbawahi bahwa 
menyediakan nilai yang sepadan dengan biaya (value for money) 
merupakan hal penting dalam sistem peradilan formal, yang 
dilakukan dengan peningkatan efisiensi, pengurangan korupsi, dan 
pengalihan sumber-sumber daya ke pendekatan-pendekatan yang 
berbasis bukti.

Pemberdayaan hukum dan pendekatan-pendekatan non-formal 
lebih hemat biaya. Meskipun perlu ada penelitian lebih lanjut di 
bidang ini, mereka nampaknya hanya menyumbang kurang dari 
10 persen total biaya di seluruh negara dengan berbagai tingkat 
pendapatan. Di negara berpenghasilan rendah, kami memperkirakan 
bahwa untuk memenuhi kebutuhan minimum dalam pendekatan 
ini diperlukan biaya $ 1 per orang. Ini konsisten dengan pesan sentral 
dari laporan ini – bahwa, mengingat besarnya kesenjangan keadilan, 
negara-negara perlu melakukan investasi dengan pendekatan-
pendekatan alternatif yang dapat menyediakan akses keadilan secara 
efektif dan efisien sesuai kebutuhan.

Meningkatkan akuntabilitas di sektor peradilan tentunya tidak 
mudah. Tetapi selama ada kemauan politik untuk melakukannya, 
mekanisme untuk memajukan akuntabilitas juga menawarkan 
nilai yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Upaya-upaya 
tersebut diperkirakan akan membutuhkan biaya sebesar $ 1,50 
di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan 
hanya sedikit lebih tinggi di negara-negara kaya. Mekanisme 
semacam itu akan mendorong sektor formal untuk memberikan 
nilai yang sepadan dengan biaya. Upaya-upaya tersebut juga 
dapat membantu menaikkan standar dan memastikan konsistensi 
dalam penggunaan pendekatan alternatif, serta menyediakan 
jembatan antara sistem peradilan formal dan informal.

Analisis ini juga memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan 
rakyat dari kantong mereka sendiri ketika mereka mencari 
keadilan, yang diperoleh dari survei HiiL. Di negara-negara 
berpenghasilan rendah, pada lima kebutuhan hukum teratas, 
pengeluaran per orang per tahun adalah sebesar $ 5, sementara 
untuk negara berpenghasilan menengah sebesar $ 10, dan 
untuk negara berpenghasilan tinggi sebesar $ 20,. Biaya-biaya 
ini merupakan seperempat dari anggaran keadilan di negara-
negara berpenghasilan rendah (dan sekitar 10 persen untuk 
negara-negara berpenghasilan tinggi). 138 Jika ketersediaan 
anggaran publik terbatas, maka bantuan hukum dan layanan 
lainnya harus ditargetkan dengan ketat untuk membantu mereka 
yang paling tidak mampu mendapatkan keadilan.139 Mekanisme 
akuntabilitas yang kuat akan dibutuhkan untuk memastikan 
rakyat memperoleh nilai yang sepadan dengan uang yang mereka 
keluarkan.

Negara 
berpenghasilan 
rendah

Negara 
berpenghasilan 
menengah

Negara 
berpenghasilan 
tinggi

Biaya akses universal untuk 
mendapatkan keadilan dasar  

(per orang, per tahun).
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Apakah keadilan bagi semua akan terjangkau?
Sulit untuk memastikan keterjangkauan keadilan karena 
kelangkaan data dan perbedaan dalam cara menghitung 
anggaran keadilan. Tidak ada satu sumber informasi tunggal yang 
merinci total anggaran keadilan di berbagai negara. Meskipun 
kita tahu bahwa pengeluaran untuk keamanan biasanya 
mengambil sebagian besar anggaran nasional, tetap sulit untuk 
memilah alokasi yang relatif kecil yang dibelanjakan untuk 
pendekatan-pendekatan keadilan yang berpusat pada rakyat yang 
direkomendasikan dalam laporan ini.140

Data internasional yang terkonsolidasi telah tersedia untuk 
pengeluaran pada sistem peradilan pidana, tetapi sudah berumur 
dua dekade. Jika disetarakan dengan harga yang berlaku saat 
ini, pada tahun 1997 dunia membelanjakan sebesar dengan $ 
570 miliar untuk sistem peradilan pidana.141 Di mana 62 persen 
dari pengeluaran ini adalah untuk kepolisian, 18 persen untuk 
pengadilan, 17 persen untuk penjara, dan 3 persen untuk 
penuntutan. Memasuki abad 21, UNODC memperkirakan bahwa 
pemerintah-pemerintah membelanjakan 1 persen dari PDB 
mereka untuk kepolisian, tetapi beberapa negara membelanjakan 
empat kali lipat dari nilai itu.142

Biaya per orang per tahun 
(di negara berpenghasilan 
rendah).143

Perawatan 
Kesehatan

Pendidikan

Keadilan

Sebuah kajian baru-baru ini oleh Inter-American Development 
Bank memberikan wawasan tentang pola pengeluaran di 
Amerika Latin. Negara-negara di kawasan ini menghabiskan 
rata-rata 5,4 persen dari anggaran pemerintah untuk keamanan 
dan keadilan.144 Pengeluaran per kapita pada tahun 2015 
berkisar antara $ 32 hingga $ 583. Pengeluaran di tahun 2008 
sampai dengan 2015 meningkat sepertiga, di mana di beberapa 
negara peningkatannya mencapai dua kali lipat. Peningkatan 
ini sebagian besar merupakan akibat dari tekanan politik 
untuk mengambil pendekatan yang lebih punitif, dan karena 
pemerintah-pemerintah mengadopsi taktik gamblang  untuk 
menunjukkan bahwa mereka “keras terhadap kejahatan.” Bagi 
mereka yang percaya akan adanya cara yang lebih cerdas dalam 
mengalokasikan anggaran keadilan, tantangan pentingnya adalah 
membuat cara cerdas ini terlihat lebih menarik secara politik. 

Komisi Eropa untuk Efisiensi Keadilan melacak biaya sistem 
peradilan di negara anggotanya, yang mencakup pengeluaran 
peradilan (pengadilan, penuntutan, dan bantuan hukum) serta 
komponen-komponen lainnya, seperti penjara dan layanan 
masa percobaan, notaris, lembaga forensik, dan layanan khusus 
untuk remaja atau pengungsi dan pencari suaka.145 Anggaran 
sistem peradilan tidak siap untuk diperbandingkan, karena 
banyaknya variasi di antara negara-negara mengenai apa saja yang 
dimasukkan dalam anggaran mereka. 
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Komisi Eropa menemukan bahwa pengeluaran-pengeluaran 
bervariasi mulai dari 0,3 persen hingga 4,3 persen dari PDB. Ini 
berarti pengeluaran-pengeluaran tersebut bervariasi mulai dari 
di bawah $ 15 hingga hampir $ 900 per kapita tergantung pada 
negaranya. Secara rata-rata, belanja untuk sistem peradilan di 
negara-negara yang termasuk dalam analisis sebesar 2,1 persen 
dari pengeluaran publik.

Untuk negara-negara berpenghasilan rendah, hanya tersedia 
sedikit data tentang pengeluaran untuk keadilan, tetapi 
berdasarkan kajian PBB-Bank Dunia atas beberapa negara 
diketahui bahwa pengeluaran-pengeluaran tersebut bisa jadi 
sangat rendah. 

Somalia, misalnya, memiliki anggaran tahunan sebesar $ 10,5 
juta untuk sistem peradilan, atau $ 1,50 per kapita.146 Angka yang 
sangat kecil jika dibandingkan dengan belanja keamanan yang 
mencapai $ 44 juta, atau dengan bantuan internasional untuk 
pemeliharaan perdamaian di wilayah tersebut yang nilainya $ 1,5 
miliar. Individu memikul beban berat untuk biaya mendapatkan 
keadilan – di wilayah Somalia yang mencakup Mogadishu, sebuah 
kasus perselisihan tanah biasa menelan biaya sebesar $ 150 untuk 
mengajukan gugatan. 

Di Liberia, ada ketimpangan sumber daya yang serupa. Dana 
sebesar $ 1,5 juta diinvestasikan dalam Peace Huts, sebuah 
program berbiaya murah di mana kaum perempuan memediasi 
perselisihan lokal, dibandingkan dengan anggaran nasional 
sebesar $ 95 juta untuk sektor keadilan dan $ 10 miliar untuk 
pemeliharaan perdamaian dan bantuan asing.147

Analisis yang dilakukan oleh ODI untuk Satuan Tugas mendukung 
pendapat bahwa banyak negara miskin akan mengalami masalah 
keterjangkauan finansial. Hal ini juga mengacu pada hasil 
penelitian Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang 
memperkirakan sumber daya maksimum dari perpajakan yang 
kemungkinan bisa didapatkan oleh suatu negara. Tolak ukur yang 
digunakan dalam analisis ini adalah 4 persen total pengeluaran 
publik digunakan untuk sistem peradilan, berdasarkan pola historis 
yang ada di negara-negara OECD.

Berdasarkan tolok ukur ini, negara-negara berpenghasilan tinggi 
dengan mudah dapat menutupi pengeluaran yang disarankan 
sebesar $ 190 per orang untuk keadilan dasar, karena angka ini 
setara dengan hanya 2 persen dari pendapatan saat ini. Pada 
saat ini negara-negara tersebut rata-rata mengalokasikan 4,6 
persen dari pendapatannya untuk sistem peradilan secara 
keseluruhan (yang juga mencakup pengadilan tingkat tinggi dan 
aspek-aspek lain yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan 
biaya ODI mengenai akses untuk keadilan dasar). Namun, bagi 
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negara-negara berpenghasilan menegah hal ini akan dirasakan 
sebagai suatu hal yang jauh lebih menantang. Mereka harus 
mengalokasikan 6,2 persen dari pendapatan pajak mereka hanya 
untuk penyediaan keadilan dasar, jauh di atas tolok ukur yang 
sebesar 4 persen.

Di sisi lain, negara-negara berpenghasilan rendah, akan perlu 
membelanjakan 20 persen dari total pendapatan mereka saat ini. 
Sekalipun mereka memaksimalkan kenaikan pendapatan pajak 
sesuai yang disarankan dalam penelitian IMF dan Bank Dunia, 
biaya keadilan dasar tetap akan sebesar 17 persen dari pendapatan 
mereka. 

Tingkat pengeluaran semacam itu tidak layak karena akan 
menekan pengeluaran untuk prioritas nasional lainnya yang 
memiliki legitimasi, seperti untuk kesehatan dan pendidikan. 
ODI menyimpulkan bahwa ada dua miliar orang yang tinggal di 
negara-negara yang bahkan untuk membayar setengah dari biaya 
layanan dasar pun tidak mampu, jika pengeluaran penyediaan 
keadilan dasar tetap dijaga di bawah 4 persen. Termasuk di sini 
adalah semua negara berpenghasilan rendah dan 40 persen dari 
negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah.

Identitas hukum merupakan area di mana biayanya kita pahami 
dengan relatif baik. Bank Dunia memperkirakan bahwa akan 
diperlukan biaya sebesar $ 3,8 miliar untuk meningkatkan 
sistem Registrasi Sipil dan Statistik Vital (CRVS) di 73 negara 
berkembang.148 Ini tidak akan bisa terjangkau dari pendapatan 
pajak domestik, ditambah lagi dengan kebutuhan pembiayaan 
tahunan sebesar $ 199 juta dari sumber-sumber internasional. 

Namun demikian biaya untuk mendapatkan identitas hukum 
telah turun banyak karena ketersediaan teknologi digital, sehingga 
meningkatkan keterjangkauan. Biaya satuan identitas hukum di 
negara berkembang hanya sebesar $ 5, jauh di bawah skema biaya 
serupa di negara-negara kaya.149 

Strategi apa yang dapat meningkatkan 
keterjangkauan?
Meningkatkan keterjangkauan layanan keadilan dasar bergantung 
pada tiga strategi utama.

Pertama, negara-negara membutuhkan data yang lebih baik 
tentang alokasi sumber-sumber daya yang tersedia saat ini untuk 
kemudian menargetkan pengeluaran pada kebutuhan-kebutuhan 
keadilan yang paling mendesak dan pada rakyat yang paling tidak 
mampu mengakses keadilan.150 

Panduan PBB-Bank Dunia baru-baru ini menunjukkan bagaimana 
kajian-kajian mengenai pengeluaran publik untuk keamanan 
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dan keadilan dapat diarahkan alokasi sumber dayanya untuk 
pembiayaan “lembaga-lembaga yang efektif, profesional, modern, 
dan bertanggung jawab, yang menyediakan keamanan dan 
keadilan bagi warga negara.”151

Strategi kedua adalah mengarahkan sumber daya yang ada 
kepada pendekatan-pendekatan berbiaya rendah yang potensial 
mewujudkan keadilan sejumlah yang diperlukan untuk 
menyelesaikan masalah. Bab ini menyoroti berbagai model 
alternatif – yang diterapkan oleh negara atau masyarakat sipil – 
yang lebih hemat biaya daripada pendekatan tradisional yang 
diatur oleh pengacara. Inovasi juga dapat membantu mengurangi 
biaya, seperti dalam contoh teknologi digital yang menekan biaya 
untuk memperoleh identitas hukum di negara berpenghasilan 
rendah. Kita kembali ke pertanyaan tentang model pembiayaan 
yang lebih cerdas di bab 5.

Strategi ketiga untuk mengatasi tantangan keterjangkauan adalah 
dengan melakukan diversifikasi sumber-sumber pendanaan. 
Untuk negara-negara miskin, bantuan donor adalah penting. 
Tetapi dukungan internasional untuk melakukan investasi keadilan 
saat ini lemah dan turun 40 persen sejak dari tahun 2014 sampai 
dengan 2018.152 Di negara-negara yang rapuh dan terkena dampak 
konflik, hanya 1,5 persen dari bantuan pembangunan dibelanjakan 
untuk keadilan.153 

Kaum reformis di sektor keadilan harus terus memperkuat bukti 
dan argumen bagi investasi keadilan, dan bahwa memperkuat 
sistem peradilan akan menghasilkan manfaat untuk pengurangan 
kemiskinan, untuk mengatasi konflik dan ketidakamanan, dan 
untuk pembangunan berkelanjutan. 

Para filantropi, investor dampak, dan perusahaan sektor swasta 
juga harus didorong untuk meningkatkan investasi mereka di 
bidang keadilan. Sementara beberapa yayasan telah membantu 
sektor peradilan, mereka tidak membiayakan dalam skala yang 
terlihat dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Keadilan 
juga tidak masuk dalam sepuluh sektor teratas untuk investasi 
dampak.154 Investasi sektor swasta sebagian besar terfokus 
pada inovasi-inovasi bagi firma hukum besar dan perusahaan-
perusahaan besar, bukan pada layanan untuk publik dan bisnis 
kecil. Para penyandang dana ini sering terhambat oleh batasan-
batasan peraturan atau oleh hambatan-hambatan politik. Kita 
akan kembali pada perlunya sistem peradilan agar lebih terbuka 
pada kemitraan-kemitraan baru di Bab 5.
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Menjangkau yang jauh tertinggal di belakang terlebih 
dahulu
Keadilan untuk perempuan, untuk anak-anak, dan untuk kelompok-
kelompok masyarakat yang terkecualikan

Agenda tahun 2030 berkomitmen untuk mencakup semua orang, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, 
ras, etnis, asal usul, agama, kekayaan, atau status lainnya. Masalah keadilan tidak terdistribusi secara acak. 
Di semua negara, beberapa kelompok lebih mungkin mengalami ketidakadilan daripada yang lain atau 
memiliki kebutuhan tersendiri ketika mereka mencari keadilan.

Dengan memberdayakan mereka yang berada pada posisi yang kurang beruntung dan dengan menemukan 
cara-cara baru untuk memecahkan masalah keadilan yang paling sulit, maka negara-negara akan dapat 
menjangkau yang jauh tertinggal di belakang terlebih dahulu.

Keadilan bagi perempuan
The High-level Group on Justice for Women bekerja dengan Satuan Tugas untuk mengeksplorasi kebutuhan 
keadilan bagi perempuan dan lebih memahami apa yang diperlukan untuk membuat sistem peradilan 
menjadi responsif gender. Mereka menemukan bahwa “bagi mayoritas perempuan, kesenjangan selalu hadir 
di antara janji keadilan dan kenyataan di lapangan, di tempat kerja, di komunitas dan di rumah.”155 

Survei menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki kurang lebih memiliki kesamaan jumlah kebutuhan 
keadilan yang tidak terpenuhi, tetapi sifat dari kebutuhan ini mencerminkan pengalaman perempuan 
dalam hal kekerasan, diskriminasi, ketidakberuntungan, dan pengucilan. Perempuan termiskin menghadapi 
hambatan tertinggi di bidang keadilan, seperti halnya mereka yang tinggal di negara-negara di mana kondisi 
perempuan secara keseluruhan lebih buruk.

Laporan The High-level Group on Justice for Women mengidentifikasi lima pendekatan yang menjanjikan 
untuk meningkatkan keadilan bagi perempuan:156 

	� Hilangkan diskriminasi hukum terhadap perempuan dengan mencabut undang-undang diskriminatif yang 
membatasi keadilan bagi perempuan, dan mengadopsi hukum yang memberdayakan perempuan serta 
memberi sinyal bahwa jenis perilaku tertentu tidak dapat diterima.

	� Cegah dan tanggapi kekerasan kepada pasangan intim dengan mengadopsi reformasi hukum dan 
memberikan dukungan khusus dari sistem peradilan sebagai bagian dari respons multi-sektoral yang 
lebih luas.

	� Mengatasi ketidakberuntungan bagi perempuan miskin dan terpinggirkan dengan memberikan akses 
terhadap bantuan hukum dan layanan paralegal, meningkatkan literasi hukum, dan mengatasi hambatan 
kemiskinan.

	� Memberdayakan perempuan, secara ekonomi dan sebagai pemegang hak dengan mengaktifkan identitas 
hukum, memperkuat hak-hak perempuan atas tanah, dan menggunakan tindakan kolektif sebagai katalisator 
terhadap perubahan.

	� Masukkan perempuan sebagai pengambil keputusan dengan memastikan keterwakilan perempuan 
yang setara dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan di sektor peradilan.

Sorotan 1



67

Keadilan untuk anak-anak
Anak-anak dan remaja sangat bergantung pada sistem peradilan untuk melindungi dan memperkuat hak-
hak mereka. Survei kebutuhan hukum dan viktimisasi tidak dirancang untuk menangkap kebutuhan keadilan 
mereka, tetapi bukti lain menunjukkan bahwa mereka menghadapi kesenjangan keadilan yang lebih luas 
dibandingkan orang dewasa.

Setengah dari anak-anak dunia menjadi korban kekerasan setiap tahun.157 Ketika dibiarkan tanpa 
perlindungan, maka anak-anak sangat rentan terhadap eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran. Dua dari 
setiap lima budak modern atau kerja paksa adalah anak-anak.158 Sistem peradilan gagal berfungsi bagi 
anak-anak ketika mereka menjadi korban ketidakadilan. Mereka sering kali tidak dapat mengakses lembaga 
peradilan atau kekurangan dukungan untuk berpartisipasi dalam proses peradilan. Proses peradilan juga 
mengecewakan anak-anak ketika mereka berhadapan dengan hukum. Orang-orang muda lebih rentan 
terhadap dampak psikologis negatif dari tindakan hukuman yang keras.159 Mereka sering kali kurang 
memiliki pengetahuan dan kepercayaan diri dibandingkan orang dewasa untuk mengklaim hak mereka dan 
mendapatkan ganti rugi.

Kelompok kerja Keadilan untuk Anak-anak dari Satuan Tugas berpendapat bahwa sistem peradilan perlu 
menciptakan pendekatan yang khusus dan ramah anak jika anak-anak diharapkan dapat mewujudkan 
hak-hak mereka dan memenuhi potensi mereka. Seruannya untuk bertindak menyoroti tiga prioritas untuk 
memperkuat keadilan bagi anak-anak:

	� Memajukan keadilan sebagai faktor yang bisa mendukung perkembangan anak dengan memberikan 
akses dan dukungan yang setara kepada semua anak yang membutuhkan layanan sistem peradilan, 
mencegah kontak yang tidak perlu dengan sistem peradilan termasuk melalui pendekatan informal, dan 
memastikan hak atas identitas hukum untuk semua anak.

	� Mempercepat tindakan melalui saluran implementasi yang mencegah semua bentuk kekerasan 
terhadap anak-anak, melindungi hak-hak anak yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata atau 
kelompok kriminal lainnya, serta membatasi perampasan kebebasan anak-anak atas keadaan luar biasa.

	� Membangun dan mempertahankan fondasi untuk perubahan dengan mengadopsi pendekatan 
multi-sektoral untuk perlindungan anak, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam keputusan yang 
memengaruhi kehidupan mereka, mengamankan komitmen politik berkelanjutan untuk keadilan 
berkualitas tinggi bagi anak-anak, dan memastikan respons didasarkan pada standar internasional dan 
kebijakan berbasis bukti.

Keadilan bagi semua
Kelompok lain yang tertinggal oleh sistem keadilan meliputi:

	� Orang-orang penyandang disabilitas, yang menghadapi diskriminasi di tempat kerja, di tangan pihak 
berwenang, di komunitas mereka, dan di rumah mereka. Survei di Australia, misalnya, telah menemukan 
bahwa mereka yang menyandang disabilitas memiliki kebutuhan keadilan terbesar dibandingkan dengan 
kelompok yang kurang beruntung lainnya.160 

	� Orang-orang dari etnis minoritas, yang menghadapi ketidakadilan sistemik di semua negara, termasuk di 
tangan lembaga-lembaga keadilan. Pelapor Khusus PBB untuk bentuk-bentuk rasisme kontemporer telah 
menemukan penggunaan profil etnis dan ras secara gigih dan meluas oleh lembaga-lembaga keadilan di 
negara-negara di seluruh dunia, merusak “hubungan yang sudah lemah antara lembaga penegak hukum 
dan komunitas minoritas.”161 

	� Migran, pengungsi, dan orang-orang tanpa kewarganegaraan, yang menghadapi hukum diskriminatif 
dan seringkali memiliki sedikit akses yang memadai terhadap layanan keadilan, meskipun memiliki 
kebutuhan keadilan yang mendesak dan kompleks. Banyak pengungsi yang tidak mendapat perlakuan 
adil terkait perumahan dan pekerjaan. Mendapatkan dokumentasi hukum seringkali merupakan 
tantangan besar.162  

	� Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/Transeksual dan Interseks (LGBTI+)  menghadapi tingkat 
ketidakadilan yang tidak proporsional. Di beberapa negara, mereka menghadapi risiko kekerasan yang 
begitu tinggi di tangan keluarga, komunitas, dan pihak berwenang sehingga untuk melakukan penelitian 
atas kebutuhan keadilan mereka menjadi tidak mungkin.
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Membangun 
Masyarakat yang 

Adil 
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Untuk membangun masyarakat yang adil, kita harus 
menyelesaikan masalah-masalah keadilan, mencegah 
agar tidak terjadi ketidakadilan, dan menggunakan 
sistem peradilan untuk menciptakan peluang bagi 
masyarakat.
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Bab 3 

Memecahkan Masalah-
masalah Keadilan

Di masa lalu, reformasi peradilan terutama 
berfokus pada bangunan, proses dan lembaga, 

tetapi pendekatan ini gagal untuk mengatasi 
kesenjangan keadilan bagi miliaran orang.

Pendekatan yang berpusat pada orang pada 
reformasi peradilan dimulai dengan apa 
yang menjadi kebutuhan masyarakat dan 
bertujuan untuk menyelesaikan masalah-
masalah keadilan yang paling berarti 
bagi mereka.

Keadilan yang berpusat pada orang 
memberdayakan orang untuk mencari 
solusi dan menyediakan bagi mereka 
layanan berkualitas sepanjang proses 
perjalanan keadilan mereka.

Kita dapat membantu lebih banyak 
orang untuk mencapai suatu tujuan 
jika mereka yakin bahwa masalah 
mereka diselesaikan secara adil.
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Agar efektif dan kredibel, sistem peradilan harus membantu 
orang memecahkan masalah keadilan mereka. Satuan Tugas telah 
menunjukkan bahwa sistem peradilan saat ini tidak memenuhi 
tugas ini.

Bahwa ada 1,5 miliar orang yang memiliki masalah keadilan yang 
belum terselesaikan sudah semestinya mendorong kita untuk 
mengambil tindakan. Ketika sebagian besar dari anak-anak tidak 
bersekolah atau bahkan tidak mempelajari hal-hal yang mendasar 
ketika mereka bersekolah, para pemimpin pendidikan dunia 
secara tepat menyerukan panggilan untuk mengambil tindakan 
mengatasi “krisis pembelajaran global.”163 Ketika prevalensi 
penyakit seperti diabetes telah berkembang empat kali lipat, 
para pemimpin di bidang kesehatan bekerja untuk membangun 
konsensus mengenai intervensi-intervensi yang paling mungkin 
dilakukan untuk membalikkan kecenderungan ini.

Kita juga membutuhkan komitmen serupa untuk perubahan 
transformatif di sektor keadilan. Saat ini, sebagian besar 
masalah keadilan tidak terselesaikan. Bagaimana kita bisa mulai 
memecahkan proporsi masalah yang jauh lebih penting bagi orang? 

Mentransformasi 
Keadilan
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Memahami Masalah-masalah 
Keadilan
Terlepas dari perbedaan-perbedaan di antara negara-negara dan 
keragaman sistem hukum, survei-survei memberitahu kita bahwa 
orang-orang di seluruh dunia mengalami banyak jenis masalah 
keadilan yang sama.

Hal ini tidak mengejutkan. Kebutuhan akan keadilan 
mencerminkan hubungan-hubungan orang dengan keluarga dan 
komunitas mereka. Kebutuhan akan keadilan ini dibentuk oleh 
perilaku bisnis dan pemerintah mereka. Dan hal itu dipengaruhi 
oleh perbedaan kesempatan, kekayaan, dan kekuasaan.

Analisis data survei dari seluruh dunia menunjukkan kepada kita 
bahwa ada enam area yang bertanggung jawab atas sebagian 
besar dari masalah-masalah keadilan:164

1.	 Sekitar satu dari lima orang memiliki masalah 
terkait dengan kekerasan dan kejahatan.165 
Mereka yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan serius 
memiliki kebutuhan paling mendesak akan keadilan. Kekerasan 
berkisar dari pelecehan yang terlihat sangat jelas – misalnya, 
ketika kejahatan terorganisir menyerang sebuah komunitas 
– hingga sebagian besar kekerasan yang tersembunyi, seperti 
kekerasan dalam rumah tangga dan anak. Seringkali kekerasan 
tidak dilaporkan, sehingga angka ini cenderung dianggap remeh.

2.	 Hampir seperempat dari orang-orang terlibat dalam 
perselisihan berkenaan dengan rumah, tanah atau 
tetangga. 
Di banyak negara, perselisihan tentang batas-batas atau hak 
guna tanah merupakan bagian terbesar dari masalah-masalah 
ini. Di tempat lain, konflik dengan tetangga tentang kebisingan, 
sampah, tempat parkir atau ternak mendominasi. Sengketa 
antara pemilik-penyewa, sementara itu, sering terjadi bahkan di 
negara-negara di mana hukum yang mengatur kontrak dibuat 
dengan baik.

3.	 Hampir sepertiga dari orang-orang memiliki 
masalah hukum terkait dengan uang dan hutang, 
atau sebagai konsumen. 
Mereka mengalami kesulitan membayar uang yang terhutang 
atau mengembalikan uang yang dipinjamkan. Mereka menjual 
produk atau jasa tetapi tidak menerima pembayaran untuk itu. 
Mereka harus berjuang sehubungan dengan gangguan pasokan 
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listrik atau air, atau sehubungan dengan sambungan telepon 
mereka. Atau mereka harus berjuang untuk bisa mendapatkan 
pemulihan karena penyediaan jasa atau barang konsumsi yang 
buruk atau tidak berfungsi.

4.	Satu dari lima orang memiliki masalah terkait akses 
untuk mendapatkan layanan publik.
Banyak yang tidak dapat menerima layanan kesehatan, 
pendidikan, air, sanitasi, listrik, dan pembayaran tunjangan. 
Banyak juga yang tidak dapat memperoleh akta kelahiran 
untuk anak-anak mereka, kartu identitas untuk diri mereka 
sendiri, atau dokumentasi lain yang diperlukan untuk 
membuktikan kewarganegaraan, kependudukan atau status 
imigrasi, dan untuk mengakses layanan yang mereka butuhkan.

5.	 Hampir satu dari 11 orang terlibat dalam perselisihan 
keluarga. 
Masalah-masalah hukum mereka terkait dengan perceraian 
dan pemisahan, pembayaran tunjangan anak, konflik atas 
surat wasiat, dan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa 
dari perselisihan ini hanya melibatkan dalam lingkungan satu 
rumah tangga itu saja; sementara yang lain meluas hingga 
melibatkan keluarga-keluarga lainnya dalam keluarga besarnya. 
Perempuan dan anak-anak menderita secara tidak proporsional 
dari masalah-masalah ini, dan ketidakberdayaan mereka dapat 
membuat mereka lebih sulit untuk pulih dari dampaknya. 

6.	Satu dari 12 orang memiliki kebutuhan hukum 
terkait dengan pekerjaan atau bisnis mereka. 
Mereka tidak menerima upah atau tunjangan, pemutusan 
hubungan kerja secara tidak adil, atau mengalami pelecehan – 
secara seksual atau lainnya – atau terpapar risiko kesehatan dan 
keselamatan di tempat kerja. Yang lainnya menghadapi masalah 
pelecehan atau suap oleh pihak berwenang, atau menghadapi 
kesulitan mendapatkan izin kerja atau masalah yang terkait 
dengan pekerjaan di sektor informal.

Tingkat pentingnya masalah-masalah ini relatif dan berbeda 
antar negara, tentu saja. Ketika tingkat kejahatan tinggi, orang 
sangat membutuhkan perlindungan dari kekerasan. Sifat dan 
frekuensi pertikaian keluarga berbeda dari satu budaya ke budaya 
lain. Situasinya sangat dipengaruhi oleh norma gender dan oleh 
pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Banyak perselisihan 
terbentuk oleh sifat kehidupan ekonomi. Di lingkungan 
masyarakat yang hidup dengan bertani, misalnya, ada lebih banyak 
perselisihan mengenai tanah.166 Saat negara-negara tumbuh 
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Individu Struktural

Kekerasan dan kejahatan, di ruang publik, di 
tempat kerja, dan di rumah

Konflik kekerasan, rasa tidak aman, dan 
kejahatan terorganisir

Seorang ibu melihat pembunuh putranya di 
jalan setiap hari, namun ia tidak dihukum

Orang tidak berani meninggalkan rumah 
mereka di malam hari karena geng 
mengendalikan lingkungan mereka

Sengketa atas rumah atau tanah, atau  
konflik dengan tetangga

Perampasan tanah dan perselisihan atas 
pemanfaatan sumber daya alam

Sebuah keluarga diusir dari rumah mereka 
dan tidak punya tempat lain untuk bernaung

Anak-anak sakit karena pencemaran yang 
bersumber dari pabrik setempat 

Perselisihan keluarga, misalnya seputar 
perceraian dan warisan

Diskriminasi terhadap perempuan atau 
terhadap kelompok rentan

Perceraian pasangan berakhir dengan 
pertengkaran sengit dan anak-anak mereka 

terperangkap di tengah pertengkaran

Seorang perempuan tidak dapat 
mendaftarkan usahanya karena hukum 
mensyaratkan izin dari suaminya

Masalah di tempat kerja, baik sebagai 
karyawan atau pemilik usaha Kondisi kerja yang tidak aman atau kasar

Seorang perempuan muda tidak dipromosikan 
setelah dia menolak proposal “romantis” dari 

bosnya

Sebuah pabrik yang melanggar peraturan 
bangunan runtuh, menyebabkan korban mati 
dan melukai banyak pekerja

Masalah dengan uang dan hutang, atau 
masalah konsumen

Pelanggaran oleh perusahaan dan kegagalan 
regulasi pasar

Seorang lelaki tua dilecehkan oleh penagih 
hutang untuk perjanjian yang tidak dia ingat 

telah ditandatangani olehnya

Sebuah perusahaan mendistribusikan obat-
obatan palsu melalui klinik setempat

Kesulitan terkait dengan akses dan kualitas 
layanan publik

Diskriminasi dalam penyediaan layanan 
publik

Sebuah keluarga tidak dapat memiliki 
sambungan jaringan listrik tanpa membayar 

suap

Seorang anak lelaki dan anak perempuan 
bersaudara tidak dapat mendaftar ke sekolah 
karena mereka termasuk dalam kelompok 
minoritas

Masalah-masalah keadilan yang paling umum dilaporkan 
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perekonomiannya menjadi lebih banyak transaksi ekonomi, 
perselisihan terkait dengan masalah-masalah konsumen menjadi 
lebih umum.

Beban ketidakadilan juga sangat bervariasi di dalam setiap 
negara. Mexico City memiliki lebih dari 2.000 kotamadya, tetapi 
seperempat dari semua kejahatan terjadi hanya di empat di 
antaranya.167 Di Bogotá, Kolombia, 99 persen pembunuhan terjadi 
hanya di 1 persen jalan-jalannya.168 Di Minneapolis di AS, setengah 
dari panggilan permintaan bantuan ke polisi datang dari hanya 3 
persen dari lingkungan-lingkungannya.169 

Dalam menyelesaikan masalah-masalah keadilan, negara-negara 
menggunakan tradisi hukum yang berbeda. Seperti yang kita lihat 
di bagian pertama laporan ini, negara-negara miskin memiliki 
kendala sumber daya yang signifikan, sementara negara-negara 
yang terkena dampak konflik harus mulai merekonstruksi kapasitas 
mereka untuk dapat memberikan layanan keadilan dasar.

Konteks, dengan kata lain, sangat berarti. Tetapi dengan memulai 
dengan jenis-jenis masalah yang paling umum, kita dapat melacak 
perjalanan yang saat ini diambil oleh para pencari keadilan dan 
mengembangkan strategi-strategi untuk memperbaikinya. Kita 
juga dapat mengidentifikasi apa yang saja juga menjadi masalah 
di berbagai negara dan di berbagai jenis masalah keadilan, dan 
menyoroti di mana solusi-solusi khusus diperlukan.

Untuk indeks dari semua 
contoh yang dikutip dalam 
laporan ini, lihat “Apa yang 
Berhasil di Seluruh Dunia” 
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Perjalanan Keadilan  
yang Lebih Baik
Ketika orang-orang ditanya bagaimana mereka ingin masalah-
masalah keadilan ini diselesaikan, maka akan muncul tema umum.

Para korban kekerasan dan kejahatan ingin didengarkan ketika 
mereka membuat laporan, dan agar kasus mereka ditangani 
dengan lebih peka170 Mereka menginginkan penyelidikan yang layak 
dan mendapatkan informasi mengenai perkembangannya selama 
proses berlangsung.171 Yang paling utama, mereka menginginkan 
penyelesaian dan – dalam banyak kasus – rekonsiliasi yang 
memungkinkan mereka untuk melanjutkan hidup mereka dan 
merasa aman di tengah-tengah komunitas mereka.172 Para korban 
kekerasan dan kejahatan tidak selalu tertarik pada pendekatan 
dengan pemberian hukuman. Bukti menunjukkan bahwa banyak 
yang lebih suka melihat investasi yang lebih besar berupa upaya 
pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelanggar daripada 
peningkatan pengeluaran untuk penjara.173

Para korban konflik, kekejaman massal, dan pelanggaran hak 
asasi manusia berskala besar lainnya mengungkapkan keinginan 
yang sama.174 Sebuah penelitian di Nepal di antara keluarga-
keluarga orang yang hilang selama konflik negara itu menemukan 
bahwa sekitar dua per tiga dari keluarga-keluarga menempatkan 
adalah sangat penting untuk mengetahui kebenaran mengenai 
apa yang telah terjadi pada kerabat mereka.175 Proporsi serupa 
menginginkan dukungan ekonomi atau bentuk-bentuk bantuan 
lainnya untuk melanjutkan kehidupan mereka. Kurang dari 
sepertiga responden menyatakan bahwa hukuman bagi para 
pelaku penghilangan paksa sebagai prioritas. Di Kamboja, 
sementara beberapa korban rezim Khmer Merah menginginkan 
hukuman, banyak yang lainnya ingin menceritakan kisah mereka, 
diakui, mendapatkan perbaikan, menjadi bagian dari proses 
rekonsiliasi, dan memberitahukan kepada dunia mengenai apa 
yang telah terjadi (lihat spotlight 2).176 

Bagi mereka yang memiliki perselisihan perdata atau administrasi, 
survei-survei kebutuhan hukum menunjukkan bahwa orang-
orang pada umumnya kurang tertarik pada penghakiman yang 
menitikberatkan pada kesalahan daripada upaya-upaya untuk 
menemukan solusi kooperatif.177 IDalam sengketa mengenai 
layanan publik, misalnya, mereka ingin mendapatkan akses 
ke layanan kesehatan yang selama ini menolak mereka atau 
permintaan maaf untuk hal-hal yang salah. Ketika terjadi 
perselisihan antara masyarakat setempat dan perusahaan 
pertambangan, mereka menginginkan solusi yang adil dan dapat 
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menggunakan hak mereka atas tanah di masa depan.178 Bahkan 
dalam perceraian yang gagal mencapai kesepakatan, biasanya 
tetap demi kepentingan terbaik mereka – dan tentunya demi 
kepentingan terbaik setiap anak – untuk membantu semua 
pihak bekerja sama untuk “membuat hukum keadilan mereka 
sendiri.”179 Orang-orang juga ingin diperlakukan secara adil ketika 
mereka mencari keadilan, melalui proses yang terjangkau, dapat 
dimengerti, dapat diakses, dan semulus mungkin.180 

Pencari keadilan mendapat manfaat dari pendekatan-pendekatan 
yang disesuaikan dengan kategori-kategori utama masalah yang 
kita bahas di bagian sebelumnya. 

Dukungan untuk mereka yang selamat dari kekerasan seksual, 
misalnya, dapat membantu membangun “layanan peradilan 
pidana yang cocok untuk para korban.”181 Pengadilan keluarga 
Kolkata telah memungkinkan kaum perempuan untuk 
“menyelesaikan perselisihan perkawinan melalui mediasi daripada 
menjadi terasing dalam proses hukum dengan bahasa hukum 
yang tidak mereka pahami jika mereka berdiri di sisi yang lain.”182 
Layanan keadilan yang ramah bagi anak-anak dapat membantu 
memenuhi kebutuhan anak-anak baik sebagai pencari keadilan 
maupun ketika mereka melakukan perilaku yang melanggar 
hukum.183 Prosedur untuk klaim-klaim ringan melindungi para 
konsumen dengan memungkinkan penyelesaian sengketa 
yang cepat dan murah dalam perkara bisnis.184 Sistem peradilan 
informal seringkali dapat lebih mudah mencapai konsensus 
dalam sengketa tanah, memberikan saran solusi restoratif, dan 
mendorong tercapainya rekonsiliasi.185

Ketika kita menganggap masalah-masalah keadilan orang 
sebagai titik awal, kita didorong untuk memikirkan bagaimana 
merancang perjalanan yang lebih baik berangkat dari masalah itu 
hingga sampai ke penyelesaiannya. Bagian yang penting adalah 
tujuannya (apakah pencari keadilan mencapai penyelesaian yang 
memuaskan?) Dan perjalanan itu sendiri (apakah pencari keadilan 
diperlakukan dengan adil di sepanjang perjalanan?).

Gagasan tentang suatu perjalanan keadilan mendorong kita 
untuk memikirkan kembali pemahaman kita tentang sistem 
peradilan. Jika mengambil lembaga-lembaga yang ada saat ini 
sebagai titik awal, kita hanya akan membatasi berbagai aktor yang 
dapat membantu memecahkan masalah-masalah keadilan dan 
mempersempit ruang lingkup solusi yang tersedia. Perjalanan 
menuju keadilan dapat mengambil banyak jalur jalan yang 
bisa ditempuh. Seorang pencari keadilan dapat mengandalkan 
bantuan dari luar sektor keadilan. Organisasi-organisasi masyarakat 
sipil mungkin bisa menjadi pilihan yang lebih baik daripada 
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layanan keadilan publik yang disediakan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Solusi-solusi yang paling tepat mungkin 
datang bukan dari pengadilan tetapi bisa dari penyedia keadilan 
informal atau alternatif.

Jika ada lebih banyak mitra yang berperan dalam menyediakan 
keadilan, maka akan ada lebih banyak masalah yang bisa 
diselesaikan. Kepemimpinan yang inspirasional, standar dan 
regulasi yang jelas, dan mekanisme akuntabilitas yang efektif 
dapat memungkinkan sistem keadilan yang lebih beragam untuk 
mencapai potensi penuhnya.

Untuk lebih memahami perjalanan keadilan, kita memecahnya 
menjadi tiga tahap:

1.	 Masyarakat dan komunitas-komunitas  diberdayakan sehingga 
mereka dapat bertindak ketika muncul kebutuhan hukum.

2.	 Mereka memiliki akses untuk mendapatkan layanan peradilan 
yang berpusat pada orang yang responsif terhadap kebutuhan 
mereka.

3.	 Mereka dapat mencapai penyelesaian yang adil  atas masalah-
masalah mereka, sehingga mendapatkan keadilan yang telah 
meningkat secara berarti dan terukur.



Memberdayakan orang  
dan komunitas

Membantu orang-orang memahami hukum

Mendukung orang-orang untuk mencari solusi

Investasi bantuan hukum untuk mereka yang 
paling rentan

Meningkatkan partisipasi di bidang keadilan

Akses untuk mendapatkan layanan 
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Dengan mengambil masalah keadilan rakyat sebagai 
titik awal, maka negara dapat merancang perjalanan 
keadilan yang lebih baik yang membantu lebih banyak 
orang mencapai tujuan di mana mereka yakin masalah 
mereka telah diselesaikan secara adil.
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Memberdayakan orang dan 
komunitas
Perjalanan keadilan dimulai dengan memberdayakan orang-orang 
sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah keadilan 
mereka untuk diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan komunitas 
mereka.

Pemberdayaan hukum membantu orang-orang memahami 
dan menggunakan hukum.186 Ini memungkinkan mereka 
untuk mengenali masalah-masalah hukum ketika masalah-
masalah tersebut muncul dan melengkapi diri mereka dengan 
keterampilan dan kepercayaan diri untuk mengambil tindakan.187 

Informasi yang mudah diakses dan nasihat yang baik adalah 
penting, tetapi pemberdayaan lebih dari sekadar memperbaiki 
kekurangan dalam hal memiliki pengetahuan tentang 
hukum. Mereka yang membutuhkan keadilan sering berada di 
bawah tekanan besar dan bergulat dengan kebutuhan yang 
mendesak dan tumpang tindih. Orang-orang yang rentan sangat 
membutuhkan bantuan dan dukungan secara substansial jika 
mereka ingin melindungi hak-hak mereka.

Model pemberdayaan hukum yang lebih dinamis melakukan 
investasi dalam bentuk organisasi-organisasi yang mengakar 
di masyarakat dan cukup dekat dengan orang-orang untuk 
memahami kebutuhan-kebutuhan hukum mereka dan 
konteksnya di mana kebutuhan-kebutuhan tersebut muncul. 
Model pemberdayaan ini menantang lembaga-lembaga peradilan 
untuk menjadi lebih terbuka dan responsif terhadap warga dan 
masyarakat saat mereka memiliki kebutuhan mencari keadilan. 
Dan juga secara aktif memajukan inklusi dengan memasukkan 
kelompok-kelompok yang secara historis memiliki akses paling 
kecil untuk bisa mendapatkan keadilan.

Satuan Tugas telah mengidentifikasi empat prioritas untuk dapat 
meningkatkan pemberdayaan:

1.	 Membantu orang-orang memahami hukum 

2.	 Mendukung orang-orang untuk mencari solusi

3.	 Investasi bantuan hukum bagi mereka yang paling rentan

4.	 Meningkatkan partisipasi dalam keadilan
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Membantu orang-orang memahami 
hukum
Orang-orang akan menjadi lebih diberdayakan 
ketika mereka mengetahui apa yang menjadi 
hak-hak mereka dan merasa mampu untuk 
menindaklanjutinya. Nasihat independen dapat 
disediakan oleh berbagai aktor, termasuk mereka 
yang bekerja di luar sektor peradilan formal. Paralegal 
beroperasi dalam komunitas dan menawarkan 
bantuan yang sangat efektif secara biaya.188 Layanan 
dan saluran bantuan nasihat untuk warga dapat 
menggunakan algoritme dan “alat-alat pilihan” lainnya 
untuk menyediakan nasihat yang konsisten kepada 
lebih banyak orang. Serikat pekerja membantu 
mencegah perselisihan di tempat kerja harus 
diselesaikan di pengadilan. Layanan spesialis memiliki 
keahlian untuk mendukung kelompok-kelompok 
rentan untuk membuat keputusan-keputusan yang 
efektif.189

Paralegal dengan mengendarai sepeda motor di pedesaan 
Liberia telah memberikan dukungan sehingga dapat 
menjangkau 160 desa. Mereka melakukan sesi-sesi 
pendidikan masyarakat dan membantu penduduk desa 
untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan.190 

Mendukung orang-orang untuk 
mencari solusi
Sementara banyak perselisihan dapat diselesaikan 
tanpa dukungan pihak ketiga, orang-orang yang 
memiliki masalah yang lebih rumit perlu navigator 
untuk memandu mereka dalam menjalani proses 
mencapai keadilan. Ini adalah peran tradisional para 
pengacara, tetapi nasihat dari pengacara terlalu 
mahal bagi sebagian besar orang.191Sebagai alternatif 
paralegal dapat berperan sebagai navigator,192 
vuntuk memberikan layanan dukungan korban dan 
saksi,193 dan layanan panduan bagi para pihak yang 
terlibat perkara yang tidak terwakili melalui kasus 
pengadilan.194 rogram-program pemantauan dapat 
mendukung orang-orang dari kelompok-kelompok 
berisiko yang melakukan tindakan pelanggaran 
hukum, tidak hanya selama dalam proses hukum 
tetapi juga selama berada dalam penjara dan selama 
dalam proses masuk kembali ke masyarakat.195

Di Nuevo León, Meksiko, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos 
Humanos memberikan dukungan hukum kepada para 
tahanan dan keluarga mereka, membantu dalam kasus-kasus 
pengadilan dan mendidik para tahanan tentang hukum 
dan prosedur yang relevan. Organisasi ini juga melakukan 
pemantauan atas hak asasi manusia di dalam penjara, 
dan bekerja dengan keluarga dan para tahanan untuk 
mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran.196 

Investasi bantuan hukum untuk 
mereka yang paling rentan
Para pihak yang berperkara yang rentan untuk 
memiliki kebutuhan hukum yang serius biasanya 
juga akan membutuhkan dukungan keuangan.197 
Bantuan hukum sangat penting bagi mereka yang 
menghadapi penuntutan pidana sementara mereka 
tidak mampu membayar pembelaan untuk diri 
mereka sendiri. Orang-orang yang berperkara dan 
paling miskin juga membutuhkan bantuan hukum 
untuk kasus-kasus perdata yang serius, terutama 
yang melibatkan anak-anak atau perempuan yang 
berisiko mengalami kerugian. Program-program 
bantuan hukum yang dirancang dengan baik 
akan memberikan insentif untuk dapat mengatasi 
masalah yang mendasarinya. Program-program 
bantuan tersebut akan mendapatkan penggantian 
biaya melalui manfaat-manfaat yang mencakup 
pengurangan waktu di pengadilan atau penjara dan 
peningkatan kualitas hasil kehidupan yang dihasilkan 
dari penyelesaian kasus secara lebih cepat.198  

Klinik bantuan hukum didirikan di Ekuador untuk 
memberikan bantuan kepada kaum perempuan 
berpenghasilan rendah dan anak-anak. Pekerjaan yang 
telah mereka lakukan ini berhasil mengurangi kekerasan 
dalam rumah tangga sebesar 17 persen setelah perceraian 
dan meningkatkan kemungkinan klien perempuan akan 
menerima tunjangan anak sebesar 10 persen.199

Meningkatkan partisipasi di bidang 
keadilan
Orang-orang lebih cenderung merasa 
diberdayakan ketika sistem peradilan lebih 
representatif dan beragam. Partisipasi luas 
meningkatkan harapan masyarakat bahwa 
mereka akan diperlakukan secara adil dan 
dapat membangun dukungan untuk supremasi 
hukum di antara masyarakat.200 Kebijakan 
ketenagakerjaan yang inklusif diperlukan 
untuk meningkatkan keragaman di lembaga-
lembaga peradilan, tetapi ada peran-peran lain 
yang memberi orang peran dalam penyediaan 
keadilan – sebagai aktivis dan paralegal, 
mediator komunitas, juri sukarela atau hakim, 
dan sebagainya. 

Para relawan berbasis komunitas dari LSM RENEW di 
Bhutan bekerja dengan para tetua setempat dan polisi 
untuk menanggapi laporan kekerasan dalam rumah tangga. 
Korban sering merasa lebih nyaman melaporkan kepada 
relawan masyarakat daripada kepada pihak berwenang. Para 
sukarelawan ini dilatih untuk menjadi pemecah masalah 
fasilitatif “berdasarkan gender”. Mereka menggunakan 
pendekatan pembangunan konsensus untuk membantu 
para pihak mencapai kesepakatan.201
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Akses untuk mendapatkan layanan 
keadilan yang berpusat pada orang 
Keadilan merupakan layanan publik yang penting, tetapi secara 
tradisional tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan masyarakat dengan cara yang ramah pengguna. 
Lembaga-lembaga peradilan seringkali berbiaya mahal, tidak 
dapat diakses secara fisik, atau mengintimidasi secara psikologis 
dan budaya. Beberapa di antaranya merupakan gabungan dari 
semuanya. Kondisi ini menghalangi para warga yang sebenarnya 
berdaya secara hukum untuk mengakses layanan yang mereka 
butuhkan.

Sistem peradilan yang lebih responsif akan memberikan layanan 
yang didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan orang sesuai apa 
yang mereka ungkapkan. Sistem peradilan yang responsif akan 
bersifat terbuka, dapat diakses, dan menyambut semua kelompok, 
termasuk mereka yang paling rentan. Sistem ini akan memastikan 
bahwa orang-orang diberikan informasi tentang opsi-opsi yang 
mereka miliki pada setiap tahap perjalanan keadilan, dan akan 
menggunakan triase dan penunjuk arah untuk mengarahkan 
mereka ke bagian sistem yang paling tepat di setiap tahapnya. 
Dan sistem ini juga akan menggunakan teknologi untuk 
menjangkau lebih banyak orang dan memperlancar proses 
peradilan.

Pemerintah harus mendukung peningkatan keragaman 
penyediaan layanan. Untuk keperluan keragaman ini mungkin 
harus mengakhiri monopoli, dan membuka penyediaan layanan 
oleh paralegal atau mediator berbiaya rendah lainnya, atau ke 
generasi baru layanan hukum digital. Mekanisme-mekanisme baru 
akan sering dibutuhkan untuk membiayai dan mendukung para 
penyedia layanan non-tradisional yang secara signifikan dapat 
meningkatkan akses.

Empat langkah mendasar untuk meningkatkan akses untuk 
mendapatkan layanan yang sesuai:

1.	 Mempercepat dan menyederhanakan proses

2.	 Mendukung jalur alternatif menuju keadilan

3.	 Menyediakan layanan satu atap

4.	 Menyesuaikan layanan dengan kebutuhan keadilan
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Mempercepat dan menyederhanakan 
proses
Intervensi awal untuk menyelesaikan suatu masalah 
dapat menghasilkan penghematan besar dalam segi 
waktu dan biaya. Proses yang lebih sederhana dan 
bahasa yang lugas membuat proses keadilan lebih 
mudah dipahami, dan sekaligus juga mendukung 
keputusan-keputusan yang lebih baik sepanjang 
perjalanan keadilan. Data diperlukan untuk melacak 
aliran kasus melalui sistem peradilan, mengidentifikasi 
kemacetan-kemacetan dan faktor-faktor pendorong 
keruwetan yang tidak perlu.202 Alternatif-alternatif 
dibutuhkan untuk mencapai terwujudnya keadilan 
yang lebih cepat bagi tiga juta orang yang berada 
di penjara menunggu persidangan mereka.203 
Pemerintah-pemerintah juga harus menghadapi 
masalah penyelewenangan insentif keuangan 
yang mengakibatkan proses-proses menjadi 
berkepanjangan dan suram.

Sistem abunzi berbasis masyarakat di Rwanda 
memanfaatkan sukarelawan lokal terlatih untuk menengahi 
perselisihan, yang sebagian besar terkait dengan tanah. 
Hanya seperempat dari perselisihan yang diadilinya 
kemudian dilanjutkan ke sistem peradilan formal.204

Mendukung jalur-jalur alternatif 
menuju keadilan
Pendekatan-pendekatan adversarial yang 
menghadirkan argumentasi dari dua pihak yang 
berselisih dalam keadilan malah akan meningkat 
perselisihan daripada menyelesaikannya, yang 
sementara itu juga meningkatkan stres yang dialami 
oleh mereka yang terlibat. Metode-metode alternatif 
penyelesaian sengketa akan memberikan lebih banyak 
keadilan kepada orang-orang dengan biaya yang 
lebih rendah, yang sementara itu juga menghemat 
biaya pengadilan untuk kasus-kasus paling serius. 
Metode-metode alternatif juga meningkatkan tingkat 
kepuasan.205 Skema keadilan restoratif, misalnya, 
memiliki efek positif dalam membatasi tingkat 
pengulangan, memberikan rasa kepuasan dan keadilan 
kepada para korban, dan mengurangi gejala stres pasca-
trauma.206 Keputusan siding peradilan yang bersifat 
pengalihan juga dapat mengurangi pengulangan, serta 
penggunaan narkoba dan perilaku merugikan lainnya.207 
Sementara itu, polisi dapat memainkan peran penting 
pengurangan eskalasi di dalam masyarakat jika mereka 
memiliki keterampilan yang tepat.208 

Di Australia, program keputusan sidang peradilan yang bersifat 
pengalihan diberikan untuk mendorong para terdakwa 
yang memiliki masalah narkoba untuk menjalani perawatan 
sebelum persidangan mereka (dengan penyelesaian 
pengobatan yang berhasil diperhitungkan sebagai bagian dari 
masa hukuman) telah mengurangi penggunaan narkoba dan 
tingkat pengulangan kembali.209

Menyediakan layanan satu atap
Pusat-pusat peradilan masyarakat menyediakan 
berbagai layanan peradilan di bawah satu atap. Pusat-
pusat tersebut juga sering memberikan jenis-jenis 
dukungan lainnya, memberikan nasihat kepada kaum 
perempuan yang rentan mengenai manfaat-manfaat 
yang disediakan oleh pemerintah, misalnya, atau 
membantu mereka mengatasi trauma. Menyediakan 
berbagai layanan di satu tempat memberdayakan 
orang untuk memulai perjalanan keadilan mereka, dan 
membuatnya lebih mungkin bagi mereka untuk akan 
dapat menemukan solusi karena layanan ini mengatasi 
masalah-masalah mendasar yang mereka alami. Pusat-
pusat dengan multidisiplin ini dapat secara independen 
ditempatkan atau diselenggarakan di dalam suatu 
pengadilan atau lembaga lainnya yang ada seperti 
rumah sakit atau klinik kesehatan. Layanan tatap muka 
dapat dilengkapi dengan telepon atau saran online.

90 Centros de Acceso a la Justicia di Argentina (Akses ke 
Pusat-pusat Keadilan) menyediakan layanan hukum dan 
komunitas yang komprehensif bagi komunitas setempat. 
Setiap pusat memiliki tim pengacara, psikolog, pekerja 
sosial, dan mediator komunitas yang menawarkan respons 
holistik terhadap masalah-masalah terkait keadilan dengan 
menyediakan layanan-layanan tambahan.210

Menyesuaikan layanan sesuai dengan 
kebutuhan keadilan
Layanan-layanan khusus memberikan kecocokan yang 
lebih baik untuk masalah-masalah keadilan masyarakat 
dan lebih mungkin dapat memenuhi kebutuhan 
mereka. Layanan-layanan khusus dapat disesuaikan 
dengan jenis utama masalah-masalah keadilan – 
ketenagakerjaan  atau tanah, misalnya – atau dapat 
memberikan layanan yang lebih berkualitas dan lebih 
sensitif untuk kelompok-kelompok sasaran (seperti 
anak-anak, atau perempuan yang menderita pelecehan 
dalam rumah tangga). Karena kasus-kasus memiliki 
fitur yang sama, para penyedia layanan akan lebih 
memahami masalah-masalah struktural serta pola-
pola psikologis yang terkait dengan kebutuhan khusus. 
Layanan-layanan spesialis dapat mengembangkan 
protokol dan pedoman berbasis bukti untuk para 
penyedia layanan, membuat proses-proses menjadi 
lebih konsisten dan efektif, sekaligus juga membuatnya 
terlihat jelas bagi para pencari keadilan mengenai apa 
yang dapat mereka harapkan.211 

Pusat Humura Burundi untuk Kekerasan Berbasis Gender 
memberikan kepada mereka yang selamat dengan perawatan 
medis, dukungan psikososial, dan polisi serta nasihat hukum. 
Layanan ini mampu memproses kasus-kasus rata-rata lima kali 
lebih cepat daripada kasus-kasus yang ditangani di tempat 
lain melalui sistem peradilan212
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Hasil yang adil
Pada akhirnya, sistem peradilan harus dinilai berdasarkan apakah 
sistem tersebut mampu memberikan kemajuan yang berarti 
menuju keadilan bagi semua.

Untuk individu-individu, ini berarti penyelesaian yang memuaskan 
untuk suatu masalah. Orang-orang yang ada dalam perjalanan 
proses keadilan memberi nilai tinggi pada kualitas perlakuan yang 
mereka terima.213 Sistem peradilan akan sering menerima penilaian 
yang sebaliknya jika mereka merasa telah didengarkan, dipahami, 
dan diperlakukan dengan adil.214 Memahami harapan-harapan, 
pengalaman-pengalaman, dan perasaan-perasaan emosi individu-
individu, merancang layanan berkenaan dengan kehidupan 
masyarakat, dan kemudian melacak apakah hasil-hasil positif yang 
dicapai sangat penting untuk meningkatkan sistem peradilan.215 

Hasil-hasil yang lebih adil bagi individu-individu akan 
diterjemahkan sebagai manfaat-manfaat sosial dan ekonomi 
yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat, yang sekaligus 
juga berkontribusi untuk inklusi yang lebih besar dan mengurangi 
ketidaksetaraan. Jika hasil-hasil yang adil dapat dicapai, ini 
akan mengarah pada pengurangan kekerasan dan terciptanya 
komunitas yang lebih damai.

Penting untuk mengukur kemajuan menuju pencapaian hasil-
hasil yang adil. Sistem peradilan membutuhkan rasa tanggung 
jawab baru atas orang-orang yang mereka layani. Pendekatan 
berbasis bukti yang mengajukan pertanyaan kepada mereka 
yang terlibat dalam proses peradilan mengenai persepsi mereka 
tentang kewajaran perlakuan dan pengalaman mereka dalam 
proses peradilan diperlukan untuk mempertahankan agar para 
penyedia layanan memperhitungkan dan memberi mereka 
umpan balik mengenai layanan yang mereka berikan.

Satuan Tugas merekomendasikan empat langkah untuk 
meningkatkan kewajaran perlakuan.

1.	 Memenuhi standar-standar hak asasi manusia

2.	 Menawarkan pemulihan yang tepat

3.	 Mengumpulkan dan menyebarkan data hasil-hasil

4.	 Membangun mekanisme pengaduan yang efektif
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Memenuhi standar-standar hak asasi 
manusia
Memastikan bahwa layanan yang mereka berikan 
memenuhi standar-standar internasional mengenai 
hak asasi manusia yang fundamental selama proses 
perjalanan keadilan adalah sangat penting bagi para 
penyedia keadilan. Semua negara harus memperkuat 
hak-hak atas kebebasan dan rasa aman, dan atas 
persidangan yang adil berdasarkan praduga tidak 
bersalah dan standar-standar yang mendukung 
penyajian suatu pembelaan.216 Memastikan bahwa 
penegakan hukum konsisten dengan hak asasi 
manusia merupakan prioritas penting selanjutnya. 
Organisasi-organisasi hak asasi manusia dan pembela 
keadilan masyarakat sipil lainnya dapat memainkan 
peran dalam menekan untuk tercapainya hasil-hasil 
yang adil dalam hal di mana keputusan-keputusan 
tidak sesuai dengan standar-standar hak internasional. 
Selain itu, dengan menghubungkan para penyedia 
peradilan formal dan informal, hak asasi manusia 
dapat menjadi lebih bermakna di tingkat lokal, dan 
jangkauan serta dampaknya meningkat.

Amnesti Internasional telah mengembangkan daftar sepuluh 
standar hak asasi manusia dasar yang harus diikuti oleh para 
petugas penegak hukum.217

Menawarkan pemulihan yang tepat
Keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam sidang 
peradilan harus didasarkan pada bukti tentang 
pengaruh hukuman dalam mengurangi tingkat 
pengulangan, mencegah kejahatan, dan mengakui 
dampak merugikan terhadap para korban. Ada 
banyak bukti yang menunjukkan bahwa keputusan 
alternatif lainnya dari pada hukuman penjara lebih 
efektif dalam banyak kasus, dan bahwa alternatif 
ini didukung atau bahkan lebih dipilih oleh para 
korban.218 Keputusan alternatif tersebut termasuk 
denda, penahanan di rumah, hukuman berbasis 
masyarakat, pemulihan antara pelaku dan korban, 
dan skema rehabilitasi.219 Dalam kasus-kasus perdata, 
orang-orang kurang tertarik untuk membagi-bagi 
kesalahan daripada upaya mencapai kesepakatan 
yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan 
normal mereka.220 Pemulihan yang terbaik adalah 
membangun kembali hubungan dan memulihkan 
harmoni dalam suatu komunitas.

Sebuah survei pada tahun 2016 terhadap para korban 
kejahatan di AS menemukan bahwa bahkan di antara 
para korban kejahatan dengan kekerasan, mayoritas besar 
memilih para penjahat dimintai pertanggungjawaban 
melalui “berbagai pilihan di luar penjara”.221

Mengumpulkan dan menyebarkan data 
hasil-hasil
Untuk menciptakan insentif yang tepat bagi sistem 
peradilan agar dapat memberikan hasil-hasil yang adil, 
data tentang efektivitas peradilan harus dikumpulkan 
dan tersedia untuk publik. Bukti bahwa keadilan 
meningkat mungkin terletak pada pengurangan 
pengulangan (karena kejengkelan terhadap perlakuan 
tidak adil dapat menjadi pendorong utama kejahatan), 
dalam mengurangi insiden kebutuhan hukum yang 
tidak terpenuhi, atau dalam hal tingkat stres yang 
berkurang dan peningkatan kesehatan mental di antara 
para pengadu dan terdakwa. Data tentang persepsi 
publik juga penting dalam menilai apakah sistem 
peradilan memberikan hasil-hasil yang adil.222 Analisis 
mengenai manfaat dan biaya, sementara itu, dapat 
membantu dalam menentukan apakah masyarakat 
secara keseluruhan menerima pengembalian yang adil 
dari investasi mereka di bidang keadilan.223 

Di Ohio, pergeseran pemberian jaminan sebagai perhitungan 
atas risiko yang ditimbulkan oleh para tahanan, daripada 
kemampuan mereka membayar surat jaminan, telah 
membuat hampir dua kali lipat jumlah terdakwa yang 
dibebaskan sebelum persidangan tanpa jaminan, dan 
mengurangi separuh jumlah yang ditahan kembali setelah 
dibebaskan.224

Membangun mekanisme pengaduan 
yang efektif
Berlawanan dengan apa yang dipercayai pada 
umumnya, orang-orang dapat merasa puas dengan 
hasil suatu kasus, dan melihat suatu hasil sebagai adil, 
bahkan sekalipun jika mereka kalah. Elemen-elemen 
kunci dalam menentukan kepuasan mereka termasuk 
persepsi independensi lembaga-lembaga peradilan 
dan sejauh mana kasus-kasus mereka ditangani secara 
serius. Penyedia keadilan harus menetapkan dan 
memenuhi standar-standar dasar yang terkait dengan 
kualitas proses, berdasarkan umpan balik masyarakat. 
Selain prosedur banding atas keputusan-keputusan 
hukum, mekanisme pengaduan yang efektif dan 
independen diperlukan untuk menangani pengaduan. 
Meningkatkan transparansi pengambilan keputusan 
– misalnya, dengan membuat rekaman video proses 
pengadilan atau menerbitkan dokumen “rute sampai 
pada putusan” – akan memfasilitasi proses pengaduan.

Standar-standar sebagaimana tercantum dalam Kerangka 
Internasional untuk Keunggulan Pengadilan dapat membantu 
sistem-sistem peradilan nasional dalam meningkatkan keadilan 
dan aspek kinerja lainnya, dan untuk membuat tolok ukur 
kemajuan terhadap yurisdiksi-yurisdiksi lain.225
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Bab 4 

Mencegah 
Ketidakadilan
Mengingat besarnya kesenjangan keadilan, kita 
harus mencegah masalah-masalah keadilan serta 
berupaya menyelesaikan masalah-masalah keadilan 
yang sudah terjadi.

Pencegahan akan mengurangi kerugian yang 
diderita orang dan sangat akan efektif secara biaya.

Pergeseran ke arah pencegahan memerlukan 
transformasi dalam sistem-sistem peradilan, karena 
peradilan berkolaborasi dengan sektor-sektor lain 
untuk mengatasi akar penyebab perselisihan dan 
mencegah kekerasan, konflik, dan pelanggaran hak 
asasi manusia.

Strategi-strategi pencegahan harus bertujuan 
untuk menciptakan sistem peradilan yang dapat 
dipercaya, mengatasi ketidakadilan struktural, dan 
menggunakan hukum untuk mengurangi risiko-
risiko ketidakadilan. 
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Kesenjangan keadilan sangat besar sehingga tidak bisa diatasi 
cukup hanya dengan menyelesaikannya setelah masalah-masalah 
tersebut terjadi. Kita juga harus bertindak untuk mencegah 
terjadinya masalah-masalah keadilan.

Pencegahan akan mengurangi jumlah orang yang menderita 
kerugian, dan akan memungkinkan sumber-sumber daya 
yang langka untuk didedikasikan untuk mampu memberikan 
tanggapan terhadap masalah-masalah keadilan yang paling serius 
dan sulit dipecahkan.

Pergesaran ini akan mendorong fokus yang baru pada 
akar penyebab ketidakadilan – “kesenjangan kesempatan, 
kekayaan, dan kekuasaan” yang disorot dalam Agenda 2030 
sebagai hambatan-hambatan dalam mencapai visinya untuk 
pembangunan berkelanjutan.226

Tetapi pencegahan adalah lebih dari sekedar pengurangan 
kerugian. Dengan memberikan perlakuan yang adil bagi semua, 
sistem peradilan yang efektif akan menyediakan kondisi-kondisi 
bagi masyarakat untuk berkembang secara berkelanjutan.

Masyarakat yang damai dan aman lebih akan memungkinkannya 
untuk dapat tumbuh berkembang. Ketika ada lebih sedikit 
perselisihan, orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain dengan 
cara yang lebih positif. Dan ketika semua anggota masyarakat 
memiliki perlindungan hukum yang tepat, mereka lebih siap 
untuk memenuhi potensi mereka dan berpartisipasi penuh dalam 
membangun masa depan yang lebih baik.

Pergeseran ke 
Pencegahan 
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Mengapa Pencegahan?
Sebuah dongeng kuno mengajukan pertanyaan mengapa, ketika orang-
orang masih ada yang terus-menerus terjatuh dari tebing yang berbahaya, 
kita membelanjakan uang tidak untuk memasang pagar di sepanjang tepi 
tebing tetapi untuk menempatkan ambulan di lembah.

Sistem peradilan dunia secara tradisional memainkan peran ambulan. 
Polisi bereaksi terhadap laporan kejahatan. Pengacara menunggu klien 
untuk datang mencari bantuan dari mereka – yang seringkali berada 
dalam kesulitan pada saat mereka berpaling kepada mereka. Pengadilan 
menjatuhkan putusan hukuman atas kasus-kasus yang muncul di 
hadapan mereka.

Di bidang kesehatan masyarakat, telah lama diakui bahwa pendekatan ini 
salah. Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia tahun 1948 mendefinisikan 
kesehatan sebagai “keadaan fisik, mental dan sosial yang lengkap, dan 
bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan.”227 Memajukan 
bidang kesehatan dianggap lebih efektif daripada mengobati penyakit 
sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sektor keadilan perlu berpikir dengan cara yang sama, belajar bagaimana 
cara membangun pagar dan menemukan cara-cara lain untuk membuat 
sehingga puncak tebing tersebut aman. Ini adalah pergeseran dari 
bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa negatif menjadi mengadopsi 
pendekatan positif, dengan sistem peradilan secara aktif memajukan 
bidang keadilan, perdamaian, kohesi sosial, dan kemakmuran.

Pencegahan adalah masuk akal karena empat alasan yang saling melengkapi.

Pertama, kesenjangan keadilan tidak dapat dijembatani dengan 
pendekatan-pendekatan dan alat-alat tradisional. Bahkan jika 
negara-negara melakukan investasi dalam semua pendekatan yang 
direkomendasikan dalam bab di atas, mereka akan perlu berjuang untuk 
memberikan tanggapan terhadap skala permintaan keadilan yang belum 
terpenuhi. Mencegah masalah-masalah keadilan akan memberikan 
kontribusi yang penting untuk setiap jalur yang layak dari semula keadilan 
hanya tersedia bagi segelintir orang ke keadilan bagi semua.

Kedua, keadilan dibutuhkan untuk komunitas dan masyarakat, bukan hanya 
untuk individu. Dengan menganalisis kasus-kasus yang paling umum dan 
yang muncul di hadapan mereka, para penyedia keadilan dapat melihat 
pola-polanya seperti jenis-jenis perselisihan tertentu yang berulang. Mungkin 
ada orang-orang berulang kali mengalami pengusiran karena hak sewa 
mereka tidak terjamin aman, misalnya. Atau regulasi yang lemah membuat 
mereka rentan terhadap pinjaman predator. Atau mungkin kesehatan 
seluruh komunitas terganggu karena operasi penambangan dengan 
banyak penyalahgunaan. Pencegahan, yang mengatasi akar penyebab 
ketidakadilan, adalah cara terbaik untuk mengatasi faktor-faktor struktural 
dan sistemik yang menopang tetap adanya masalah-masalah keadilan 
umum sebagaimana disebutkan dalam bab di atas.

Pencegahan itu 
hemat biaya. 
Kesenjangan 

keadilan tidak dapat 
dijembatani dengan 
pendekatan dan alat 

tradisional, sementara 
keadilan dibutuhkan 
untuk komunitas dan 

masyarakat, bukan 
hanya individu.
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Ketiga, sistem peradilan memainkan peran dalam pencegahan ketika 
bertindak sebagai platform bagi orang-orang untuk mengambil peluang dan 
berpartisipasi penuh di dalam masyarakat mereka. Sebagaimana ditunjukkan 
pada Bab 1, identitas hukum, dokumentasi dasar, dan perlindungan hukum 
lainnya bertindak sebagai pintu gerbang untuk pembangunan sosial dan 
ekonomi. Secara lebih luas, sistem-sistem dan lembaga-lembaga peradilan 
dapat membantu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap berbagai 
risiko, mengatasi pengucilan, menanggapi keluhan, dan memberikan 
“perubahan positif yang dihasilkan dari kontestasi damai.”228 

Akhirnya, pencegahan berbiaya efektif. Lebih sedikit masalah keadilan 
berarti lebih sedikit biaya untuk orang-orang, untuk masyarakat, dan untuk 
sistem peradilan itu sendiri. Sebagaimana telah kita bahas dalam Bab 2, 
selain itu, investasi di bidang keadilan dapat menuai manfaat-manfaat 
besar dalam hal peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, masyarakat 
yang lebih damai, hasil-hasil ekonomi yang lebih baik bagi para individu 
dan masyarakat, dan peningkatan pengembalian investasi pemerintah.

Pencegahan Seperti Apa? 
Bab ini diambil dari makalah latar belakang yang disiapkan untuk 
Satuan Tugas oleh Pusat Kerjasama Internasional Universitas New York. 
Makalah tersebut menemukan bahwa “pencegahan berjalan melawan 
arus pada sistem peradilan yang ‘disambungkan’ untuk menanggapi 
masalah-masalah” dan bahwa sementara pendekatan-pendekatan reaktif 
dapat terlihat dengan jelas oleh para politisi dan publik, “hasil-hasil dari 
pencegahan dapat tersebar dan sulit dilacak.”229 

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan-pendekatan inovatif 
untuk pencegahan telah berkembang dalam sistem-sistem peradilan di 
seluruh dunia. Ada semakin banyak bukti tentang apa yang berhasil dalam 
mencegah masalah-masalah keadilan, dan peningkatan keinginan untuk 
memahami dan mengatasi akar permasalahan, mengatasi ketidakadilan 
sistemik, dan membangun lembaga-lembaga keadilan yang dapat 
memainkan peran strategis dalam pencegahan.
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Upaya-upaya ini berfokus pada empat bidang:

1.	 Mencegah dan mengurangi eskalasi perselisihan di dunia di mana 1,5 
miliar orang memiliki masalah keadilan yang belum terselesaikan.

2.	 Mencegah kekerasan kriminal, terorganisir, dan interpersonal, terutama 
kekerasan terhadap kaum perempuan, anak-anak, dan kelompok-
kelompok rentan lainnya.

3.	 Menggunakan sistem-sistem peradilan untuk membantu membangun 
masyarakat yang lebih damai, dengan mencegah konflik dan 
ketidakstabilan.

4.	 Mempromosikan inklusi dan memajukan hak asasi manusia, pada saat 
terdapat tingkat eksklusi dan ketidakpercayaan yang tinggi.

Mencegah dan mengurangi eskalasi perselisihan
Penyedia peradilan dapat bekerja secara proaktif dengan orang-orang 
untuk melakukan tindakan sebelumnya dan mencegah perselisihan, 
atau untuk menghentikannya sehingga tidak berkembang menjadi lebih 
serius.230 

Pendekatan-pendekatan preventif semakin sering digunakan oleh sektor 
bisnis, karena dapat mencegah perselisihan – atas suatu kontrak besar, 
misalnya – sehingga dapat menghemat biaya dalam jumlah substansial 
dibandingkan jika harus mengeluarkan biaya dengan tindakan hukum.

Kontrak dalam bentuk visual 
dapat membuat perjanjian 
menjadi lebih mudah diakses. 
“Kontrak-kontrak komik” 
pertama kali digunakan di 
Afrika Selatan untuk kontrak 
kerja bagi para pemetik 
buah.231

Platform di Sauti 
memungkinkan para 
pedagang lintas batas di 
Afrika Timur untuk mengakses 
pasar dan informasi terkait 
perdagangan resmi lainnya 
dengan menggunakan ponsel 
mereka. Informasi terkini 
ini membantu melindungi 
mereka dari pelecehan dan 
pemerasan oleh para pejabat 
perbatasan.237

Pencegahan perselisihan memiliki manfaat-manfaat yang serupa bagi 
individu-individu.232 Platform online bermunculan yang bertujuan untuk 
“mendemokratisasikan hukum” dengan memberikan kepada orang alat-
alat yang mereka butuhkan untuk membuat perjanjian-perjanjian yang 
mengikat secara hukum.233 Alat-alat ini mengurangi risiko kemungkinan 
timbulnya perselisihan di masa depan.234 GPemberdayaan akar rumput 
juga banyak mengalami keberhasilan di bidang ini. Banyak orang, seorang 
paralegal Afrika Selatan melaporkan, “jangan mengadakan perjanjian 
formal, dan membuat hubungan-hubungan tidak berjalan baik.”235 
Paralegal telah mengatasi masalah ini dengan membantu masyarakat 
membuat perjanjian formal yang melindungi hak-hak mereka.236

Pendekatan-pendekatan terkait meningkatkan ketersediaan dan 
aksesibilitas dokumentasi hukum. Layanan do-it-yourself membuat orang 
lebih mudah untuk membuat surat wasiat, mengurangi risiko sengketa 
warisan. Ini sangat penting pada khususnya untuk melindungi hak-hak 
kaum perempuan dan anak-anak. Layanan-layanan yang membuat lebih 
mudah dan lebih murah untuk mengajukan pendaftaran badan usaha 
akan sangat membantu kelompok-kelompok yang kurang beruntung untuk 
dapat mendirikan perusahaan, sehingga meningkatkan perekonomian 
mereka. Portal-portal online memungkinkan para pedagang untuk lebih 
mudah mematuhi kewajiban memiliki perizinan dan persyaratan-persyaratan 
peraturan lainnya, melindungi mereka dari penyalahgunaan wewenang oleh 
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otoritas. Perantara seperti serikat pekerja, masyarakat koperasi, dan asosiasi 
masyarakat lainnya memainkan peran penting dalam membantu orang-
orang sehingga dapat menggunakan hukum untuk memperkuat ketahanan 
mereka. 

Pemerintah-pemerintah dapat mengidentifikasi daerah-daerah mana 
yang menghasilkan banyak perselisihan dan menggunakan hukum dan 
peraturan secara preventif.238 Regulasi pasar yang lebih baik dan penguatan 
perlindungan bagi warga negara akan membantu mengurangi jumlah dan 
keseriusan hutang konsumen, perumahan, dan perselisihan ketenagakerjaan. 
Perkuatan komitmen terhadap keadilan dalam penyediaan layanan publik, 
dikombinasikan dengan peningkatan peluang untuk partisipasi warga negara, 
akan mengurangi jumlah perselisihan antara warga negara dan pemerintah. 
Undang-undang yang melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak-anak 
dapat mengarahkan pada tingkat konflik yang lebih rendah dan hasil-hasil 
yang lebih adil ketika hubungan-hubungan rusak. Di AS, misalnya, peralihan 
meninggalkan cara penyelesaian kasus perceraian berbasis kesalahan telah 
berhasil membuat penurunan bunuh diri pada pihak perempuan dan 
kekerasan dalam rumah tangga secara terukur.239

Pemerintah-pemerintah juga dapat mencegah kerugian pada sisi “hilir” 
dari sistem peradilan melalui rancangan undang-undang, peraturan, 
dan kebijakan yang lebih baik.240 Perubahan-perubahan dalam jaminan 
sosial dan undang-undang ketenagakerjaan, misalnya, atau dalam 
perlindungan yang disediakan untuk para penyewa, memiliki dampak-
dampak yang dapat diprediksi berkenaan dengan jumlah masalah 
keadilan dan permintaan selanjutnya untuk layanan keadilan.241 Beberapa 
negara sekarang tengah melakukan penilaian dampak keadilan untuk 
mengukur dan menghitung pengaruh dari proposal-proposal kebijakan 
baru mengenai sistem peradilan perdata dan pidana.242 Penilaian ini 
“membantu para pembuat kebijakan di seluruh pemerintahan dapat 
menemukan cara terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan mereka 
yang sekaligus juga meminimalkan dampaknya pada sistem peradilan.”243

Dengan cara yang sama, pendekatan-pendekatan pemberdayaan 
hukum dapat mencegah perselisihan melalui pergeseran dari berurusan 
dengan kasus-kasus individual ke penanganan akar penyebab 
ketidakadilan kolektif. Para pembela keadilan dapat membantu 
masyarakat menggunakan hukum untuk menantang tumbuhnya bisnis 
yang kuat dan kepentingan negara, dengan menangani pelanggaran-
pelanggaran oleh perusahaan pertambangan, pertanian atau penebangan 
kayu, misalnya, atau oleh para pejabat yang korup.244 Menyelesaikan 
perselisihan dengan cara semacam ini menguntungkan semua anggota 
masyarakat, namun juga sekaligus memberdayakan masyarakat untuk 
“mengetahui, menggunakan, dan membentuk hukum” dengan cara yang 
melindunginya dari eksploitasi di masa depan.245

Kampanye dan advokasi juga memiliki peran. Ombudsman, organisasi 
konsumen, dan mekanisme pengaduan lainnya dapat mengubah wawasan 

Kami menggunakan 
bukti tak tertandingi 

dari orang-orang 
yang kami bantu 
untuk mencoba 

dan memperbaiki 
penyebab utama 

masalah masyarakat
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dari semula hanya dilihat sebagai kasus per kasus menjadi perbaikan secara 
struktural.246 Di Inggris, layanan Citizens Advice dapat mengidentifikasi 
kecenderungan yang ada di masyarakat melalui analisis data jutaan 
orang yang dibantu olehnya. Layanan tersebut menggunakan “bukti tak 
tertandingi yang berasal dari orang-orang yang kita bantu untuk mencoba 
dan memperbaiki penyebab-penyebab yang mendasari timbulnya masalah-
masalah yang dialami oleh orang-orang” ini.247 Dalam identifikasi suatu 
masalah umum – sebagai contoh, ditemukan ketika perusahaan-perusahaan 
pemberi pinjaman gaji memberikan persyaratan yang tidak adil bagi para 
pelanggan – organisasi menggunakannya sebagai bukti dalam kampanye 
untuk reformasi kebijakan. 

Pendekatan-pendekatan pencegahan ini tak terelakan akan bersifat 
multi-sektoral. Kementerian Kehakiman harus bekerja bersama dengan 
departemen-departemen pemerintah lainnya, menyoroti bagaimana 
keadilan dapat membantu untuk mencapai sasaran-sasaran di bidang 
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan bidang-bidang 
lainnya, yang sekaligus juga meminimalkan dampak-dampak negatif 
dari keputusan-keputusan pemerintah terhadap sistem peradilan. 
Para penyedia keadilan hanya dapat sepenuhnya memainkan peran 
pencegahan dengan bekerja dalam kemitraan dengan mereka yang 
menyediakan layanan untuk komunitas, kesehatan, dan layanan lainnya. 
Komite Aksi Nasional Kanada tentang Akses untuk mendapatkan 
Keadilan dalam Masalah Sipil dan Keluarga telah menekankan pentingnya 
“barisan depan” dari sistem peradilan, yang membantu orang-orang 
mengembangkan “seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap 
preventif, sebelum masalah-masalah hukum tertentu dihadapi.”248 Sistem 
semacam itu akan melibatkan berbagai perantara, termasuk kelompok-
kelompok perempuan dan komunitas, sekolah dan organisasi pemuda, 
kelompok agama, saluran bantuan, dan perpustakaan.

Mencegah kekerasan 
IPada akhir abad ke-18, ahli hukum Inggris Sir William Blackstone 
berpendapat bahwa “keadilan preventif berada di atas setiap prinsip, 
atas alasan, atas kemanusiaan, dan atas kebijakan yang sehat, lebih 
dipilih dalam segala hal daripada mencapai keadilan dengan cara 
menghukum.”249

Dua ratus lima puluh tahun kemudian, kita memiliki bukti kuat untuk 
menunjukkan kebijaksanaan yang termuat dalam pernyataan ini.

Cara tradisional untuk mencegah kekerasan dilakukan melalui 
pendekatan-pendekatan yang sulit untuk pencegahan, “gagasan bahwa 
jika nilai sanksi yang dikenakan negara cukup berat, keinginan berbuat 
jahat akan dipatahkan, setidaknya untuk beberapa.”250 Namun, sejumlah 
bukti yang kuat menunjukkan bahwa putusan hukuman penjara yang 
lama hanya memiliki efek jera terbatas.251 Pendekatan-pendekatan 
dengan pemberian hukuman sering terbukti kontra produktif. Strategi-

Dengan demikian kita 
sekarang tahu apa yang 

tidak berhasil untuk 
mencegah kekerasan 
dalam kejahatan, dan 

kita memiliki dasar 
bukti yang sangat kuat – 
terdiri dari lebih dari 100 
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menunjukkan apa yang 

berhasil.
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strategi tangguh di atas kejahatan telah secara luas digunakan di Amerika 
Latin, tetapi strategi-strategi tersebut ternyata malah mengarah pada 
peningkatan daripada penurunan kejahatan dengan kekerasan, pada 
penguatan geng-geng yang melakukannya, dan pada krisis yang dialami 
oleh sistem-sistem penjara yang terlalu terbebani.252 

Sementara kita sekarang tahu apa yang tidak berhasil untuk mencegah 
kekerasan dalam kejahatan, kita memiliki dasar bukti yang sangat kuat – 
terdiri dari lebih dari 100 kajian sistematis – untuk menunjukkan apa yang 
berhasil.253 

Polisi ada – atau seharusnya – berada di garis depan untuk mencegah 
terjadinya kekerasan dan kejahatan. Dalam beberapa tahun terakhir 
telah terjadi perubahan global yang mencolok dari semula kepolisian 
yang bersifat reaktif menuju model-model penyelesaian masalah yang 
bertujuan untuk menargetkan risiko-risiko di masyarakat yang dilayani 
polisi. Alih-alih bereaksi terhadap kejahatan setelah ada laporan, data dan 
bukti lebih digunakan untuk menetapkan sasaran sumber-sumber daya 
kepolisian ke tempat dimana mereka paling dibutuhkan.254 Sementara 
putusan hukuman penjara yang lama merupakan cara penghalang 
yang buruk untuk mencegah terjadinya kejahatan, pengetahuan bahwa 
seseorang mungkin akan ditangkap membuat orang menjadi lebih sedikit 
kemungkinannya untuk melakukan kejahatan atau melakukan tindakan 
kekerasan.255 Pemolisian yang lebih efektif dan terlihat dapat membantu 
mencegah calon pembuat onar dan membuat masyarakat lebih aman. 
Melatih polisi untuk merespon perilaku orang dan memperhitungkan 
emosi mereka membantu mereka untuk mampu mengelola konflik di 
tempat dan mengurangi risiko kekerasan.256 

Untuk memainkan peran pencegahan sepenuhnya, polisi harus bekerja 
dalam kemitraan yang erat dengan masyarakat setempat, terutama 
mereka yang mengalami tingkat kekerasan tertinggi.257 Dengan 
meningkatkan hubungan-hubungan di antara masyarakat, layanan 
sosial, polisi, dan jaksa penuntut langkah ini memfokuskan pencegahan 
terhadap mereka yang melakukan kekerasan terburuk dan sekaligus juga 
memperkuat kemampuan komunitas itu sendiri untuk dapat mencegah 
kekerasan.258 Hal ini dapat mengarahkan pada penurunan secara dramatis 
dalam hal bentuk-bentuk kekerasan terburuk, yang sekaligus juga 
memberikan ruang bagi masyarakat untuk bergerak ke arah pola-pola 
pembangunan yang lebih tangguh.

Di Ukraina, dalam patroli 
polisi bekerja sama dengan 
Kelompok-kelompok 
Penasihat Warga untuk 
mengembangkan strategi-
strategi pencegahan secara 
terpadu.259 

Bagian-bagian lain dari sistem peradilan dapat memainkan peran 
pencegahan yang sama pentingnya. Pengadilan untuk penyelesaian masalah 
“menempatkan para hakim di pusat rehabilitasi,” menangani kecanduan, 
penyakit mental, dan pendorong lainnya untuk melakukan pelanggaran 
kembali.261 Program-program keadilan restoratif memberikan kepada para 
pelaku kesempatan untuk memperbaiki kerusakan yang telah disebabkan 
olehnya. Langkah-langkah ini dapat meningkatkan hasil-hasil bagi para 
korban dan mengurangi tingkat kejahatan dengan kekerasan.262 Sementara 

Di Lebanon, polisi kota 
bergeser “dari model 
penegakan hukum ke 
kepolisian yang berorientasi 
pada masyarakat.”260 
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itu, para korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilindungi dari 
bahaya di masa depan melalui perintah penahanan, program-program 
pendukung, dan program-program yang menantang perilaku pasangan 
mereka.263 

Funtuk anak-anak, pendekatan-pendekatan intervensi awal memberikan 
dukungan kepada mereka yang memiliki risiko terbesar untuk mengalami 
tindak kekerasan, penelantaran, perampasan, atau pengalaman buruk 
lainnya seperti menyaksikan kekerasan.264 Langkah ini mengurangi risiko 
viktimisasi dan pelanggaran dan memutus pola-pola pelecehan antar 
generasi, tetapi hanya jika para aktor keadilan bekerja dalam kemitraan 
dengan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.265 Anak-
anak yang berhubungan dengan masalah hukum – sebagai pelanggar, 
korban atau saksi – juga akan mendapat manfaat dari intervensi awal dan 
perawatan khusus, yang dapat membantu reintegrasi ke masyarakat dan 
mencegah trauma yang mungkin memiliki konsekuensi jangka panjang.

Sektor keadilan dapat memberikan kontribusi yang penting bagi strategi-
strategi pencegahan multisektoral dengan memperkuat kerangka legislatif 
untuk mencegah kekerasan. Langkah ini harus mencakup implementasi 
perlindungan khusus untuk kaum perempuan, anak-anak, dan kelompok-
kelompok rentan lainnya.266 Undang-undang yang melarang semua 
bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak menggarisbawahi 
bahwa bentuk-bentuk kekerasan ini tidak dapat diterima.267 Namun, 
undang-undang semacam itu masih jauh dari dapat berlaku secara luas. 
Sementara 80 persen negara telah memiliki “kerangka kerja legislatif 
untuk pencegahan kekerasan”, hanya 57 persen yang mengatakan bahwa 
undang-undang ini sepenuhnya dilaksanakan dan ditegakkan.268

Perubahan-perubahan legislatif dengan target terbukti efektif. Peraturan 
dan perundang-undangan yang mengurangi ketersediaan senjata dan 
penggunaan alkohol yang merugikan adalah bagian dari enam strategi 
“pembelian terbaik” untuk pencegahan kekerasan yang diidentifikasi 
oleh Organisasi Kesehatan Dunia.269 TPemberlakukan Undang-Undang 
Pengendalian Senjata Api Afrika Selatan diikuti oleh pengurangan tahunan 
14 persen dalam kasus pembunuhan terkait senjata api di lima kota 
(pembunuhan lainnya turun jauh lebih lambat). Sebuah kajian tentang 
efektivitas undang-undang ini memperkirakan bahwa 4.585 nyawa dapat 
diselamatkan selama lima tahun.270 Ketika diberlakukan secara efektif, 
undang-undang tersebut memiliki dampak signifikan pada tingkat 
kekerasan.271 

Seperti halnya dalam bidang peradilan perdata sebagaimana dibahas 
di atas, peningkatan perlindungan hukum terhadap kekerasan dapat 
berjalan paling efektif ketika upaya tersebut berjalan seiring dengan 
advokasi yang menantang norma-norma yang mendukung perilaku 
kekerasan.272 Undang-undang sering kalidisahkan sebagai hasil dari 
advokasi. Implementasinya dapat bertindak sebagai pengarah fokus untuk 
kampanye lebih lanjut, menciptakan siklus yang baik antara aktivisme dan 
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perlindungan hukum. Munculnya gerakan-gerakan baru dengan kehadiran 
jalur media online terutama, seperti kampanye #MeToo melawan 
pelecehan seksual dan pemerkosaan, berpotensi menambah dorongan 
lebih lanjut pada siklus-siklus semacam itu.  

Mencegah konflik dan ketidakstabilan
Keadilan memainkan peran yang tidak tergantikan dalam melindungi 
masyarakat dari rasa tidak aman dan konflik. 

Menurut Pathways for Peace, laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank 
Dunia tentang pencegahan, sebuah sistem keadilan “dapat menyelesaikan 
perselisihan secara damai, memastikan akuntabilitas kekuasaan, mendorong 
penghormatan terhadap hak asasi manusia, memerangi korupsi… dan 
memastikan checks and balances.”273

Namun, laporan itu juga memperingatkan bahwa, “Kerusakan sistem 
peradilan dan supremasi hukum pada umumnya dapat memperparah 
ketidakpuasan yang memungkinan untuk dimobilisasi menjadi konflik, 
dan menciptakan insentif untuk perilaku kekerasan.” 274

Pencegahan yang efektif jelas sangat penting bagi negara-negara yang 
terkena dampak konflik, terutama bagi rakyat yang hidup dalam kondisi 
ketidakadilan yang ekstrem. Tetapi dengan meningkatnya kebutuhan 
akses keadilan saat terjadi perubahan sosial yang cepat, masyarakat 
yang tampaknya stabil bahkan akan berubah menjadi rentan jika sistem 
peradilan gagal merespons aspirasi warga.

Agar sistem peradilan dapat memainkan peran pencegahan, mereka harus 
memenuhi kriteria dasar berupa independensi dan proses yang adil, baik 
di atas kertas maupun dalam praktik. Hakim harus dapat memutuskan 
kasus-kasus secara bebas dari campur tangan pihak luar. Kemandirian 
jaksa juga sangat penting.275 Proses yang adil dan penghormatan terhadap 
hak-hak prosedural merupakan prasyarat untuk terselenggaranya peradilan 
yang adil. Jika sistem-sistem peradilan tidak dianggap adil, mereka 
tidak akan dapat memenuhi fungsi inti mereka untuk mempromosikan 
penyelesaian sengketa dan konflik secara damai.

Di negara-negara di mana telah terjadi kerusakan kelembagaan secara 
menyeluruh, fungsi-fungsi keadilan inti perlu untuk dibangun.276 Hal ini 
memberi peluang bagi negara – di mana alih-alih meniru sistem lama 
yang telah gagal, mereka dapat membangun sistem baru yang lebih 
responsif yang di jantungnya terdapat kebutuhan keadilan rakyat.

Dewan Kemitraan Polisi Lokal 
Sierra Leone memiliki anggota 
dari kalangan polisi dan sipil. 
Selain memainkan peran 
penting dalam pencegahan 
ketika suatu konflik di tingkat 
lokal mengancam akan 
memicu kekerasan berskala 
besar, mereka juga menyusun 
strategi-strategi pencegahan 
jangka panjang dengan 
mengidentifikasi titik-titik 
sumber kejahatan untuk 
mendapatkan perhatian 
yang lebih besar dari pihak 
kepolisian.277

Rekonstruksi dan reformasi sistem peradilan harus dimulai dari 
pemahaman tentang apa yang sudah dilakukan masyarakat untuk 
menyelesaikan masalah keadilan mereka.278 Bahkan komunitas yang paling 
terisolasi dan kurang beruntung pun memiliki strategi-strategi untuk 
mengurangi risiko konflik. Dalam situasi-situasi di mana sistem negara 
tidak ada, rakyat dipaksa untuk berjuang sendiri dan beralih ke mekanisme 
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sosial baik yang lama, baru atau yang diciptakan kembali untuk mengelola 
konflik. Hal ini bisa berhasil atau malah bermasalah, tetapi keberadaannya 
tidak boleh diabaikan saat melakukan rekonstruksi sistem peradilan negara.

Sistem peradilan dapat secara langsung menangani risiko-risiko di 
wilayah-wilayah persaingan seperti tanah, sumber daya alam, pemberian 
layanan, dan akses ke “tuas kuasa” masyarakat. Undang-undang yang 
mencakup hak guna tanah misalnya, menyediakan kerangka kerja yang 
dapat mengurangi ketidakpuasan dan memajukan hubungan-hubungan 
damai di antara masyarakat, tetapi hanya jika UU tersebut disetujui melalui 
proses yang inklusif. Mekanisme penyelesaian perselisihan masyarakat 
nantinya dapat membantu mengurangi ketegangan-ketegangan di 
antara kelompok-kelompok yang bersaing dalam penggunaan tanah, 
atau untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam menghadapi kekuatan 
kepentingan-kepentingan komersial. Standar hak asasi manusia juga 
memiliki peran penting. Asas di mana persetujuan harus bebas, dilakukan 
sebelumnya dan harus dimaklumatkan, telah membantu melindungi 
hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.280 Kemitraan 
internasional dapat mendukung upaya-upaya nasional untuk memperkuat 
perlindungan hukum. Di Filipina, misalnya, Prakarsa Transparansi Industri 
Ekstraktif telah mendukung kontrak di sektor sumber daya alam yang 
dapat dibaca mesin dan dapat ditelusuri.281

Peace Huts Liberia, yang 
didirikan sebagai forum bagi 
kaum perempuan untuk 
membahas pengalaman-
pengalaman mereka tentang 
perang saudara, telah 
berevolusi untuk memajukan 
pembangunan sosial ekonomi 
di antara para anggotanya dan 
untuk melakukan kampanye 
advokasi, yang salah satu 
keberhasilannya antara 
lain adalah menyingkirkan 
para politisi korup dari 
jabatannya.279

Kantor Ombudsman Peru 
merupakan lembaga mediasi 
yang telah mengelola konflik-
konflik sumber daya alam 
dan memberdayakan warga 
negara untuk mendesak 
dilaksanakannya reformasi 
yang lebih luas.282 

Mengingat kapasitas yang rendah di area yang dipengaruhi konflik, 
reformasi akan akan lebih bisa berkelanjutan jika dilakukan secara 
inkremental. Seperti yang dicatat dalam Laporan Pembangunan Dunia 
tahun 2011, “Ketika tingkat kepercayaan rendah, orang tidak akan 
percaya bahwa rencana-rencana besar untuk reformasi akan berhasil.”283 
Laporan tersebut merekomendasikan bahwa reformasi keadilan harus 
dimulai dengan memperkuat fungsi-fungsi dasar, tetapi mereka harus 
melakukannya dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga “melampaui 
reformasi di atas kertas dan menjangkau komunitas lokal.”284 Pendekatan 
inkremental tidak perlu mencoba untuk membuat kemajuan di semua 
bidang pada saat yang bersamaan, tetapi harus memastikan bahwa seiring 
dengan berjalannya waktu semua faktor yang relevan akan tercakup.285 
Prioritas harus ditetapkan berdasarkan pada pemahaman tentang 
kebutuhan hukum dari berbagai kelompok orang yang berbeda.

Langkah pertama dapat berupa upaya untuk menjamin terselenggaranya 
standar-standar layanan minimum, suatu pendekatan yang telah digunakan 
dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Standar layanan minimum ini 
menegaskan apa yang dapat diharapkan oleh pengguna, dan akan sangat 
membantu dalam membangun kepercayaan dan dukungan publik 
dengan menunjukkan kemampuan yang semakin besar dalam memenuhi 
kebutuhan rakyat. Di Afghanistan, paket standar layanan minimum telah 
dikembangkan untuk penyediaan layanan sosial dasar yang dibutuhkan 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam perekonomian.286 Pendekatan 
“piagam warga” dalam sektor keadilan akan berfokus pada para penyedia 
layanan di garis depan seperti polisi dan pengadilan tingkat bawah. 
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Pendekatan ini dapat membantu mendorong tersedianya standar-standar 
yang konsisten di seluruh ketentuan peradilan formal dan informal.

Seperti halnya di wilayah peradilan perdata dan pencegahan kekerasan, 
advokasi memainkan peran penting. Studi empiris menemukan korelasi 
yang kuat antara “masyarakat sipil yang kuat dan otonom dengan 
indikator-indikator hak asasi manusia yang positif.”287 Kampanye 
tanpa kekerasan, seperti yang dilakukan oleh Martin Luther King dan 
membuatnya terkenal, sangat efektif dalam mengatasi akar penyebab 
konflik.288 Kampanye-kampanye tersebut terbukti dua kali lebih 
besar kemungkinannya untuk berhasil daripada perlawanan dengan 
kekerasan.289 Sistem peradilan dapat melindungi ruang masyarakat 
sipil dengan mendorong dihormatinya hak-hak untuk berkumpul dan 
kebebasan berbicara.290 Para pemimpin politik – termasuk mereka yang 
berada di dalam sistem peradilan – memiliki tanggung jawab untuk 
memoderasi retorika mereka, menghindari penggunaan ucapan yang 
dapat memancing kekerasan dan mendorong tindakan-tindakan yang 
merupakan langkah afirmatif bagi toleransi dan inklusi.

Organisasi-organisasi advokasi 
akar rumput seperti Madres de 
la Plaza de Mayo di Argentina, 
Vicaria de la Solidaridad 
di Chile, dan Centre for 
Human Rights Legal Action 
di Guatemala telah secara 
aktif berkampanye untuk 
perdamaian di masyarakat 
mereka.291  

Mempromosikan inklusi dan melindungi hak-hak 
Mempromosikan hak dan inklusi adalah pesan inti dari laporan ini. 
Akses terhadap keadilan itu sendiri merupakan hak asasi manusia, 
tetapi keadilan juga sangat penting untuk melindungi hak-hak lainnya. 
Pendekatan keadilan berbasis hak menempatkan rakyat beserta masalah 
keadilan dan aspirasi mereka sebagai pusat dari upaya-upaya reformasi.

Pesan-pesan ini merupakan poin-poin yang digarisbawahi ketika kita 
berpikir tentang peran keadilan dalam pencegahan. Pencegahan yang 
bertujuan untuk melindungi hak dan mempromosikan inklusi dapat 
berfokus pada kebutuhan-kebutuhan mereka yang memiliki banyak 
masalah keadilan, untuk memutus siklus di mana suatu masalah akan 
mengarah ke lebih banyak masalah lainnya. Hal ini dapat membangun 
kembali hubungan di antara polisi dan para aktor keadilan lainnya serta 
masyarakat, terutama mereka yang paling terkena dampak kekerasan. Dan 
hal ini dapat mempromosikan pendekatan-pendekatan inklusif untuk 
pencegahan konflik, mengakui dan melibatkan orang-orang yang selama 
ini telah dikecualikan dari layanan, dan menangani keluhan yang berasal 
dari pengecualian ini.

Sayangnya, dalam banyak kasus lembaga-lembaga peradilan malah 
melakukan eksklusi dan mengabaikan hak, di mana ini berlawanan 
dengan upaya pencegahan. Penyelewengan yang dilakukan para aktor 
keamanan dan peradilan memiliki keterkaitan dengan peningkatan risiko 
dan/atau keparahan konflik. Penyelewengan juga memicu ekstremisme 
dengan kekerasan, di mana komunitas-komunitas di beberapa daerah 
“lebih takut pada pasukan keamanan negara daripada kelompok-
kelompok ekstremis.”292 
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Dalam melindungi hak dibutuhkan penyediaan ketrampilan, alat, dan 
pendekatan baru bagi lembaga-lembaga peradilan. Misalnya, rekaman 
audio atau video dari proses investigasi yang terbukti dapat mengurangi 
insiden penyiksaan, seperti halnya juga aturan dan prosedur untuk segera 
melindungi tahanan setelah mereka ditahan.293 Melatih polisi dalam hal 
keterampilan wawancara investigasi daripada mengandalkan pengakuan 
untuk mendapatkan bukti juga akan memperkecil kemungkinan 
terjadinya penyiksaan.294 

Demikian pula penguatan independensi dan imparsialitas yudisial akan dapat 
membangun atau membangun kembali kredibilitas.295 Proses penyaringan 
aktor peradilan akan membantu dalam membangun kembali kepercayaan 
kepada lembaga-lembaga, mempromosikan legitimasi dan kemampuan 
mereka untuk memerangi penyelewengan di masa depan. Reformasi 
di Kenya di bawah konstitusi negara tahun 2010, misalnya, melibatkan 
kriteria yang jelas untuk memilih para anggota Komisi Layanan Yudisial, 
audiensi publik selama proses seleksi, dan ketentuan untuk perwakilan yang 
berimbang dari perempuan dan semua kelompok etnis Kenya.296

Mekanisme untuk akuntabilitas dan transparansi juga dapat membantu 
sistem peradilan untuk mencegah, alih-alih memperburuk pelanggaran 
HAM. Memberikan akses ke data tentang hasil-hasil sistem peradilan kepada 
para korban, badan-badan kemasyarakatan, dan pihak-pihak masyarakat 
sipil yang tertarik akan memungkinkan mereka untuk memantau 
penegakan hukum dan mengungkap penyelewengan.297 Pengawasan 
lebih baik dari parlemen akan meningkatkan akuntabilitas para aktor 
keamanan dan keadilan, yang sekaligus juga meningkatkan kesadaran yang 
dapat mengarah pada perbaikan kerangka legislatif untuk pencegahan 
pelanggaran HAM.298 Terbukanya sistem untuk pengawasan independen 
dan publikasi hasil pengawasan tersebut akan mengurangi kemungkinan 
sistem peradilan itu sendiri menjadi sumber ketidakadilan.299

Strategi pencegahan 
bergerak melampaui 

pemadaman 
kebakaran dan 

masalah keadilan 
individu. Mereka 

menggunakan data 
untuk menetapkan 
prioritas, menguji 

intervensi secara ketat, 
dan mengevaluasi 

apakah keadilan telah 
ditingkatkan untuk 
populasi sasaran.

Di Georgia setelah Revolusi 
Mawar, dilakukan perekrutan 
Polisi Patroli baru, yang 
menghasilkan perbaikan 
dramatis kepercayaan publik 
dan peningkatan kesediaan 
warga untuk melaporkan 
perilaku korup.300 Negara ini 
juga membangun “kantor 
polisi dari kaca” – yang berlaku 
sebagai simbol transparansi 
dan sebagai pendekatan 
praktis untuk menghilangkan 
sudut-sudut gelap di mana 
penyelewengan dapat 
terjadi.301

Akhirnya, sebagaimana dibahas dalam bab 1, mempromosikan hak kunci 
rakyat dapat menjadi langkah transformatif bagi mereka yang selama 
ini telah dikecualikan partisipasi penuhnya di masyarakat, politik dan 
ekonomi. Meskipun mereka yang membutuhkan dukungan jumlahnya 
besar, namun perubahan di area ini dapat terjadi dengan cepat. 

Selama ada kemauan politik, dan dengan bantuan organisasi-organisasi 
masyarakat sipil dan penempatan teknologi-teknologi baru yang 
terjangkau, negara dapat membangun sistem yang menawarkan identitas 
hukum kepada masyarakat, hak atas tanah, akses yang lebih baik ke 
kontrak, dan dokumentasi lain yang memungkinkan mereka untuk peran  
penuh mereka dalam masyarakat.302 Pakistan, misalnya, telah meluncurkan 
sistem identitas biometrik dan melaksanakan pendaftaran terhadap 90 
juta orang dalam waktu kurang dari satu dekade.303 Sistem ini kemudian 
digunakan sebagai dasar untuk sistem perlindungan sosial terarah yang 
hanya memberikan sumber daya secara langsung ke penerima manfaat 
(kebanyakan penerima manfaat adalah ibu-ibu miskin).304 Rwanda dengan 
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cepat dapat melaksanakan pendaftaran atas sepuluh juta bidang tanah 
ke dalam catatan pendaftaran tanah baru, mencakup lebih dari tujuh juta 
pemilik tanah – mayoritas dari mereka adalah kaum perempuan – yang 
sertifikatnya akan bisa diambil dalam lima tahun ke depan. 

Membuat Pergeseran ke Pencegahan 
Pergeseran ke arah pencegahan ketidakadilan serupa dengan perubahan 
fokus dari pemberian obat ke kesehatan masyarakat – dari mengobati 
penyakit ke meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.305 

Penyelarasan ke arah pencegahan membutuhkan penyesuaian dalam misi, 
strategi, dan operasi sistem peradilan serta lembaga-lembaga yang ada 
di dalam sistem tersebut. Daripada hanya mempertimbangkan masalah-
masalah keadilan individual, para aktor keadilan harus mencari cara untuk 
dapat mempengaruhi bagaimana suatu populasi mengalami keadilan 
dan ketidakadilan, mempelajari cara bagaimana “menyusun strategi di 
luar pendekatan pemadam kebakaran di kasus-kasus individual.”306 Upaya 
pencegahan berupaya memahami bagaimana hukum, peraturan, dan 
kebijakan dapat mengatasi ketidakseimbangan sistemik, mempromosikan 
inklusi, mengurangi risiko, dan meningkatkan ketahanan.

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi hasil-hasil yang diinginkan 
oleh komunitas, masyarakat, dan oleh sistem peradilan itu sendiri. Untuk 
komunitas, hasil-hasil pencegahan akan mencakup berkurangnya jumlah 
atau tingkat keseriusan sengketa, risiko kekerasan yang lebih rendah, dan 
berkurangnya risiko pelanggaran terhadap hak-hak. Untuk masyarakat, 
hasilnya akan mencakup penurunan risiko konflik kekerasan, manajemen 
perselisihan yang lebih damai, pengurangan biaya-biaya transaksi 
ekonomi, dan peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah dan 
lembaga-lembaga. Dan untuk sistem peradilan, hasilnya akan mencakup 
peningkatan kepercayaan bahwa sistem tersebut adil, kerja sama yang 
lebih produktif dengan sektor-sektor lainnya, dan peningkatan kapasitas 
untuk mencurahkan sumber-sumber daya yang langka untuk merespons 
risiko dan penyelewengan yang paling serius.

Strategi-strategi pencegahan yang efektif dimulai dengan suatu hasil 
yang diinginkan dan “memutar pita ke belakang” untuk menemukan 
cara-cara untuk dapat mengatasi sekelompok permasalahan.307 Mereka 
menggunakan data untuk menetapkan prioritas dan menargetkan 
sumber-sumber daya, dikombinasikan dengan pengujian intervensi-
intervensi yang ketat untuk memahami apa yang berhasil dan apa 
yang tidak berhasil. Dan mereka memantau apa yang didapatkan dan 
mengevaluasi apa yang didapatkan tersebut untuk memahami apakah 
akan dapat memenuhi hasil-hasil yang diinginkan. Kajian terhadap bukti 
tentang pencegahan menunjukkan perlunya mengadopsi tiga strategi 
menyeluruh.
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Meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan 
Sistem peradilan kemungkinan besar dapat memainkan peran preventif 
ketika rakyat memiliki harapan sewajarnya bahwa hak-hak mereka akan 
dilindungi, masalah-masalah mereka akan diselesaikan secara efektif, bahwa 
perselisihan-perselisihan akan dikelola secara damai, dan bahwa mereka 
akan dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan.308 Ketika sistem peradilan 
menawarkan kepastian dan keadilan, sistem tersebut memiliki kerangka 
kerja untuk terciptanya interaksi positif di antara rakyat, dan di antara rakyat 
dengan bisnis dan negara.309

Laporan ini menekankan perlunya berinvestasi dalam sistem peradilan 
yang bekerja untuk rakyat dan yang memungkinkan mereka untuk 
dapat menyelesaikan masalah-masalah keadilan mereka. Meningkatkan 
kepercayaan terhadap sistem-sistem peradilan membutuhkan 
pengembangan prosedur yang jelas dan transparan, mendukung 
independensi hakim dan jaksa penuntut, memberantas korupsi, dan 
menjangkau kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari sistem peradilan. 

Sistem peradilan inklusif membutuhkan perkuatan kerjasama di antara para 
aktor peradilan di garis depan dan masyarakat, dengan tujuan memberi 
peralatan bagi komunitas untuk mampu mencegah terjadinya ketidakadilan. 
Organisasi-organisasi masyarakat sipil memiliki peran yang penting 
membantu membangun kepercayaan terhadap sistem-sistem peradilan, 
dengan membawa keadilan lebih dekat kepada rakyat dan memastikan 
bahwa kebutuhan rakyat tetap berada di garis depan reformasi. 

Mengatasi akar penyebab ketidakadilan
Sebagaimana ditunjukkan dalam bab ini, sistem peradilan memiliki potensi 
yang belum dimanfaatkan untuk mengatasi ketidakadilan sistemik dan 
struktural dengan cara-cara yang dapat mengurangi jumlah masalah keadilan.

Dengan menawarkan akses ke berbagai “hak kunci” seperti identitas 
hukum universal dan akses untuk mendapatkan dokumen, pemerintah 
memungkinkan partisipasi penuh dalam masyarakat, politik, dan ekonomi, 
sekaligus melindungi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari pelanggaran 
atas hak-hak mereka. Penggunaan teknologi secara lebih baik dapat membuat 
orang lebih mudah menyusun dan merekam perjanjian-perjanjian, melindungi 
mereka dari perselisihan-perselisihan di masa depan.310 

Pencegahan yang efektif juga menuntut lembaga-lembaga peradilan 
untuk memperketat fokus mereka pada populasi yang rentan, memutus 
siklus kekerasan dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya. Bab ini telah 
menggarisbawahi sifat multi-sektoral dari pencegahan, dengan para aktor 
peradilan bekerja sama dengan sektor-sektor lainnya untuk melakukan 
intervensi lebih awal, dan dengan cara-cara yang mengatasi penyebabnya 
daripada gejalanya. Hal ini juga menyoroti potensi pembela keadilan 
akar rumput untuk mengatasi ketidakadilan struktural, memberdayakan 
masyarakat yang rentan untuk memanfaatkan hukum secara strategis.
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Menggunakan hukum untuk mengurangi risiko
Akhirnya, hukum dapat digunakan secara terarah untuk mengatasi risiko 
bagi komunitas dan masyarakat.

Penguatan kerangka kerja legislatif akan menjadi bagian penting dari 
pendekatan multi-sektoral untuk pencegahan kekerasan. Undang-undang 
secara langsung melindungi rakyat dari kekerasan, tetapi juga dapat 
memiliki dampak yang lebih luas. Misalnya, sebuah penelitian di lebih 
dari 80 negara menemukan bahwa remaja pria 69 persen lebih kecil 
kemungkinannya untuk berkelahi di sekolah jika mereka tinggal di negara 
yang melarang hukuman fisik.311 Bab ini juga menyoroti dampak positif 
pencegahan dari hukum dan peraturan yang mengurangi ketersediaan 
senjata dan penggunaan alkohol yang merugikan.

Hukum dan peraturan juga dapat digunakan untuk memperkecil 
kemungkinan timbulnya perselisihan, atau untuk mengatasi keluhan 
yang dapat memicu konflik. Misalnya, jika orang menghadapi masalah 
penggusuran biasa, sebagian solusinya ada di tangan sistem peradilan. 
Hal yang sama berlaku jika ada ketegangan yang meningkat di seputar 
penggunaan sumber-sumber daya alam. Dan apabila penahanan, denda, 
dan hukuman lainnya alih-alih melindungi masyarakat dari bahaya malah 
meningkatkan risiko, maka sistem peradilan sendiri perlu mengubah 
kebijakan mereka.312
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Menanggapi pelanggaran massal hak asasi manusia 
Keadilan transisi dan transisi keadilan

Keadilan transisional mengacu pada bagaimana masyarakat merespons pelanggaran serius dan 
masif terhadap HAM.313 Ini digunakan baik untuk memulihkan pelanggaran massal maupun untuk 
mengidentifikasi cara mengatasi akar penyebab dan pendorong struktural kekerasan dan penindasan. 

Kelompok Kerja tentang Keadilan Transisi dari Satuan Tugas menghimpun para ahli dan organisasi 
yang bekerja di bidang keadilan transisi untuk menganalisis bagaimana keadilan transisional 
membantu membangun masyarakat yang damai, adil dan inklusif.

Sementara keadilan transisional mencakup pertanggungjawaban pidana, baik secara lokal maupun 
melalui lembaga-lembaga seperti Mahkamah Pidana Internasional, keadilan transisional ditopang oleh 
pemahaman yang lebih luas tentang kebutuhan para korban dan masyarakat. Mekanisme keadilan 
transisional mencakup inisiatif pencarian kebenaran, rekonsiliasi komunitas, program reparasi, reformasi 
kelembagaan dan hukum, dan penuntutan pidana. 

Proses-proses ini telah digunakan di beragam negara seperti Argentina, Bosnia dan Herzegovina, 
Rwanda, Sierra Leone, Afrika Selatan, Timor-Leste, dan Tunisia. Dengan memberikan kepada para 
korban perasaan bahwa mereka telah diperlakukan secara adil, dan dengan menyadarkan para 
pelaku atas ketidak-adilan/kerugian yang mereka timbulkan, keadilan transisional telah membantu 
memperkuat perdamaian di masyarakat di mana konflik telah pecah atau memanas selama beberapa 
dekade.

Pelanggaran hak asasi manusia bukan hanya akibat dari konflik dan penindasan dengan kekerasan 
– pelanggaran-pelanggaran ini juga dapat meningkatkan kemungkinan timbulnya atau terulangnya 
kekerasan dan penindasan. Karena itu, mencegah pengulangan adalah tujuan utama dari setiap proses 
keadilan transisional.

Keadilan transisional berkontribusi pada pencegahan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya dan 
membantu memberikan akses terhadap keadilan bagi semua. Hal ini meningkatkan kepercayaan 
pada pemerintah dan masyarakat, mengurangi kemauan lembaga pemerintah untuk menggunakan 
pelanggaran hak asasi manusia sebagai alat politik, mengurangi keluhan, menangani diskriminasi dan 
pengucilan struktural, serta memutus siklus kekerasan dan ketidakadilan.

Beberapa kajian telah menghubungkan mekanisme keadilan transisi dengan pengurangan pelanggaran 
hak asasi manusia, penindasan, kekerasan pidana, dan kemungkinan terulangnya perang saudara.314  

Mengatasi akar penyebab pelanggaran hak asasi manusia juga memberikan landasan bagi 
pembangunan ekonomi dan sosial, mengurangi ketidaksetaraan dan diskriminasi, memberantas 
korupsi, dan membongkar penyebab struktural kekerasan dalam masyarakat.315 Mengatasi pelanggaran 
terhadap perempuan, misalnya, dapat menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk menghilangkan 
sikap dan perilaku yang adil secara gender. Upaya untuk menjangkau yang paling rentan dapat 
melibatkan mereka tidak hanya dalam proses peradilan tetapi juga dalam upaya pembangunan secara 
keseluruhan.

Sorotan 2
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Jika keadilan transisional ingin berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, maka harus spesifik-
konteks. Para korban, masyarakat yang terkena dampak, pembela hak asasi manusia dan keadilan, 
pemuda, dan masyarakat sipil - termasuk kelompok-kelompok agama, pendidikan, perempuan, dan 
budaya - memerlukan ruang politik dan dukungan teknis untuk melakukan advokasi, membentuk, dan 
berpartisipasi secara bermakna dalam proses keadilan transisi.

Pelajaran untuk reformasi sektor keadilan
Banyak yang bisa dipelajari dari keadilan transisi. Pelajaran utama adalah:

1.	 Keadilan transisional berpusat pada rakyat.
Keadilan transisional menempatkan korban,  bukan penyedia layanan, sebagai jantungnya. 
Kebutuhan para korban menentukan bagaimana pencarian kebenaran dilakukan, bagaimana 
dan oleh siapa pelaku dibawa ke pengadilan, jenis dan ukuran rehabilitasi, dan bagaimana 
langkah-langkah dapat dikembangkan untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Kebutuhan 
dari kelompok masyarakat yang paling rentan adalah mendapatkan prioritas, dimulai dengan 
perempuan, yang sering mengalami pelanggaran terburuk jika terjadi konflik. Media dan organisasi 
masyarakat sipil diminta untuk membantu mewakili pendapat warga dalam proses reformasi dan 
untuk membangun dan menyebarluaskan narasi perubahan.

2.	Pencegahan adalah inti dari keadilan transisional.
Hakim, pengadilan, atau penjara yang tersedia, tidak akan pernah cukup untuk membawa sejumlah 
besar pelaku ke pengadilan, sebagaimana yang sering diperlukan setelah terjadi pelanggaran 
HAM berat. Sebaliknya, keadilan transisional menggunakan sumber daya secara efisien dengan 
menggunakan pendekatan penghukuman bagi pelaku pelanggaran terburuk saja. Ini akan 
membawa pada mekanisme reparasi alternatif untuk sebagian besar dari mereka yang terlibat. 
Menanyakan kepada para korban, reparasi seperti apa yang mereka inginkan merupakan inti 
dari pendekatan semacam itu. Seringkali, para korban, yang harus terus hidup dengan mereka 
yang melakukan pelanggaran, lebih memilih rekonsiliasi daripada hukuman berat. Rekonsiliasi 
membantu korban mengakhiri atau menutup kasus dan pelaku berintegrasi kembali ke komunitas 
mereka, memperkuat stabilitas dan mengurangi risiko pengulangan.

3.	 Supaya berhasil, keadilan transisi harus bersifat multidisiplin.316

Program-program bertujuan untuk mengubah polisi dan militer menjadi organ yang melayani, 
alih-alih menindas warga. Mereka mengintegrasikan kembali mantan kombatan/pejuang ke dalam 
masyarakat, dan membantu para korban untuk membangun kembali kehidupan mereka secara 
sosial dan ekonomi. Mereka mereformasi hukum dan institusi peradilan sesuai dengan standar HAM 
internasional.317 Dan mereka terlibat dengan sistem keadilan informal, sistem keadilan komunitas yang 
seringkali lebih dekat dan lebih relevan bagi warga daripada lembaga peradilan formal. 
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 Pemandu 
Keadilan  
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Satuan Tugas telah mengembangkan agenda aksi 
yang akan membantu mencapai target-target TPB 
yang menjanjikan keadilan bagi semua.
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Bab 5 

Memimpin 
Perubahan
Pergeseran ke arah keadilan bagi semua 
membutuhkan fokus baru untuk memberikan hasil 
yang nyata bagi rakyat.

Para reformis di seluruh dunia mulai mengubah 
sistem peradilan mereka, dan menyediakan bahan 
pelajaran bagi yang lain.

Meskipun ada sejumlah hambatan untuk berubah, 
namun juga selalu tersedia banyak peluang. 
Momentum global sedang tumbuh untuk reformasi 
keadilan. Para pemimpin keadilan tidak perlu 
melakukannya sendiri.

Empat tuas yang membangun momentum untuk 
perubahan: menjalankan reformasi berdasarkan pada 
data dan bukti, mendorong inovasi, mengembangkan 
strategi pembiayaan yang lebih cerdas, dan 
meningkatkan keragaman sistem peradilan.
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Visi Satuan Tugas Keadilan adalah pergeseran dari keadilan bagi 
segelintir orang ke keadilan bagi semua.

Visi tersebut menuntut transformasi besar dalam cara kerja sistem 
peradilan. Tujuan kita adalah untuk mengubah pengharapan 
mengenai apa yang dapat dicapai – dan untuk membangun 
konsensus baru bahwa masyarakat dapat dan harus mewujudkan 
keadilan bagi semua.

Untuk mencapai tujuan ini, negara-negara harus mengembangkan 
dan menerapkan strategi-strategi yang membawa layanan 
keadilan lebih dekat ke rakyat yang paling membutuhkannya.

Mewujudkan keadilan bagi semua akan perlu berlawan dengan 
hambatan-hambatan politik yang menghalangi perubahan, dan 
membangun kepercayaan di antara para pemimpin keadilan 
bahwa dengan kebijakan dan investasi yang tepat, mereka dapat 
mewujudkan peningkatan keadilan secara substansial.

Mewujudkan keadilan bagi semua akan perlu berlawan dengan 
hambatan-hambatan politik yang menghalangi perubahan, dan 
membangun kepercayaan di antara para pemimpin keadilan 
bahwa dengan kebijakan dan investasi yang tepat, mereka dapat 
mewujudkan peningkatan keadilan secara substansial.

Menuju Keadilan 
bagi Semua
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Jalan Menuju Keadilan bagi Semua
Sebagai bagian dari Laporan Pembangunan Dunia tahun 2017, Bank 
Dunia mengajukan pertanyaan kepada ilmuwan politik Francis Fukuyama 
mengenai apa yang telah dilakukan negara-negara untuk membangun 
sistem peradilan yang memungkinkan mereka untuk dapat mewujudkan 
secara penuh potensi sosial dan ekonomi mereka.

Jawabannya adalah bahwa, “Secara mengejutkan hanya ada sejumlah 
kecil pekerjaan sistematis yang telah dilakukan untuk melakukan transisi 
ke supremasi hukum modern.”318 Laporan tersebut juga mengutip sebuah 
sindiran dari mantan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, “Dalam 
menegakkan supremasi hukum, lima abad pertama selalu yang paling sulit.” 
Bukti sejarah mendukung hal ini, menunjukkan bahwa diperlukan beberapa 
dekade untuk membangun lembaga-lembaga peradilan yang efektif.319 

Tetapi nada dari Laporan Pembangunan Dunia bersifat pragmatis, 
menunjukkan bahwa yang penting bukanlah lembaga sebagai sesuatu 
yang abstrak, tetapi bagaimana lembaga-lembaga ini dapat terus 
meningkatkan kapasitas mereka untuk melahirkan “hasil-hasil yang 
meningkatkan kehidupan.”320 

Ini sejalan dengan pesan utama dari laporan ini – bahwa reformasi 
peradilan harus bertujuan untuk memberikan hasil-hasil nyata bagi rakyat. 
Hal ini juga sesuai dengan data yang kami sajikan mengenai kesenjangan 
keadilan. Membangun sistem peradilan yang efektif bukanlah suatu proses 
linier di mana negara bergerak dari buruk menjadi baik. Semua negara 
memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk merespons kebutuhan 
keadilan yang belum terpenuhi. 

Model-model perubahan
Di seluruh dunia, sistem-sistem peradilan sedang menjajaki cara-cara baru 
untuk mengutamakan rakyat dan kebutuhannya. Upaya-upaya tersebut 
menyediakan model-model bagi para reformis di tempat lain.

Access to Justice Centers di Argentina memenuhi kebutuhan keadilan 
bagi komunitas yang paling membutuhkannya.321 Menjangkau hampir 
setengah juta orang per tahun, pendekatan yang mereka lakukan bersifat 
multidisiplin, yang melibatkan para pengacara, pekerja sosial, dan psikolog 
yang bekerja di bawah satu atap. “Sering kali orang datang kepada kami 
dengan satu masalah hukum,” demikian penjelasan yang diterima oleh 
Satuan Tugas dari seorang profesional muda yang bekerja di salah satu 
pusat keadilan, “tetapi ketika kami berbicara dengan mereka, menjadi jelas 
bahwa mereka juga memiliki masalah-masalah lain, misalnya masalah 
terkait dengan tidak memiliki dokumen personal yang diperlukan, atau 
masalah sosial yang berkaitan dengan perumahan atau uang, atau 
masalah-masalah psikologis yang timbul dari atau yang memperburuk 
kesulitan-kesulitan lainnya.”322
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Di Kanada, sebuah komite aksi menggunakan data survei kebutuhan 
hukum untuk mengembangkan visi sistem peradilan keluarga dan perdata 
yang memprioritaskan publik.323 Upaya ini menciptakan seperangkat 
Tujuan Pengembangan Keadilan untuk meningkatkan kapasitas sistem 
dalam mengatasi dan mencegah timbulnya masalah-masalah hukum 
sehari-hari, memicu tumbuhnya kerja sama, dan membuat lembaga-
lembaga peradilan lebih berperan merepresentasikan masyarakat Kanada. 
Dewan Hukum Australia juga membuat kajiannya terhadap sistem 
peradilan dengan berdasarkan pada data.324 Dewan ini menyerukan agar 
sumber-sumber daya dialihkan dari kebijakan-kebijakan yang bersifat 
koersif menuju ke kebijakan-kebijakan yang “membuat sistem peradilan 
benar-benar adil.” 

Pemberdayaan menjadi fokus penting dari sistem peradilan di banyak 
negara. Strategi nasional Indonesia tentang akses untuk mendapatkan 
keadilan memberikan pengakuan resmi terhadap paralegal untuk 
pertama kalinya.326 Indonesia memiliki hingga 6.000 pembela keadilan 
di akar rumput yang membantu upaya-upaya untuk memberdayakan 
masyarakat di tingkat lokal. Para pembela keadilan ini dapat bekerja 
secara efektif karena mereka memiliki jaringan yang terhubung 
dengan organisasi-organisasi lokal lain seperti serikat-serikat pekerja 
dan universitas-universitas, dan karena mereka juga dapat meminta 
dukungan dari para pengacara ketika diperlukan. Keberhasilan mereka 
mencerminkan kesediaan paralegal untuk “mencari jalan penyelesaian 
di mana pun”, mencarinya tidak hanya di pengadilan namun juga ke 
“lembaga-lembaga administrasi, pemerintah daerah, badan-badan 
akuntabilitas seperti ombudsman dan komisi-komisi hak asasi manusia, 
parlemen, lembaga peradilan adat, dan lain-lain.”327

Pemberdayaan dari bawah pun tetap dapat didukung dari atas. Laporan 
Pembangunan Dunia tahun 2017 menyoroti meningkatnya independensi 
para hakim di Amerika Latin. Laporan ini mencatat bagaimana pengadilan 
telah mengalami perubahan dari “lembaga yang lemah, tergantung, 
tidak efektif” menjadi aktor independen yang membantu warga negara 
menggunakan konstitusi untuk melindungi hak-hak mereka.328 Di India, 
Mahkamah Agung juga meminta pemerintah untuk bertanggung jawab 
atas masalah-masalah seperti hak atas pendidikan, polusi lingkungan, non-
diskriminasi, dan pekerja anak serta buruh utang.329 

Negara-negara juga membuka sistem peradilan mereka terhadap inovasi. 
Reformasi yang dijalankan di Bahama telah membuat teknologi lebih 
banyak lagi digunakan untuk merampingkan proses, yang meningkatkan 
penyelesaian kasus-kasus pidana serius hingga 39 persen.330 IDi Dubai, 
prosedur baru untuk klaim-klaim kecil telah memberikan akses lebih cepat 
dan lebih murah ke pengadilan untuk kasus-kasus yang kurang serius, 
menyelesaikan sebagian besar perkara dalam waktu empat minggu, dan 
membuat pengadilan-pengadilan utama dapat fokus pada kasus-kasus 
yang paling sulit.331 TInggris merupakan pemimpin dalam hal inovasi 
regulasi, dengan Undang-Undang Layanan Hukum yang menciptakan 

Kita perlu membangun 
pemahaman bersama 
mengenai seperti apa 

akses terhadap keadilan 
akan terlihat di dalam 

komunitas kita, dan 
mengenai seperti 

apa masyarakat kita 
akan terlihat sebagai 
masyarakat yang adil.

Dewan Hukum Australia325
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ruang bagi para penyedia layanan alternatif. Dengan begitu, badan-badan 
hukum sekarang jadi mewakili kepentingan rakyat serta usaha-usaha kecil, 
seiring dengan kemampuan mereka mengakses layanan hukum.332

Terakhir, beberapa negara telah melakukan langkah-langkah memperkuat 
kerangka hukum untuk secara langsung meningkatkan keadilan bagi 
penduduk mereka. Pada 1979, hanya Swedia yang melarang hukuman 
fisik untuk anak-anak.333 Sekarang, lebih dari 50 negara telah menetapkan 
larangan yang sama secara komprehensif.334 TTelah terjadi pertumbuhan 
serupa dalam pelarangan kekerasan terhadap perempuan. Sejumlah 144 
negara saat ini memiliki undang-undang yang menentang kekerasan 
dalam rumah tangga.335 Sebagaimana dibahas sebelumnya, jumlah orang 
yang memiliki identitas legalitas telah meningkat pesat dalam beberapa 
tahun terakhir, sementara negara-negara seperti Rwanda telah membuat 
kemajuan cepat dalam menyediakan sertifikat tanah bagi kaum laki-laki 
dan perempuan, yang berkontribusi pada pemberdayaan hukum bagi 
kaum perempuan.336 

Kita juga bisa mengambil pelajaran dari sektor-sektor lain. Di masa lalu, 
pendidikan menjadi alat pelestarian kaum elite, tetapi di masa sekarang 
negara-negara telah menyasar penyediaan sekolah yang berkualitas bagi 
semua dan menawarkan peluang-peluang untuk belajar seumur hidup. 
Bidang kesehatan juga telah mengalami transformasi serupa. Pada tahun 
1978, Deklarasi Alma-Ata menyerukan agar layanan perawatan kesehatan 
dapat disediakan “sedekat mungkin dengan tempat orang tinggal dan 
bekerja.”337 Pada tahun-tahun berikutnya, harapan hidup telah meningkat 
tajam di semua wilayah dunia. 

Perjuangan panjang untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum 
perempuan dan anak perempuan memberikan pelajaran berharga, 
menunjukkan pentingnya membangun norma-norma baru dan 
mendobrak pola-pola diskriminasi. Dalam kampanyenya gerakan kaum 
perempuan menyuarakan tuntutan akan hak-hak mereka, dan secara 
meyakinkan mereka juga telah menunjukkan manfaat-manfaat ekonomi 
dan sosial yang dihasilkan dari tersedianya akses yang setara bagi kaum 
perempuan untuk mendapatkan peluang-peluang.338 Bukti dan argumen 
di bidang keadilan merupakan gabungan dari unsur-unsur normatif dan 
praktek yang serupa.

Hambatan dan peluang untuk reformasi 
Dalam memetakan jalan menuju keadilan, pemahaman tentang 
hambatan-hambatan dan peluang-peluang politik berkontribusi dalam 
merancang strategi-strategi reformasi yang lebih baik.

Sistem hukum dan keadilan menentukan siapa yang menang dan siapa 
yang kalah saat terkait dengan kekuasaan politik, sosial, dan ekonomi. 
Para elite mendapat manfaat dari akses yang tidak proporsional ke 
pengadilan mapun pengacara, dan ini melemahkan motivasi mereka 
untuk mendukung reformasi. Mereka mungkin enggan menangani 
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situasi ketidakadilan yang menguntungkan bagi mereka, seperti korupsi, 
kekebalan hukum, ataupun penolakan atas hak-hak yang dimiliki 
oleh mereka yang kurang beruntung. Ini berimplikasi pada kurangnya 
kepercayaan pada sistem. Para pemimpin bisnis di lebih dari 100 negara 
mengatakan bahwa sistem peradilan di negara mereka tidak terlepas dari 
pengaruh pemerintah, individu-individu yang berkuasa, atau bisnis.339 

Perlawanan terhadap perubahan juga bisa datang dari dalam sistem 
peradilan sendiri. Praktisi hukum sering mendapat manfaat dari status 
quo. Mereka bisa saja merasa terancam oleh reformasi yang membuka 
sistem peradilan bagi para pemain baru, atau oleh strategi-strategi yang 
mengarahkan investasi ke pendekatan-pendekatan yang lebih efektif.340 
Korupsi menggerogoti dukungan publik untuk meningkatkan pendanaan 
lembaga-lembaga peradilan. Secara global, sepertiga orang percaya bahwa 
polisi di negara mereka korup dan 30 persen berpikir bahwa para hakim 
dan pejabat pengadilan juga korup.341

Kendala lain terletak pada fragmentasi lembaga-lembaga peradilan. 
Kesenjangan keadilan tidak dapat dijembatani hanya oleh satu 
organisasi atau kementerian, sementara ada banyak solusi untuk 
ketidakadilan yang dapat ditemukan di luar sistem peradilan formal. 
Tetapi hal ini menciptakan masalah tentang siapa yang akan memegang 
kepemimpinan dalam reformasi. Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan 
pemimpin peradilan lainnya mungkin memiliki kekuasaan terbatas untuk 
mendorong arah baru. Mereka juga sering kali harus menghadapi para 
kolega menteri yang lebih kuat ketika berargumentasi untuk peningkatan 
alokasi anggaran.  

Namun selain ada hambatan-hambatan, selalu juga ada peluang-peluang 
untuk perubahan. Ketika ekonomi tumbuh cepat, banyak pemerintah 
memahami bahwa penguatan sistem peradilan sangat penting untuk 
mendukung tahap perkembangan selanjutnya.343 Ada pula negara yang 
memahami adanya risiko terhadap stabilitas politik akibat ketidakadilan, 
dan melihat sistem peradilan sebagai cara untuk mengatasi keluhan-
keluhan. Pemerintah-pemerintah juga menjadi semakin sadar akan manfaat 
melakukan investasi di bidang keadilan, melalui inisiatif seperti yang dimiliki 
OECD berupa argumentasi bagi bisnis untuk berinvestasi di sektor keadilan.344 

Bahkan ketika suatu pemerintah memiliki sedikit keinginan untuk 
menjalankan reformasi peradilan secara ambisius, akan selalu ada individu-
individu di dalam sistem yang memperjuangkan untuk perubahan.345 
.  Lembaga-lembaga peradilan secara historis memainkan peran 
transformatif di banyak masyarakat. Para pengacara juga merupakan 
pendorong kuat perubahan sosial, terutama ketika bekerja dengan para 
pembela keadilan di akar rumput dan kelompok-kelompok masyarakat 
sipil lainnya. Masyarakat sipil memainkan peran dalam kampanye, dan 
melakukan tekanan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan. Tetapi 
juga menyediakan giat kepemimpinan – dengan memelopori model dan 
pendekatan baru yang menunjukkan bagaimana rakyat dapat berperan 
serta dalam mengatasi kesenjangan keadilan.

Bekerja di 
lingkungan yang 

kompleks dengan 
banyak pemangku 

kepentingan, 
banyak kepentingan 
pribadi, dan banyak 
tekanan waktu, dan 
selalu ada kritik dan 

penentang.
Banyak Menteri Kehakiman  

yang merasa sendirian dalam 
pekerjaan mereka.342

Di Kolombia, Kamar Dagang 
Bogotá bekerja untuk 
membangun masyarakat 
yang lebih damai. Mereka 
membantu mengintegrasikan 
kembali mantan kombatan 
dan bekerja sama dengan 
Kepolisian Nasional untuk 
mencoba alat baru, misalnya 
mediasi polisi. Ini juga 
melatih sektor usaha untuk 
mengambil peran aktif dalam 
proses perdamaian.346
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Sektor swasta di banyak negara mendapatkan insentif untuk memobilisasi 
perbaikan-perbaikan di lingkungan hukum. Roda usaha bergantung 
pada supremasi hukum dan lembaga-lembaga peradilan yang responsif. 
Perusahaan-perusahaan yang lebih besar mungkin tertarik dengan 
kebutuhan keadilan para karyawan dan pelanggan mereka, mengakui 
perlunya membangun kepercayaan di pasar, serta potensi perluasan 
inklusi hukum agar dapat menciptakan peluang-peluang bisnis baru. 
Bisnis-bisnis individual hanya memiliki sedikit insentif untuk mengatasi 
ketidakadilan sistemik secara sendirian, tetapi Kamar Dagang dan badan-
badan perwakilan lainnya dapat melakukan perlawanan terhadap korupsi 
dan impunitas ketika hal tersebut mengancam pasar atau menciptakan 
risiko-risiko ketidakstabilan politik yang tidak dapat diterima.

Organisasi-organisasi sektor swasta juga dapat memberikan respons 
langsung terhadap kekerasan. Di kota Ciudad Juárez di Meksiko, 
meningkatnya tingkat kekerasan menyebabkan ribuan usaha tutup.347 
Sebagai respons terhadap hal itu, sebuah organisasi nirlaba dibentuk 
dengan pembiayaan yang berasal dari tambahan pajak sukarela sebesar 
5 persen atas pajak penghasilan perusahaan, dan diambil dari lebih 
dari 38.000 pemilik usaha di seluruh negara bagian. Organisasi ini telah 
bekerja untuk memperkuat pencegahan kejahatan, keamanan, dan 
keadilan melalui keterlibatan warga. Partisipasi sektor swasta membantu 
menurunkan tingkat kekerasan, dan pada saat yang sama menciptakan 
tekanan pada pemerintah dan lembaga-lembaga peradilan lokal untuk 
mengambil tindakan.

Momentum global untuk keadilan
Agenda 2030 menciptakan momentum baru untuk keadilan yang 
membantu para reformator nasional. TPB adalah platform bagi negara-
negara untuk berbagi pengalaman reformasi keadilan dan untuk 
mengeksplorasi model-model inovatif yang dibahas di dalam laporan ini. 

Kerangka kerja hak asasi manusia internasional juga mendukung upaya-
upaya reformasi.348 Pendekatan berbasis hak mendorong pemerintah-
pemerintah untuk mencapai tersedianya hak dasar, misalnya dengan 
memperkuat jaminan konstitusional yang melindungi independensi 
peradilan.349 Hal ini juga dapat membantu mereka yang paling rentan. 
Sebagai contoh, Kajian Berkala Universal dapat digunakan untuk 
memantau apakah sistem peradilan melindungi hak-hak anak, dengan 
demikian meningkatkan standar-standar untuk anak-anak yang berkonflik 
dengan hukum.350 

Para pemimpin keadilan semakin banyak mengadakan pertemuan di tingkat 
internasional. Pada tahun 2019, 22 menteri dan wakilnya menandatangani 
Deklarasi Den Haag, membuat komitmen “untuk mengambil langkah-

Pada tanggal 7 Februari 
2019, para menteri dan 
perwakilan tingkat tinggi 
dari negara-negara dan 
organisasi internasional 
menandatangani Deklarasi 
Den Haag tentang Kesetaraan 
Akses Keadilan bagi Semua 
pada tahun 2030, dan 
menyoroti peluang-peluang 
untuk memperkuat dukungan 
dan komitmen untuk keadilan 
menjelang Forum Politik 
Tingkat Tinggi dan SDG 
Summit pada tahun 2019. 
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langkah konkret dalam upaya meningkatkan tersedianya akses terhadap 
keadilan, dan untuk meyakinkan pihak-pihak lainnya agar melakukan hal 
yang sama.”351 Seperti yang telah kita lihat dari sektor-sektor lain seperti 
kesehatan, para menteri dapat diberdayakan di negara mereka ketika mereka 
mulai bekerja sama dengan rekan-rekan mereka dari negara lain.

Kemitraan-kemitraan global dan regional mendukung reformasi keadilan. 
Open Government Partnership  memberikan contoh mengenai suatu 
platform untuk mempercepat upaya-upaya dalam memperkuat layanan 
keadilan. Platform ini mengundang pemerintah dan masyarakat sipil di 
79 negara yang berpartisipasi di OGP untuk membuat dan memenuhi 
komitmen-komitmen atas keadilan.352 Jaringan-jaringan profesional 
memainkan peran lintas negara yang semakin berpengaruh, misalnya 
dengan berbagi pelajaran tentang pemolisian berbasis bukti. 

Mungkin yang paling penting adalah meningkatnya tuntutan untuk 
perubahan dari rakyat di seluruh dunia. “Justice” adalah kata paling 
populer dalam kamus online Merriam-Webster di tahun 2018, ketika para 
pengunjung berbondong-bondong mengunjungi situsnya untuk mencari 
kata tersebut.353 Banyak masyarakat yang menghadapi gerakan protes 
atau ketidakstabilan politik serta konflik yang berakar dari eksklusi dan 
ketidakadilan. Gerakan #MeToo, NiUnaMenos, dan SheDecides adalah 
beberapa kampanye yang mencerminkan menguatnya kemarahan 
terhadap tingginya impunitas dalam kasus kekerasan seksual.354 Korupsi 
telah memotivasi para pegiat di semakin banyak negara untuk turun 
ke jalan, termasuk yang terbaru di Sudan dan Aljazair.355 Para pegiat 
kampanye seperti mereka yang terlibat dalam Arab Spring telah membidik 
penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh polisi dan pasukan 
keamanan.356 Selain menyingkirkan ketidakadilan, gerakan-gerakan ini 
membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan.

Tuas Reformasi Keadilan
Empat tuas dapat membantu para reformis nasional dalam upaya 
mencapai keadilan bagi semua.

Menggunakan data dan bukti untuk mengarahkan reformasi
Sepanjang laporan ini, Satuan Tugas telah menekankan pentingnya 
menggunakan data dan bukti untuk memotivasi dan memandu reformasi.

Meningkatnya kesadaran akan kesenjangan keadilan di setiap negara 
dan argumen bagi investasi di sektor keadilan telah menciptakan insentif 
untuk melakukan tindakan. Peningkatan kesadaran ini dapat membantu 
untuk menyertakan para pemangku kepentingan baru, dan membujuk 
seorang menteri dengan tanggung jawab atas tanah atau perumahan, 
misalnya, bahwa keadilan dapat membantu untuk memberikan hasil-
hasil di sektornya. Menteri keuangan dan perencanaan pembangunan 
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akan terpengaruh oleh usulan-usulan untuk mengalokasikan sumber daya 
dengan pendekatan yang lebih hemat dan berbasis bukti. Tersedianya akses 
yang terbuka ke data keadilan memfasilitasi kerja sama antar sektor dan 
antara aktor-aktor negara dan non-negara.357 Open Government Partnership 
mencakup keterbukaan data dan pembuatan kebijakan partisipatif di 
sektor keadilan. Ini menjadi alat untuk mempromosikan reformasi keadilan 
berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi atau akuntabilitas.358 
Data yang terbuka dan independen adalah alat untuk akuntabilitas dan 
memungkinkan warga untuk mengajukan tuntutan perubahan. 

Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan untuk melakukan survei 
secara rutin yang menanyakan kebutuhan keadilan yang ada pada rakyat, 
baik sebagai survei yang berdiri sendiri ataupun sebagai modul dalam survei 
yang ada. OECD dan Open Society Justice Initiative telah mengembangkan 
panduan untuk survei kebutuhan hukum.359 Manual tentang survei viktimisasi 
tersedia dari UNODC dan Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa.360

Untuk mendapatkan bukti mengenai apa yang dapat berjalan dengan 
baik, cara paling efektif adalah melalui kerja sama antar negara. 
Campbell Collaboration mengelola sebuah jaringan internasional yang 
menerbitkan tinjauan sistematis terhadap penelitian peradilan pidana 
terbaik. Data yang menunjukkan manfaat pemolisian berbasis bukti juga 
telah dibagikan secara internasional.361 Tempat pengumpulan bukti yang 
serupa dapat dibuat untuk peradilan perdata.

TPB memberikan daya dorong baru untuk kerja sama internasional 
di bidang data keadilan. Ini semestinya membantu merangsang 
peningkatan standardisasi di seluruh negara, misalnya mengenai survei-
survei kebutuhan hukum. Indikator terpisah untuk akses ke peradilan 
perdata, yang saat ini sedang dikembangkan oleh sekelompok negara dan 
organisasi, akan memungkinkan pelaporan yang akurat tentang TPB16.3.

Portal keadilan terbuka di 
Argentina membuat data 
keadilan tersedia untuk 
umum. Program Justicia 
2020 adalah platform 
daring di mana para warga 
dapat berperan serta 
dalam mengembangkan, 
mengimplementasikan, 
dan memantau kebijakan-
kebijakan keadilan.

Membuka kekuatan transformatif inovasi
Inovasi bertindak sebagai tuas reformasi dengan membawa para pemain 
baru ke sektor keadilan.

Dalam laporannya, Kelompok Inovasi yang dibentuk oleh Satuan Tugas 
menyoroti teknologi dan pendekatan yang menjanjikan untuk penyediaan 
layanan keadilan yang dapat memenuhi kebutuhan.362 Hal ini termasuk 
layanan yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan, teknologi baru yang 
mendukung kontrak-kontrak yang ramah pengguna, dan penyedia hukum 
sektor swasta alternatif yang bertujuan untuk membantu sejumlah besar 
individu dan bisnis kecil untuk dapat memanfaatkan hukum dengan baik. 

Jika negara-negara ingin mendapatkan manfaat dari inovasi keadilan, 
mereka perlu membuka ruang bagi terjadinya inovasi. Inovasi-inovasi 
terbaik mengacu pada ide dan perspektif para psikolog, ilmuwan sosial, 
analis data, desainer, ahli saraf, pekerja sosial, administrator publik dan 
bisnis, berbagai pelaku sektor swasta, dan – yang paling penting – para 
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Tuas Reformasi Keadilan

Menggunakan data dan bukti untuk  
mengarahkan reformasi
Data dan bukti menciptakan kesadaran akan skala masalah,  
sambil mendemonstrasikan bagaimana solusi bisa hemat biaya.

Membuka kekuatan transformatif inovasi
Inovasi membawa pemain baru ke dalam sektor keadilan dan mengembangkan 
pendekatan yang dapat memberikan keadilan dalam skala besar.

Menerapkan strategi-strategi untuk pembiayaan keadilan yang lebih cerdas
Strategi pembiayaan yang lebih cerdas mengalihkan sumber daya dari pendekatan yang tidak 
efektif dan menuju apa yang berhasil. Mereka juga menarik keuangan dari sektor lain dan dari 
investor non-tradisional.

Membangun sistem peradilan yang lebih koheren dan inklusif
Model tata kelola baru dan standar bersama meningkatkan koherensi dalam sistem peradilan, 
memungkinkan keragaman mitra yang lebih besar untuk bekerja sama menuju hasil bersama.

pengguna sistem peradilan. Para inovator di sektor publik dan swasta 
membutuhkan ruang di semua tahapan proses untuk berkolaborasi 
dan mendukung inovasi, mulai dari meneliti kebutuhan-kebutuhan dan 
mengembangkan respons, hingga memantau dampaknya.

Jaringan internasional dapat mendukung inovasi di tingkat nasional. 
The HiiL Justice Accelerator membantu para pembuat kebijakan untuk 
bekerja sama dengan para inovator keadilan terkemuka dunia untuk 
mengatasi masalah-masalah keadilan yang paling mendesak di suatu 
negara.363 Accelerator Labs UNDP yang baru dibentuk dapat diminta 
untuk memasukkan keadilan sebagai bagian dari misi mereka untuk 
menemukan cara baru dalam membawa TPB agar mencapai tujuannya.364 
Lembaga-lembaga nasional juga menyediakan dukungan struktural 
bagi para inovator. Banyak pemerintah telah memiliki laboratorium 
inovasi lintas sektor yang disiapkan untuk menghadapi tantangan-
tantangan keadilan.365 Uni Emirat Arab memiliki Chief Innovation Officer 
di Kementerian Kehakiman, dengan pangkat asisten menteri, yang 
menyediakan suatu model bagi pemerintah yang ingin membawa inovasi 
sebagai arus utama sistem peradilan mereka.366

Inovasi membutuhkan lingkungan peraturan yang kondusif. Ini bisa 
diartikan sebagai perlunya mengubah aturan tentang siapa yang dapat 
memberikan nasihat hukum, memungkinkan masyarakat sipil dan 
para inovator sektor swasta untuk memainkan peran yang lebih besar. 
Kementerian Kehakiman juga dapat menetapkan kriteria untuk mengukur 
efektivitas inovasi,  dengan didukung oleh penelitian empiris dan penilaian 
independen apakah kriteria-kriteria tersebut terpenuhi.

Kantor Perdana Menteri Uni 
Emirat Arab mengharuskan 
setiap kementerian untuk 
mengalokasikan 1 persen dari 
anggarannya untuk inovasi. 
Alokasi ini mungkin akan 
meningkat hingga 5 persen di 
masa depan.
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Menerapkan strategi-strategi untuk pembiayaan keadilan 
yang lebih cerdas
Di sektor di mana keputusan investasi secara tradisional “didasarkan pada 
analisis dari mulut ke mulut daripada analisis formal,” pembiayaan yang 
lebih cerdas akan menciptakan insentif bagi reformasi.367 Lebih lanjut, 
reformasi hanya akan berjalan berkelanjutan jika negara mengumpulkan 
bukti yang menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran berimplikasi 
pada hasil-hasil yang terukur.

Langkah pertama adalah membangun atas dasar bukti dan argumen 
untuk investasi sebagaimana ditetapkan dalam Bab 2 laporan ini. Bank 
Dunia akan bekerja sama dengan para mitra untuk mengeksplorasi 
lebih lanjut tentang bagaimana peningkatan pembiayaan keadilan bagi 
semua dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, kemakmuran 
bersama, dan pencegahan kekerasan, ketidakstabilan, dan konflik. OECD 
akan terus menyebarkan argumentasi bisnisnya kepada para anggota 
dan mitranya. Prioritas langkah yang diambil adalah membawa analisis 
ini ke tingkat nasional, membantu para pembuat kebijakan memahami 
biaya-biaya dan manfaat-manfaatnya di negara-negara dengan beragam 
kebutuhan keadilan, kendala pembiayaan dan kapasitas. Elaborasi lebih 
lanjut mengenai perhitungan biaya ODI untuk layanan keadilan dasar 
– disajikan dalam Bab 2 laporan ini – juga akan memberikan informasi 
mengenai peta jalan nasional untuk pembiayaan keadilan bagi semua.

Para reformis nasional harus mengeksplorasi model-model pembiayaan 
baru. Prioritas pentingnya adalah meningkatkan ketersediaan sumber daya 
bagi model-model berbiaya rendah namun mampu merespons secara 
optimal kebutuhan keadilan yang tidak terpenuhi. Organisasi-organisasi 
di akar rumput sering kali menjadi pilihat paling tepat untuk memainkan 
peran ini, tetapi untuk memastikan bahwa dukungan semacam ini tidak 
membahayakan kemampuan mereka untuk bekerja dengan bebas dari 
pengaruh politik maka diperlukan pengawasan independen terhadap 
saluran-saluran pendanaan semacam ini.368 Pemerintah mungkin 
dapat mengalokasikan sebagian dari anggaran keadilan nasional 
untuk membiayai inovasi teknologi tinggi dan rendah, dan dapat pula 
mengeksplorasi model-model pembiayaan campuran di mana dana 
mereka digunakan untuk menarik investasi lainnya.369 Program reinvestasi 
keadilan dapat mendaur ulang penghematan yang berasal dari intervensi 
dan pencegahan awal, serta menggunakan uang hasil penghematan 
untuk upaya-upaya mengurangi jumlah populasi di penjara.370

Para reformis keadilan juga harus membina sumber-sumber pendanaan 
baru. Kemitraan dengan sektor-sektor lain seperti kesehatan, perumahan, 
pendidikan, dan lingkungan dapat memperluas kolam pendanaan untuk 
keadilan serta memastikan kebijakan yang saling melengkapi371 Investasi 
swasta dan filantropi akan diperlukan ketika inovasi-inovasi memerlukan 
dukungan dan ditempatkan dengan tepat untuk pendanaan di tingkat akar 
rumput. Donor-donor internasional juga harus meningkatkan dukungan 
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mereka untuk keadilan, menargetkan pembiayaan pada negara, masyarakat, 
dan rakyat yang kemungkinan besar akan tertinggal.372 Investasi bukan hanya 
tentang uang. Layanan pro bono dapat menyediakan akses ke pengacara 
dan mahasiswa hukum bagi mereka yang tidak mampu membayar mereka, 
dengan dan dampaknya akan optimal ketika ada aturan tentang layanan 
pro bono. Relawan dari luar profesi hukum juga memainkan peran penting 
dalam menyediakan akses untuk mendapatkan keadilan, di mana organisasi-
organisasi semacam ini membutuhkan pendanaan untuk melakukan 
pengawasan, pelatihan, dan untuk menyediakan akses layanan berbayar 
ketika membantu kasus-kasus yang lebih serius.

Kementerian Kesehatan 
Mozambik mendanai 
paralegal dari Namati untuk 
bermitra dengan para petugas 
kesehatan setempat untuk 
meningkatkan kualitas, akses, 
dan penggunaan layanan bagi 
mereka yang menderita HIV.373 
Lebih dari 3000 pelanggaran 
telah diselesaikan, dan 
meningkatkan layanan 
kesehatan untuk 180.000 
orang.

Membangun sistem peradilan yang lebih koheren dan inklusif
Di semua negara, sistem peradilannya beragam. Dari mekanisme peradilan 
adat, pengadilan agama, hingga layanan nasihat warga, paralegal dan 
ombudsman, banyak penyelesaian perselisihan telah dilaksanakan di luar 
sistem pengadilan formal. Selain itu, laporan ini telah menyoroti peran 
yang dimainkan oleh organisasi-organisasi dari luar sektor peradilan: 
mulai dari serikat pekerja hingga perpustakaan, dari pekerja sosial hingga 
sesepuh komunitas.

Namun, para penyedia layanan ini jarang dianggap atau diperlakukan sebagai 
bagian dari suatu sistem yang bekerja secara kohesif untuk memperkuat 
keadilan. Para aktor peradilan negara sering bekerja secara independen satu 
sama lain dan terkadang dilarang untuk berkolaborasi.374 Oleh karena itu tidak 
mengherankan bila perjalanan memperoleh keadilan sering terfragmentasi, 
atau strategi-strategi pencegahan dianggap tidak pernah ada.

Kita tidak menyerukan perlunya bermitra bukan hanya sekedar demi 
kemitraan semata, tetapi untuk menyatukan para mitra dalam mencegah 
dan menyelesaikan masalah-masalah keadilan dan untuk menciptakan 
peluang-peluang bagi rakyat dan masyarakat.

Tuas lainnya yang diidentifikasi dalam bab ini – data dan bukti, inovasi, 
dan pembiayaan cerdas – menciptakan infrastruktur untuk kemitraan 
yang produktif, namun tetap ada tiga ramuan yang hilang. Pertama, 
negara-negara perlu menyadari potensi dari semua yang bekerja untuk 
mewujudkan keadilan bagi semua, melindungi para pembela keadilan 
dari bahaya, melatih para profesional untuk memberikan keadilan yang 
berpusat pada rakyat, dan membuat lembaga-lembaga peradilan lebih 
berperan sebagai representasi dari komunitas-komunitas yang mereka 
layani (lihat spotlight 3).

Kedua, diperlukan model-model tata kelola baru di semua tingkatan 
untuk menyatukan para mitra dan membantu mereka mengidentifikasi 
dan menangani prioritas-prioritas strategis. Di AS, White House Legal 
Aid Interagency Roundtable menyatukan departemen-departemen dan 
lembaga-lembaga untuk “berkolaborasi, berbagi praktik terbaik, dan 
mempertimbangkan dampak layanan hukum terhadap keberhasilan 
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program mereka.”375 Para aktor peradilan formal dan informal di 
Mali mengadakan pertemuan setiap bulan untuk mendiskusikan 
strategi-strategi.376 Belanda telah membangun “rantai peradilan 
pidana yang secara proaktif melibatkan organisasi-organisasi 
publik lainnya untuk memerangi kejahatan” yang didorong melalui 
kebijakan.377 

Ketiga, standar-standar bersama untuk membantu peningkatan 
kohesi dan kualitas. Perlindungan konstitusional dapat 
melanggengkan hak-hak dasar dan membantu mendefinisikan 
peran-peran polisi, militer, dan layanan intelijen dengan cara-cara 
yang memajukan keadilan yang ramah rakyat.378 Sistem-sistem 
peradilan formal dan informal dapat dihubungkan, yang akan 
memungkinkan rujukan, banding, dan langkah-langkah yang 
melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak-anak.379 Bab 
4 menggarisbawahi pentingnya pemantau independen untuk 
mempertahankan standar-standar dan menangani pengaduan-
pengaduan. Pada akhirnya, standar-standar harus menjadi bagian 
dari budaya sistem peradilan. Di Tunisia misalnya, para hakim 
berkumpul untuk memikirkan kembali apa arti sesungguhnya 
dari kemerdekaan, bukan sebagai prinsip abstrak, tetapi sebagai 
bagian dari cara mereka melayani publik.380

Aktor-aktor keadilan di Mali 
mengadakan pertemuan 
setiap bulan dalam 
forum regional “cadres 
de concertation” (forum 
konsultasi). Forum-forum 
tersebut dihadiri oleh 
aparat polisi, administrator 
pengadilan, masyarakat 
sipil, jaksa, pemimpin 
agama, petugas koreksi, dan 
pemangku kepentingan 
lainnya. Mereka membahas 
strategi dan aksi keadilan 
yang diperlukan untuk 
menyelesaikan masalah-
masalah keadilan.381
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Bab 6 

Agenda Aksi
Implementasi harus menempatkan rakyat di 
pusat sistem peradilan dan keadilan di jantung 
pembangunan berkelanjutan.

Satuan Tugas membuat tiga perangkat rekomendasi 
untuk aksi nasional untuk mempercepat kemajuan 
menuju keadilan bagi semua:

Menyelesaikan masalah-masalah keadilan yang paling 
berarti bagi rakyat.

Mencegah masalah-masalah keadilan dan 
menciptakan peluang-peluang bagi rakyat untuk 
berperan serta sepenuhnya di dalam masyarakat dan 
perekonomian mereka.

Investasi ke dalam sistem dan lembaga peradilan 
yang bekerja untuk rakyat dan yang diperlengkapi 
agar mampu menanggapi kebutuhan mereka akan 
keadilan.

Implementasi nasional harus didukung dengan kerja 
sama internasional yang intensif dan kemitraan-
kemitraan yang telah direvitalisasi untuk keadilan.
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Satuan Tugas Keadilan telah menetapkan visi baru untuk 
menyediakan akses yang setara untuk keadilan bagi semua, sejalan 
dengan komitmen Agenda 2030 untuk memerangi ketidakadilan 
dan membangun masyarakat yang adil.

Visi ini didasarkan pada hak atas keadilan dan hak-hak 
fundamental lainnya – dan janji untuk mencapai terlebih dahulu 
mereka yang tertinggal terjauh di belakang – dengan data dan 
bukti yang memandu implementasi.

Mengatasi kesenjangan keadilan membutuhkan transformasi 
ambisi – berupa upaya-upaya berkelanjutan untuk menyediakan 
akses keadilan bagi miliaran orang lagi.

Untuk dapat mencapai terwujudnya TPB16.3 dan target-target 
terkait untuk keadilan, negara harus menyelesaikan masalah-
masalah keadilan rakyat, mencegah ketidakadilan baik besar 
ataupun kecil agar tidak terjadi, dan menciptakan peluang-
peluang bagi rakyat untuk berperan serta sepenuhnya dalam 
masyarakat dan perekonomian mereka.

Menurut Agenda 2030, setiap negara memiliki tanggung jawab 
utama untuk mengembangkan strategi-strategi untuk dapat 
mencapai terwujudnya TPB, tetapi keterlibatan global yang 
intensif dapat mendukung implementasi nasional.

Satuan Tugas menyerukan kepada pemerintah, para profesional 
peradilan, masyarakat sipil, sektor swasta, organisasi-organisasi 
internasional dan regional, yayasan-yayasan dan filantropi – dan juga 
rakyat – untuk bekerja sama untuk mencapai keadilan bagi semua.

Visi Baru Keadilan 
bagi Semua
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Agenda Aksi Nasional
Implementasi nasional harus menempatkan rakyat di pusat sistem 
peradilan dan keadilan di jantung pembangunan berkelanjutan.

1.	 Menyelesaikan masalah-masalah keadilan yang paling 
berarti bagi rakyat

	� Memahami masalah-masalah keadilan melalui survei yang 
dilaksanakan secara teratur dan yang mengacu pada standar dan 
pedoman internasional, serta meningkatkan ketersediaan dan 
kualitas data tentang kebutuhan kaum perempuan, anak-anak, dan 
kelompok rentan.

	� Memberdayakan rakyat dan masyarakat untuk mencari keadilan, 
mengenali para pembela keadilan di akar rumput, membiayai 
mereka dengan cara-cara yang menghormati independensi mereka, 
dan melindungi mereka dari kekerasan dan paksaan.

	� Menyediakan akses ke layanan keadilan yang berpusat pada rakyat 
yang menggunakan bukti terbaik tentang apa yang berhasil, yang 
sekaligus juga membuat para penyedia keadilan bertanggung jawab 
untuk memberikan hasil-hasil yang adil yang membantu mengatasi 
kesenjangan keadilan.

	� Menggunakan alternatif-alternatif yang efektif secara biaya untuk 
membantu rakyat menyelesaikan perselisihan dan mendapatkan 
pemulihan ketika mereka menjadi korban kekerasan dan kejahatan, 
serta mencadangkan penggunaan hukuman dan proses pengadilan 
formal untuk kasus-kasus paling serius saja.

2.	Mencegah masalah-masalah keadilan dan menciptakan 
peluang-peluang bagi rakyat untuk berperan serta 
sepenuhnya di dalam masyarakat dan perekonomian 
mereka 

	� Melakukan pergeseran ke pencegahan melalui strategi-strategi 
yang meningkatkan keadilan bagi komunitas dan masyarakat, dan 
diimplementasikan dalam kemitraan antara sistem peradilan dan 
sektor-sektor lainnya.

	� Meningkatkan kepercayaan pada sistem-sistem peradilan dengan 
meningkatkan independensi, imparsialitas, dan integritas, 
menerapkan strategi-strategi untuk memerangi korupsi dan 
penyelewengan, dan memastikan pengawasan independen.

	� Mengatasi akar penyebab ketidakadilan, menggunakan data dari 
kasus-kasus individual untuk mengatasi ketidakadilan struktural, 
menyediakan akses universal untuk mendapatkan identitas dan 
dokumen-dokumen hukum, dan membantu rakyat membuat dan 
mendaftarkan perjanjian-perjanjian hukum.
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	� Menggunakan undang-undang untuk mengurangi risiko, dengan 
memperkuat kerangka kerja perundangan untuk pencegahan 
kekerasan dan non-diskriminasi, dan melalui undang-undang dan 
regulasi yang menangani keluhan atau memperkecil kemungkinan 
timbulnya perselisihan.

3.	 Investasi di sistem dan lembaga peradilan yang bekerja 
untuk rakyat dan yang diperlengkapi untuk merespons 
kebutuhan mereka akan keadilan

	� Menggunakan data dan bukti untuk mengarahkan reformasi 
peradilan, meningkatkan kesadaran akan kebutuhan yang tidak 
terpenuhi, menyediakan akses terbuka ke data sebagai platform 
untuk kemitraan dan akuntabilitas, dan menginformasikan 
kebijakan-kebijakan dan program-program dengan bukti tentang 
apa yang berhasil.

	� Membuka kekuatan transformatif inovasi, membuka sistem peradilan 
bagi aktor dan ide-ide baru, menciptakan lingkungan peraturan yang 
kondusif, dan melakukan penilaian terhadap dampak dari inovasi 
dalam mengatasi kesejangan keadilan.

	� Menerapkan strategi-strategi untuk pembiayaan peradilan yang lebih 
cerdas, membawa bukti dan argumen investasi keadilan ke tingkat 
nasional, mengembangkan peta jalan nasional untuk membiayai 
keadilan bagi semua, dan mengakses sumber-sumber pendanaan 
baru.

	� Membangun sistem-sistem peradilan yang lebih koheren dan 
inklusif, dengan mendukung orang-orang yang menyediakan 
keadilan, meningkatkan keragaman dan representasi kaum 
perempuan di semua tingkatan, dan mengeksplorasi model-model 
tata kelola baru, dan mempromosikan standar-standar bersama 
untuk semua bagian dari sistem.

Agenda Aksi Internasional
Komitmen Agenda 2030 untuk mencapai keadilan bagi semua 
membutuhkan kerja sama internasional yang intensif dan kemitraan-
kemitraan yang telah direvitalisasi untuk keadilan.

	� Di dalam Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, 
berkumpul sekelompok negara yang berkomitmen untuk mengarah 
pada keadilan bagi semua.

	� Mendorong negara-negara dan para mitra dari semua sektor agar 
mendaftarkan komitmen sukarela untuk mengimplementasikan TPB16.3.

	� Mendukung pemerintah-pemerintah untuk mengembangkan 
strategi-strategi yang kredibel, realistis, dan didanai untuk 
mengimplementasikan komitmen-komitmen ini.
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	� Mengadakan pertemuan-pertemuan dua tahunan Menteri 
Kehakiman, Jaksa Agung, dan para pemimpin peradilan 
lainnya sebagai platform bagi negara-negara untuk berbagi 
pengalaman, mengeksplorasi rekomendasi, dan memperkuat 
kerja sama untuk keadilan.

	� Mencapai kesepakatan mengenai indikator baru TPB16.3 
yang mengukur kemajuan di peradilan perdata, melengkapi 
indikator-indikator yang ada tentang penahanan pra-
persidangan dan pelaporan kejahatan dengan kekerasan, 
dengan uji coba nasional secara sukarela menjelang 
integrasinya ke dalam kerangka indikator global.

	� Membentuk aliansi mitra keadilan internasional dan regional 
untuk meningkatkan kolaborasi dan koherensi.

	� Mengembangkan agenda penelitian bersama di sektor keadilan 
untuk meningkatkan ketersediaan data untuk mengukur 
kemajuan, memperkuat bukti keberhasilan, menyesuaikan 
bukti ini dengan konteks-konteks negara yang berbeda, dan 
untuk mengkomunikasikan data dan bukti kepada para 
pembuat kebijakan.

	� Membentuk kolaborasi para penyandang dana untuk 
memperkuat bukti dan argumen untuk investasi keadilan bagi 
semua dan mengadvokasi peningkatan proporsi pembiayaan 
internasional yang mengalir ke sektor keadilan.

	� Memperkuat tuntutan perubahan melalui gerakan global, 
nasional, dan lokal yang mengkampanyekan keadilan bagi 
semua.

Seruan untuk bertindak
Untuk mempercepat tercapainya kemajuan, Satuan Tugas 
menyerukan kepada pemerintah, para profesional keadilan, 
masyarakat sipil, dan organisasi-organisasi internasional untuk 
bersatu dalam upaya global dan berkelanjutan untuk mencapai 
keadilan bagi semua pada tahun 2030. 

Pemerintah-pemerintah harus menjadikan keadilan sebagai 
prioritas politik dan memberikan mandat dan sumber-sumber 
daya kepada menteri kehakiman untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang paling berarti bagi rakyat. Kami meminta para 
Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan pemimpin peradilan lainnya 
di seluruh pemerintahan untuk mengembangkan strategi-strategi 
dan memelihara kemitraan-kemitraan yang dapat mencapai 
terwujudnya keadilan bagi semua.
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Para profesional keadilan harus bekerja sama dengan pemerintah dalam 
mengarahkan gerakan keadilan bagi semua. Para hakim, jaksa penuntut, 
pengacara, paralegal, polisi, dan petugas penjara dan masa percobaan, dan 
para profesional lainnya memiliki peran mereka masing-masing dalam 
reformasi.

Sektor-sektor lain, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, 
pekerjaan, dan pendidikan, adalah mitra penting untuk penyediaan keadilan 
yang berpusat pada rakyat. Peningkatan keadilan adalah sangat penting untuk 
mewujudkan aspirasi-aspirasi Agenda 2030 untuk rakyat, planet, kemakmuran, 
dan perdamaian.

Masyarakat sipil memberdayakan rakyat untuk menyelesaikan masalah-
masalah keadilan mereka dan membantu masyarakat mengatasi ketidakadilan 
struktural. Hal ini menjangkau bagian-bagian dari masyarakat yang paling 
berisiko mengalami ketidakadilan dan meminta pertanggungjawaban 
pemerintah atas implementasi reformasi. Agar efektif, para pembela keadilan 
membutuhkan pendanaan dan perlindungan independen.

Sektor swasta dapat mendukung gerakan keadilan bagi semua dalam 
kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat sipil. Firma-firma hukum dapat 
membentuk lebih banyak pendekatan untuk mencapai keadilan yang berpusat 
pada rakyat melalui kerja pro bono dan advokasi mereka. Sebagai inovator dan 
investor dampak, sektor swasta dapat mengembangkan cara-cara baru untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan keadilan dengan biaya 
rendah. Kamar Dagang dapat mengadvokasi supremasi hukum dan untuk 
akses yang lebih besar untuk mendapatkan keadilan.

Organisasi-organisasi internasional dan regional harus memberikan dukungan 
yang lebih koheren untuk implementasi nasional atas target-target TPB 
untuk keadilan. Mereka harus mengalokasikan lebih banyak pembiayaan 
untuk keadilan dan membantu menarik investasi dampak dan sektor swasta. 
Platform-platform internasional dan regional diperlukan untuk memfasilitasi 
sehingga dapat berbagi pengetahuan dan membangun konsensus seputar 
solusi dan strategi.

Yayasan dan filantropis memainkan peran penting dalam meningkatkan 
keadilan bagi semua. Mereka dapat mempengaruhi ditingkatkannya fokus 
pada keadilan yang berpusat pada rakyat dan memajukan prioritas-prioritas 
yang muncul seperti peran keadilan dalam pencegahan. Mengingat besarnya 
kebutuhan akan keadilan yang belum terpenuhi, diperlukan dukungan dari 
yayasan-yayasan yang lebih beragam.

Akhirnya, seruan untuk bertindak dari Satuan Tugas juga ditujukan kepada 
rakyat itu sendiri, sebagai pencari keadilan, sukarelawan, dan pendukung sistem 
peradilan. Mereka harus diberdayakan untuk memainkan peran sentral dalam 
penciptaan dunia yang lebih adil.
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Orang-orang yang memberikan keadilan
Menyadari potensi tenaga kerja keadilan

Menempatkan rakyat sebagai pusat keadilan berarti memikirkan orang-orang yang memberikan 
keadilan, sebagaimana halnya orang-orang yang mencarinya.

Laporan ini telah menekankan pentingnya sistem peradilan yang beragam dan inklusif yang mengacu 
pada kekuatan “tenaga kerja” keadilan profesional, informal, dan sukarela - dari sektor keadilan 
tradisional serta di luarnya.

	� Para pemimpin keadilan  – Para Menteri Kehakiman dan semua orang yang membantu membentuk 
sistem peradilan.

	� Profesional Peradilan  – hakim, jaksa, pengacara, asosiasi pengacara, polisi, dan staf penjara, yang 
mengoperasikan sistem peradilan formal.

	� Penyedia layanan formal lainnya  – termasuk layanan nasihat dan informasi, saluran bantuan, badan 
pengawas, dan lembaga ombudsman dan pihak lain yang menangani pengaduan.

	� Aktor peradilan informal atau sukarela  – termasuk hakim non-profesional, paralegal komunitas, 
penasihat utang-piutang atau lainnya, pemimpin agama, kepala adat, sesepuh masyarakat, serikat 
pekerja, dan mediator lainnya.

	� Sektor lain – orang yang bekerja di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, imigrasi, dan 
perlindungan lingkungan yang berperan dalam memajukan dan menyediakan keadilan.

	� Inovator keadilan – termasuk wirausahawan sosial, investor dampak sosial, dan inovator startup 
teknologi dari sektor swasta.

	� Pembela keadilan – aktivis akar rumput yang memberdayakan rakyat dan komunitas, menyediakan 
layanan keadilan, dan memperkuat permintaan untuk perubahan melalui advokasi dan 
pembangunan gerakan.

Sorotan 3 

Membela Para Pembela Keadilan
Mereka yang bekerja dalam sistem peradilan menghadapi ancaman baik yang tertuju pada kemampuan 
mereka untuk melakukan pekerjaan maupun pada keselamatan mereka.

JHakim, jaksa penuntut, dan pengacara menjadi target dari orang-orang yang ingin memengaruhi keputusan 
atau mencegah mereka melakukan pekerjaannya.382 Banyak dari mereka yang kehilangan nyawanya, meskipun 
kematian mereka tidak dilacak secara global seperti halnya para jurnalis.383 

Pembela keadilan akar rumput menghadapi risiko terbesar. Front Line Defenders, sebuah kelompok advokasi, 
menerima laporan 312 kematian pada tahun 2017.384 Dua pertiga dari mereka yang tewas membela hak atas 
tanah, lingkungan, dan masyarakat adat. Dan 84 persen dari mereka telah menerima ancaman sebelumnya 
namun tidak juga mendapatkan perlindungan dari polisi. 

Anggota Global Legal Empowerment Network (Jaringan Pemberdayaan Hukum Global) juga melaporkan adanya 
gangguan/pelecehan yang terjadi secara berkala, dengan 68 persen mengatakan mereka atau organisasi mereka 
telah diancam karena melakukan kerja-kerja pemberdayaan hukum.385

Perjanjian Escazu adalah sebuah contoh. Perjanjian ini menetapkan perlindungan untuk hak-hak akses terhadap 
informasi, partisipasi publik, dan akses terhadap keadilan dalam masalah lingkungan.386
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Kita harus waspada dalam menghadapi ancaman-ancaman ini, dan Satuan Tugas mendukung tuntutan kampanye 
Justice for All bahwa “mereka yang diamanatkan untuk melayani kebutuhan keadilan komunitas harus mampu 
bekerja di lingkungan yang bebas dari kekerasan dan ancaman fisik lainnya.”387

Dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari mereka, beberapa aktor harus beroperasi secara terpisah 
dari yang lain untuk menghormati mekanisme check and balances, dan menjamin independensi yang 
disyaratkan oleh undang-undang. Tetapi para pemimpin keadilan dapat mempromosikan kolaborasi 
lintas sistem peradilan dengan cara:

1.	 Memupuk budaya data, bukti, dan pembelajaran 
Semua penyedia layanan keadilan membutuhkan keterampilan untuk memahami dan belajar 
dari data tentang masalah keadilan dan bukti tentang apa yang berhasil, sambil memunculkan 
dan menanggapi umpan balik dari pengguna, serta bertanggung jawab atas kualitas prosedur dan 
kewajaran hasil peradilan.

2.	Melakukan pendekatan strategis
Pesan utama dari laporan ini adalah bahwa penyedia keadilan perlu beralih dari peran seperti 
pemadam kebakaran ke model di mana mereka mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan 
jangka panjang. Ini membutuhkan kepemimpinan dari atas dan ruang bagi orang-orang dari 
lembaga peradilan untuk berpikir dan berencana secara kolaboratif. 388

3.	 Meningkatkan keragaman
Sistem peradilan akan lebih efektif jika “terlihat seperti” komunitas yang mereka layani. Representasi 
perempuan yang lebih besar sangat penting.389 Diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan 
transparansi rekrutmen dan promosi, menargetkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, dan 
memberikan bimbingan dan pelatihan bagi orang-orang yang secara historis telah terkecualikan 
untuk bekerja di bidang sistem peradilan.

4.	Mengadopsi metode pelatihan baru 
Keadilan yang berpusat pada orang membutuhkan perubahan dari pelatihan yang hanya 
berfokus pada pengetahuan hukum ke pelatihan yang menekankan pada penyelesaian masalah. 
Keterampilan penting termasuk mendengarkan secara aktif, manajemen konflik, dan negosiasi, serta 
layanan pelanggan dan pengumpulan data. 

5.	Mengembangkan jaringan profesional
Jaringan internasional dan nasional membantu para profesional belajar satu sama lain dan 
mempercepat penyebaran ide-ide dan pendekatan baru. Aparat polisi dapat mengeksplorasi cara 
menggunakan pendekatan berbasis bukti, misalnya, atau hakim dapat memeriksa teknik untuk 
mengurangi pemenjaraan.390 Jaringan juga dapat menyatukan berbagai penyedia layanan lokal 
untuk mengatasi masalah keadilan yang paling mendesak.

6.	Membangun hubungan dengan rakyat dan komunitas
Keadilan untuk semua tergantung pada hubungan erat antara penyedia keadilan dan komunitas 
tempat mereka bekerja dan hidup. Banyak lembaga peradilan akan membutuhkan kultur kolaborasi 
baru, keterbukaan, dan daya tanggapnya terhadap rakyat beserta kebutuhan mereka. Semua orang 
yang memajukan dan membela keadilan membutuhkan lingkungan kerja yang aman dan terjamin 
(lihat kotak).
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Lampiran 1 

Metodologi
Satuan Tugas untuk Keadilan (Task Force on Justice)
Satuan Tugas untuk Keadilan telah mengadakan tiga pertemuan untuk memandu penelitian dan 
membahas temuan-temuan, pada bulan Februari 2018 di Buenos Aires, Argentina; pada bulan Oktober 
2018 di Freetown, Sierra Leone; dan pada bulan Februari 2019, di Den Haag, Belanda.

Penelitian ini dilakukan dalam tiga alur kerja yang diselenggarakan di sekitar pertanyaan kunci 
yang ingin dijawab oleh Satuan Tugas: yakni besaran kesenjangan keadilan; kasus untuk investasi; 
dan apa yang berhasil untuk meningkatkan keadilan bagi semua. Kontribusi besar untuk pekerjaan 
tersebut diberikan oleh para mitra keadilan. Orang-orang dan organisasi-organisasi yang berkontribusi 
disebutkan namanya pada awal laporan.

Satuan Tugas untuk Keadilan menyajikan sintesis global pertama tentang skala dan sifat kesenjangan 
keadilan, masalah keadilan paling umum yang dihadapi orang secara global, dan perkiraan pertama 
biaya untuk menyediakan akses universal ke layanan keadilan dasar.

Kesenjangan keadilan global
Untuk memperkirakan kesenjangan keadilan global, maka Kelompok Kerja Kesenjangan Keadilan telah 
mengembangkan kerangka kerja konseptual yang komprehensif dan berpusat pada rakyat. Kerangka 
kerja ini mengandalkan rakyat, bukan lembaga, sebagai lensa dalam memahami kebutuhan keadilan, 
sejauh mana saat ini kebutuhan keadilan tersebut terpenuhi, dan pengucilan yang dialami rakyat.

Kelompok ini mengoperasionalkan kerangka kerja tersebut untuk mengidentifikasi kategori-kategori 
kebutuhan keadilan yang tidak terpenuhi serta pertanyaan pengukurannya yang menempatkan rakyat 
sebagai unit analisis dan yang terkait dengan kerangka kerja SDG, baik secara konseptual atau sebagai 
bagian dari indikator resmi yang disusun oleh Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG-
SDGs).

The World Justice Project memimpin audit terhadap lebih dari 600 sumber data potensial yang 
disarankan oleh anggota Kelompok Kerja, termasuk himpunan data tingkat global dan nasional serta 
sumber-sumber data administratif, berbasis survei, dan kualitatif.

Sumber-sumber data akhirnya dipilih berdasarkan tiga pertimbangan:

1.	 Cakupan negara. Menggunakan sebanyak mungkin sumber data global, asalkan mereka memiliki 
cakupan tingkat negara yang memadai, memastikan metodologi pengumpulan data yang 
sebanding dan angka kesenjangan keadilan di seluruh negara. 

2.	 Pengakuan resmi. Menggunakan sumber data resmi, seperti yang disediakan oleh UNODC, ILO, dan 
Bank Dunia, mengupayakan penerimaan yang lebih luas dari sumber data terpilih dan memastikan 
konsistensinya dengan metodologi indikator kesenjangan keadilan yang sudah dimasukkan ke 
dalam kerangka kerja indikator resmi SDG. 
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3.	 Data publik dan metodologi pengukuran. Untuk menghasilkan penilaian di 
tingkat negara, mengaitkannya dengan estimasi untuk negara-negara yang tidak 
memiliki data, dan menggambarkan distribusi ketidakadilan di populasi rentan, 
penilaian kesenjangan keadilan hampir secara eksklusif mengandalkan pada data 
yang tersedia untuk umum.

WJP (World Justice Project) mengisi angka untuk masing-masing pertanyaan 
pengukuran serta sumber data terkait di tingkat negara, serta menetapkan metode 
untuk mengekstrapolasi perkiraannya terhadap negara-negara yang tidak tercakup 
oleh masing-masing sumber data. Untuk negara-negara di mana estimasi tidak 
tersedia dalam suatu himpunan data, mereka membuat estimasi berdasarkan 
nilai rata-rata regional serta negara-negara yang memiliki pendapatan sama. WJP 
menggunakan klasifikasi geografis PBB dan klasifikasi pendapatan dari Bank Dunia 
untuk membentuk pengelompokan regional dan pendapatan yang menjadi dasar 
ekstrapolasi ini.

WJP mencurahkan perhatian khusus untuk mengembangkan langkah-langkah 
untuk memperkirakan jumlah orang yang tidak terpenuhi kebutuhan keadilan 
perdata dan administrasinya, serta korban kejahatan dengan kekerasan maupun 
tanpa-kekerasan yang belum melaporkan insiden yang telah mereka alami 
kepada otoritas yang berwenang. Untuk kebutuhan keadilan di sektor perdata dan 
administrasi, pengukuran yang dikembangkan bersifat multidimensi dan berbasis 
survei. WJP melakukan pengukuran kapabilitas legal, akses terhadap bantuan 
yang memadai, proses penyelesaian, dan hasilnya, terhadap orang-orang yang 
mengalami masalah hukum perdata atau administrasi. Untuk kejahatan kekerasan 
dan non-kekerasan, WJP menggunakan data survei viktimisasi yang dikumpulkan 
oleh kantor statistik nasional di lebih dari 60 negara untuk menghasilkan perkiraan 
berdasarkan metodologi untuk indikator SDG 16.3.1. Untuk negara-negara di mana 
hanya data administrasi yang tersedia, maka WJP mengembangkan metode untuk 
menyesuaikan tingkat viktimisasi kejahatan dan menghitung angka gelap (yaitu 
kejahatan yang tidak dilaporkan atau kejahatan yang belum ketahuan).

Hasil perkiraan kesenjangan keadilan global tersebut kemudian disesuaikan dengan 
mempertimbangkan adanya penghitungan ganda terhadap orang-orang masuk ke 
lebih dari satu dimensi kesenjangan keadilan (misalnya korban kekerasan yang juga 
tidak memiliki identitas hukum, atau orang-orang yang tidak dapat memperoleh 
keadilan di wilayah pidana dan perdata sekaligus). Penghitungan ganda diatasi 
sebagian dengan cara menghapus data populasi di negara-negara dengan tingkat 
ketidakamanan yang tinggi dan tidak ada aturan hukum dari dimensi kesenjangan 
keadilan lainnya. Untuk masalah tumpang tindih lainnya, WJP menggunakan 
pengukuran proksi yang diambil dari dari Jajak Pendapat Umum WJP 2018 untuk 
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memperkirakan tingkat tumpang tindih antara orang-orang yang tidak terpenuhi 
kebutuhan keadilan perdata atau administrasinya, korban kejahatan kekerasan dan 
non-kekerasan yang tidak melapor, dan orang-orang yang tidak memiliki identitas 
hukum, perjanjian kerja formal, dan kepemilikan tanah atau perumahan. Hal ini 
memungkinkan WJP untuk menyesuaikan penghitungan ganda di seluruh kerangka 
kesenjangan keadilan maupun dalam kategori kebutuhan keadilan yang tidak 
terpenuhi.

Untuk menentukan masalah keadilan paling umum yang dihadapi rakyat, digunakan 
data dari 78 survei yang berbeda, yaitu 63 survei nasional korban kejahatan, survei 
global kebutuhan hukum WJP, dan 14 survei  nasional kebutuhan hukum oleh HiiL.

Informasi tambahan lebih rinci tentang metodologi yang digunakan dalam 
memperoleh perkiraan kesenjangan keadilan yang dibahas dalam laporan ini, silakan 
merujuk ke: World Justice Project, Measuring the Justice Gap: A People-Centered 
Assessment of Unmet Justice Needs Around the World. (Task Force on Justice, 
background paper, April 2019)

Biaya SDG16.3
Satuan Tugas untuk Keadilan menugaskan Overseas Development Institute (ODI), 
sebuah lembaga think tank global independen, untuk menghasilkan untuk pertama 
kalinya estimasi awal tentang berapa biaya untuk mencapai SDG16.3; biaya untuk 
menyediakan akses universal ke layanan keadilan dasar di negara-negara di seluruh 
dunia. Laporan penelitian cepat ini juga memperkirakan kesenjangan pembiayaan 
yang dihadapi oleh negara-negara dalam mencapai SDG16.3. Tujuannya adalah 
untuk memastikan upaya ini akan dikembangkan lebih lanjut dengan skala lebih 
besar dan lebih panjang. Karena salah satu tujuan dari upaya penghitungan biaya ini 
adalah untuk menilai kesenjangan pembiayaan, upaya ini terutama berfokus pada 
negara-negara berpenghasilan rendah di mana keterjangkauan merupakan faktor 
yang mungkin paling menantang.

Setelah diskusi awal dengan berbagai pemangku kepentingan, ODI melakukan 
pendekatan yang berpusat pada rakyat, berfokus pada apa yang mereka 
butuhkan untuk mengatasi masalah keadilan “sehari-hari” rakyat di komunitas 
mereka. Penghitungan biaya didasarkan pada gagasan bahwa untuk mencapai 
SDG16.3, layanan keadilan dasar harus tersedia secara universal. Karena keadilan 
dasar universal belum merupakan istilah yang didefinisikan, maka ODI telah 
mengembangkan definisi kerja berikut: sebuah sistem yang menangani kebutuhan 
keadilan sehari-hari rakyat, yang disampaikan melalui mekanisme formal dan kurang 
formal yang sering membutuhkan transformasi, dan yang tersedia secara universal – 
yakni mudah diakses dan terjangkau untuk semua.

Analisis ini mencakup 201 negara dan menghitung biaya sistem keadilan dasar 
di tingkat lokal, baik mekanisme yang relatif informal (tradisional, agama, dan 
masyarakat sipil), maupun organisasi formal garis depan seperti polisi dan 
pengadilan setempat. Analisis ini juga memperhitungkan apa saja yang rakyat 
keluarkan dari kantong mereka sendiri ketika mereka mencari keadilan.
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Secara lebih khusus lagi, analisis ODI  memasukkan komponen-komponen layanan 
keadilan dasar berikut ini:

	� Nasihat, bantuan, dan pemberdayaan hukum, yang disediakan di komunitas 
oleh paralegal, pengacara, pusat nasihat hukum, serikat pekerja atau kelompok 
advokasi.

	� Lembaga keadilan formal yang memainkan peran garis depan dalam 
menyelesaikan konflik, perselisihan, dan pengaduan, termasuk pengadilan tingkat 
bawah, polisi setempat, dan rantai peradilan pidana

	� Mekanisme alternatif untuk menyelesaikan masalah hukum, konflik, perselisihan/
sengketa, dan keluhan, seperti mediasi masyarakat, pengadilan tradisional atau 
penyelesaian hukum secara adat, dan ombudsman.

	� Mekanisme yang meningkatkan akuntabilitas sistem peradilan dalam layanan 
yang mereka berikan kepada rakyat dan masyarakat, yang  sekaligus pula 
mengatasi korupsi dan penyalahgunaan.

Karena fokusnya adalah pada keadilan dasar untuk kebutuhan sehari-hari rakyat, 
maka aspek-aspek tertentu dari ketentuan standar tidak dimasukkan, misalnya 
pengadilan tingkat tinggi/banding. Kebutuhan dalam  konteks spesifik seperti 
keadilan transisional juga tidak dimasukkan karena ini sudah secara khusus dicakup 
oleh kelompok kerja khusus lainnya dari Satuan Tugas.

Pendekatan ODI didasarkan pada metodologi yang telah dikembangkan selama 
bertahun-tahun untuk membiayai pengadaan pendidikan dan kesehatan SDG, oleh 
UNESCO, WHO, dan Bank Dunia. Sebagaimana halnya di sektor-sektor tersebut, 
penetapan biaya keadilan dibuat untuk penyediaan layanan tingkat dasar dan 
berlandaskan pada standar model layanan, dengan tetap mengakui bahwa sistem 
yang berkembang akan dapat lebih efisien.

Sumber data utama adalah UNODC; World Prison Brief; data survei global dari HiiL 
tentang pengeluaran sendiri dan biaya awal untuk bantuan hukum yang telah 
dikembangkan penulis The Law & Development Partnership (LDP), yang didanai 
oleh IDRC Kanada dan Open Society Foundations. Data dasar makroekonomi 
dan populasi diambil dari Indikator Pembangunan Bank Dunia dan PBB. Asumsi 
kunci tentang pendorong biaya utama - staf garis depan - didasarkan pada target 
yang disepakati PBB (jika tersedia) dan diperiksa silang terhadap sampel terbatas 
dari anggaran nasional negara-negara berpenghasilan rendah dan OECD yang 
memungkinkan untuk dilakukan dalam lingkup kerja penelitian cepat ini.

Informasi tambahan tentang metodologi yang digunakan dalam memperkirakan 
biaya penyediaan keadilan bagi semua yang dibahas dalam laporan ini, silakan 
merujuk ke: Marcus Manuel, Clare Manuel dan Harsh Desai, Universal access to basic 
justice: costing SDG 16.3 ODI Working Paper 554. (London: Overseas Development 
Institute, 2019). Makalah yang disiapkan untuk Satuan Tugas Keadilan. Dataset 
lengkap tersedia berdasarkan permintaan dari penulis.
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